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Pengantar  Redaksi 


DEMOKRATISASI  diulas  Tommi  Lego  wo  sebagai  cerminan  kekuasaan  yang  trans- 
formatif.  Fungsi  kekuasaan  politik  dikemukakan  merupakan  sarana  dan  daya  un- 
tuk  memenuhi  kepentingan  bersama  masyarakat.  Namun  fungsi  ini  mudah  disele- 
wengkan,  karena  kekuasaan  memberi  sejumlah  kemungkinan  legal  bagi  penguasa  untuk  me- 
langgar  aturan-aturan  yang  berlaku,  menekan  masyarakat,  dan  memanipulasi  kekuasaan. 
Tekanan  dan  hambatan  yang  terus-menerus  dilancarkan  dalam  penyelewengan  kekuasaan, 
dapat  memantapkan  fungsi  semu  lembaga-lembaga  politik  dan  membina  pemahaman  umum 
tentang  kekuasaan  yang  tak  sesuai  maknanya.  Maka,  demokratisasi  meliputi  perubahan 
sifat  penyelenggaraan  dan  pemahaman  kekuasaan  sesuai  dengan  maknanya,  serta  penataan 
fungsi  lembaga-lembaga  politik.  Demokrasi  Pancasila  yang  diamanatkan  UUD  1945  mewa- 
jibkan  pemerintah,  ABRI,  dan  orsospol  merancang  serta  melaksanakan  demokratisasi  yang 
nyata  dalam  program  politiknya.  Sedangkan  kaum  cendekiawan,  media  massa,  golongan 
menengah,  dan  warga  negara  pada  umumnya  harus  mengawasi  dan  memperjuangkan  demo- 
kratisasi dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  miliknya  ini. 

Peluang  demokratisasi  menjadi  sorotan  Faisal  Siagian.  Budaya  politik  Orde  Baru  dipan- 
dang  merupakan  politik  mobilisasi,  sebab  partisipasi  identik  dengan  gotong  royong  menca- 
pai  tujuan  tunggal  melalui  cara  dan  saluran  tunggal  pula.  Ini  hanya  bersifat  memberikan  du- 
kungan  bulat  pada  program  apa  pun  dari  para  pemegang  kekuasaan.  Memberi  peluang  ke- 
pada  suara  oposisi,  adalah  bentuk  partisipasi  juga,  sebenarnya  dapat  menghindarkan  masya- 
rakat dari  sikap  apatis,  di  mana  pikiran-pikiran  tidak  seragam  memperoleh  pengakuan  se- 
wajarnya  yang  kemungkinan  akan  mengembangkan  alternatif-alternatif.  Namun  kenyataan 
politik  kita:  pihak  pemerintah  lebih  memperkuat  kepatuhan  dan  bukan  partisipasi.  Di  ting- 
kat  penguasa  politik,  percaturan  politik  hanya  sampai  pada  usaha  mempertahankan  kekua- 
saannya  selama  mungkin  dan  berlawanan  dengan  pembaruan  politik.  Dalam  keadaan  peme- 
rintah sangat  kuat,  penting  adanya  proses  penguatan  masyarakat  sipil  untuk  mengimbangi- 
nya,  sebab  politik  Indonesia  menjurus  ke  pertengkaran  untuk  memperebutkan  kursi  belaka. 
Kalau  mau  menuju  demokratisasi,  maka  diperlukan  prasyarat  diperkuatnya  barisan  oposisi 
dalam  masyarakat  sipil. 
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Ketimpangan  antara  wilayah  Timur  dan  Barat  Indonesia  menurut  Syamsuddin  Harris 
berhubungan  erat  dengan  politik  pembangunan  selama  lebih  dari  20  tahun  terakhir:  Kuat- 
nya  kecenderungan  sentralisasi  menyebabkan  hampir  tidak  ada  peluang  muncul  dan 
berkembangnya  kreativitas  pembangunan  dari  masyarakat  daerah.  Pemberlakuan  kebijak- 
an  dari  pusat  yang  seragam  untuk  seluruh  Indonesia  berakibat  tidak  memperhatikan  perbe- 
daan  geografis,  demografis,  potensi  sumber  daya  dan  kondisi  setempat.  Dan  pendekatan 
sektoral  (departemental)  membuat  ketimpangan  antarwilayah  luput  dari  pandangan  peren- 
cana  pembangunan.  Daerah-daerah  wilayah  Timur  yang  berpenduduk  jarang  menerima  alo- 
kasi  dana  dari  proyek  sektoral  lebih  sedikit,  karena  perhitungannya  berdasarkan  kepadatan 
penduduk.  Melebihi  itu  semua,  kesadaran  masyarakat  relatif  rendah  untuk  menjadikan  diri 
sebagai  sumber  perubahan,  padahal  tanpa  kesadaran  politik  yang  memadai  sulit  bagi  daerah 
untuk  mengejar  ketertinggalannya  dari  daerah  lain.  Akhirnya  obsesi  meningkatnya  pemba- 
ngunan wilayah  Timur  hanyalah  sampai  di  tingkat  cita-cita,  kalau  tidak  didukung  kebijakan 
otoritatif,  yaitu  dijabarkan  dalam  bentuk  undang-undang  dan  peraturan  pelaksanaan  se- 
hingga  mempunyai  hukum  yang  mengikat  para  perencana  maupun  pelaksana  pembangun- 
an. 


Monopoli  dan  kartel  telah  dibahas  oleh  berbagai  literatur  ekonomi  neo-klasik,  demikian 
pula  cara-cara  mengatasinya.  Tetapi,  monopoli  masih  merupakan  fenomena  yang  hidup  dan 
aktual  di  banyak  negara,  juga  negara-negara  yang  telah  menentukan  kebijakan  anti-mono- 
poli  melalui  undang-undangnya.  Sudarsono  Hardjosoekarto,  dalam  tulisannya  mengambil 
contoh  Jepang.  Di  mana  adanya  UU  Anti-Monopoli  dibarengi  dengan  sikap  mentolerir  tum- 
buhnya  praktek  monopoU,  bahkan  dengan  memberlakukan  undang-undang  yang  pada 
dasarnya  anti  UU  Anti-Monopoh.  Fenomena  semacam  ini  dikenal  sebagai  paradoks 
ekonomi  neo  klasik.  Di  dalam  merancang  UU  Anti-Monopoli,  haruslah  diperhatikan  ke- 
mungkinan  semacam  itu.  Di  samping  itu  pengalaman  kita  misalnya,  mengenai  kondisi  kope- 
rasi  selama  ini  perlu  dievaluasi  secara  mendasar.  Sebagai  contoh,  mengapa  Resolusi  Musya- 
warah  Gerakan  Koperasi  tahun  1966,  yang  pada  dasarnya  menuntut  monopoH,  tidak  men- 
jadi  kenyataan.  Bahkan  sebaliknya,  hampir  tidak  ada  komoditi  pertanian  yang  dikuasai  oleh 
koperasi.  Tanpa  kesungguhan,  maka  tuntutan  radikal  yang  serupa  melalui  UU  No.  25  tahun 
1992  pasal  63,  tidak  mustahil  menderita  nasib  yang  sama  seperti  dialami  koperasi  selama  ini. 
Lalu,  apa  makna  perbincangan  "monopoH"  atau  "anti-monopoli"  tanpa  dirasakan  man- 
faatnya  oleh  seluruh  masyarakat? 

Gugatan  sosio-kultural  diajukan  oleh  Usman  Pelly  terhadap  masalah  asimilasi  golongan 
Tionghoa.  Dari  awal  zaman  kolonial  golongan  ini  mulai  mendominasi  bidang  perdagangan 
dan  industri  dengan  pengembangan  jaringan  komunikasi  di  dalam  dan  luar  negeri,  yang 
diperkuat  oleh  pelibatan  sistem  kekerabatan,  sehingga  memungkinkan  alih  kecakapan  dan 
rahasia  usaha  dimonopoH  berkesinambungan  secara  turun-temurun.  Bersama  ini  faktor 
budaya  dan  agama  yang  berbeda  dengan  mayoritas  penduduk,  membuat  keturunan  Tiong- 
hoa tetap  terpisah  dan  tersendiri  di  dalam  pemukiman-pemukiman  mereka  yang  eksklusif. 
Suasana  sosial,  ekonomi,  kultural  demikian  menguatkan  segregasi  etnis  atau  ras  terhadap/ 
dari  kelompok  lain,  menimbulkan  kesulitan  dan  hambatan  psikis  untuk  saling  mendekati 
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dan  menerima  di  antara  mereka,  bahkan  menjadikan  kondisi  antaretnis  sebagai  pihak-pihak 
orang  asing. 

Teori  reduksi  ketidakpastian  dalam  bentuknya  yang  paling  umum  menjelaskan  bahwa 
suatu  hubungan  antara  pribadi  seperti  perkenalan,  persahabatan  serta  yang  lebih  intim, 
akan  berkembang  apabila  para  partisipan  satu  sama  lain  mampu  mengurangi  ketidakpastian 
dan  akan  terjadi  disintegrasi  apabila  terjadi  sebaliknya.  Usaha  mengurangi  ketidakpastian 
menyangkut  informasi  mengenai  diri  masing-masing  partisipan  seperti  data  pribadi,  peker- 
jaan,  kultur,  keyakinan,  haluan  politik  dan  sebagainya.  Muhammad  Budyatna  menyoroti 
hubungan  yang  lebih  akrab  yang  bermuara  pada  perkawinan  antara  pribumi  dan  non- 
pribumi  Cina.  Pada  kasus  penelitian  mengenai  pasangan  suami-istri  tadi  diketemukan 
bahwa  interaksi  awal  dalam  kaitannya  dengan  hubungan  romantis  dapat  berjalan  lancar, 
karena  masing-masing  pihak  memiliki  kesamaan  informasi  yang  menjadi  modal  utama  un- 
tuk  terjadinya  eskalasi  lebih  lanjut.  Yaitu  mereka  memiliki  latar  belakang  profesi,  pendidik- 
an,  bahasa  dan  status  sosial  ekonomi  yang  relatif  sama.  Hambatan  dan  usaha  mereduksi  ke- 
tidakpastian baru  terjadi  pada  saat  semakin  intensifnya  hubungan  pada  tingkat  yang  lebih 
akrab.  Terutama  menghadapi  kedua  orang  tua,  keluarga  dekat  dan  lingkungan  kedua  belah 
pihak. 


Februari  1994 


REDAKSI 


Demokratisasi:  Refleksi  Kekuasaan 
yang  Transformatif 

Tommi  Legowo 


SELAMA  kurang  lebih  lima  tahun  ter- 
akhir  ini,  dinamika  politik  nasional 
makin  aksentuatif  mengumandangkan 
demokratisasi  politik  sebagai  bagian  yang  ti- 
dak  dapat  ditinggalkan  dalam  pembangunan 
nasional.  Demokratisasi  telah  menjadi  tun- 
tutan  publik,  yang  berinti  pada  perubahan- 
perubahan  institusional,  seperti  fungsionali- 
sasi  lembaga-lembaga  perwakilan  rakyat  dan 
perubahan-perubahan  perlakuan  atas  esensi 
universalitas  demokrasi,  misalnya  penghar- 
gaan  yang  sewajarnya  atas  hak-hak  asasi 
manusia. 

Dalam  pengertian  "tindakan  atau  proses 
membuat  atau  menjadi  demokratis",^  de- 
mokratisasi menggambarkan  serangkaian 
gerak  perkembangan  (perubahan)  keadaan 
menuju  tercapainya  demokrasi.  Gambaran 
ini  memang  tidak  menjelaskan  sebab-sebab 
suatu  keadaan  kurang/belum  demokratis, 
dan  juga  tidak  memberikan  jalan  ke  luar 
membangun  keadaan  yang  demokratis.  Te- 

'  Dalam  The  Webster's  Third  New  International  Dic- 
tionary, demokratisasi  diartikan  sebagai  Ihe  act  or  pro- 
cess of  making  or  becoming  democratic. 


tapi  jika  demokrasi  diartikan  sebagai  "suatu 
bentuk  pemerintahan  oleh  rakyat",^  demo- 
krasi menyiratkan  keterlibatan  unsur-unsur 
"rakyat"  dalam  pemerintahan  suatu  negara. 
Karena  itu,  suatu  keadaan  dikatakan  kurang 
demokratis  apabila  ia  menghambat  keterli- 
batan rakyat  tersebut.  Demokratisasi  de- 
ngan  demikian  merupakan  suatu  proses  me- 
ngurangi  atau  meniadakan  sama  sekali  ham- 
batan-hambatan  terhadap  keterlibatan 
rakyat  dalam  suatu  pemerintahan. 

Dalam  pengamatannya  tentang  demo- 
krasi di  Asia,  G.L.  Peiris  mengidentifikasi 

^Kata  asli  demokrasi  adaJah  demokratia  yang  ber- 
asal  dari  akar  kata-kata  demos  (rakyat)  dan  kratos  (pe- 
merintahan). Demokrasi  berarti  suatu  bentuk  pemerin- 
tahan di  mana  rakyat  memerintah.  Dalam  perkembang- 
annya,  demokrasi  mengalami  berbagai  macam  interpre- 
tasi  dan  pemahaman  sehingga  tidak  ada  satu  definisi 
atau  pemahaman  tunggal.  Ia  senantiasa  dapat  diartikan 
atau  dikonsepsikan  sesuai  dengan  kebufuhannya.  Satu 
hal  yang  pasti  adalah  bahwa  dalam  konsep  demokrasi, 
unsur-unsur  rakyat  senantiasa  menjadi  faktor  utama 
yang  dilibatkan  dalam  pemerintahan.  Ragam  model 
(konsep)  demokrasi  dapat  dicermati  dalam  David 
Helds,  Models  of  Democracy  (Cambridge:  Polity  Press, 
reprinted,  1990). 
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beragam  hambatan  terhadap  demokrasi. 
Salah  satu  faktor  itu  adalah  penyelenggara- 
an  kekuasaan  politik  yang  semata-mata  me- 
nekan  (opresiO  dan  menindas  (represif)."^ 
Kekuasaan  politik  semacam  ini  mempunyai 
daya  dan  kekuatan  (secara  paksa)  yang 
dapat  menutup  akses-akses  dan  menghan- 
curkan  bentuk-bentuk  keterlibatan  rakyat 
dalam  demokrasi.  Praktek  kekuasaan  opre- 
sif-represif  yang  berlangsung  lama,  sementa- 
ra  itu  dapat  merealisasikan  anggapan,  se- 
hingga  membentuk  keyakinan  umum  bahwa 
kekuasaan  bersif at  "tidak  manusiawi",  dan 
karena  itu  bertentangan  dengan  hak-hak 
asasi  manusia  dan  demokrasi. 

Atas  dasar  itu,  demokratisasi  merujuk 
pada  proses  perubahan  sifat  penyelenggara- 
an  kekuasaan  politik  yang  represif-opresif 
tersebut,  dan  perubahan  keyakinan  umum 
bahwa  kekuasaan  politik  dapat  dan  perlu  di- 


^G.L.  Peiris,  "Democracy  in  Asia:  Old  Experiences 
and  New  Challenges"  dalam  CAPA  Report,  no.  11, 
April  1993.  Perbandingkan  pula  dengan  pengamatan 
Carolina  G.  Hernandez,  "Civil-Military  Relations  in 
Democratizing  Societies  in  Asia"  dalam  CAPA  Report, 
no.  10,  March  1993. 

''Opresi  dan  represi  adalah  dua  di  antara  berbagai 
sifat  tindakan  kekuasaan.  Salah  satu  ciri  negara  modern 
adalah  monopoli  sarana-sarana  kekuasaan  koersif  (ke- 
kerasan-kekuatan).  Pada  batas  ancaman  penggunaan 
sarana  kekuasaan,  kekuasaan  negara  (politik)  bersif  at 
opresif  atau  menekan;  sementara  pada  batas  pengguna- 
an sarana  kekuasaan,  sifat  kekuasaan  negara  adalah 
represif  atau  menindas.  Monopoli  sarana  kekuasaan 
oleh  negara  tidak  ditolak  baik  pada  tataran  pemikiran 
maupun  empiri.  Hanya  saja  masalahnya  berkisar  pada 
toleransi  ancaman  dan  penggunaan  sarana  kekuasaan 
itu.  Lihat  Robert  A.  Dahl,  Democracy  and  Its  Critics 
(New  Haven  &  London:  Yale  University  Press,  1898), 
40-41;  juga  Ted  R.  Gurr,  "War,  Revolution  and  the 
Growth  of  the  Coercive  State"  dalam  Comparative 
Political  Studies  21,  no.  1,  April  1988;  S.N.  Sangmpam, 
"The  Overpolitized  State  and  Democratization",  dalam 
Comparative  Politics  24,  no.  4,  July  1992,  414-416. 


selenggarakan  untuk  memajukan  hak-hak 
asasi  manusia  dan  demokrasi.  Dalam  penga- 
matan Anthony  Giddens,  "kekuasaan  tidak 
seharusnya  dipandang  sebagai  hambatan  ter- 
hadap kebebasan  atau  emansipasi,  tetapi 
merupakan  sarana  dasar  mereka,  meskipun 
tentu  tidak  boleh  diabaikan  nuansa-nuansa- 
nya  yang  menghambat".^  Karena  dalam  for- 
masinya,  kekuasaan  politik  pada  esensinya 
bersifat  memberikan  peluang  (fasilitatif) 
bagi  keterlibatan  rakyat,  dan  karena  itu 
menciptakan  kondisi  kehidupan  kerakyatan 
yang  lebih  baik  (transformatif)-  Kekuasaan 
politik  yang  fasilitatif-transformatif  bagai- 
manapun  menjadi  sasaran  dan  sekaligus  sa- 
rana demokratisasi. 

Persoalannya  kemudian  adalah  bagai- 
mana  demokratisasi  itu  dilakukan.  Pada  ta- 
taran institusi,  persoalan  ini  perlu  dipecah- 
kan  dengan  fungsionalisasi,  kalaupun  bu- 
kan,  dengan  restrukturisasi  politik;  semen- 
tara pada  tataran  aktor,  demokratisasi  me- 
merlukan  rekulturahsasi  politik.  Yang  dise- 
but  pertama  mengarah  pada  perlunya  pem- 
benahan  fungsi  lembaga-lembaga  politik. 
Sedang  yang  disebut  terakhir  menegaskan 
pentingnya  pembenahan  pemahaman  dan 
pola  laku  politik  masyarakat. 

Aktor  dan  Kekuasaan  Politik 

Di  banyak  negara  yang  sedang  mem- 
bangun,  aktor  politik,  khususnya  elit  poli- 
tik, biasanya  lebih  berpengaruh  dan  berpe- 
ranan  daripada  fungsi  lembaga-lembaga  po- 
litik dalam  menentukan  berlangsungnya 
suatu  proses  politik.  Apakah  proses  itu  akan 
berlangsung  secara  demokratis  atau  tidak, 

'Dalam  Stewart  R.  Clegg.  Frameworks  of  Power 
(London,  Newbury  Park,  New  Delhi:  Sage  Publica- 
tions, 1989),  138. 
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sangat  tergantung  pada  kemauan  elit  poli- 
tik.^  Di  samping  lembaga-lembaga  politik 
belum  memadai  dalam  segi  peran  dan  fung- 
si,  dominasi  elit  politik  juga  disebabkan  oleh 
faktor-faktor  seperti  kondisi  sosial-ekono- 
mi,  khususnya  tingkat  pendidikan  dan  kese- 
jahteraan  masyarakat  yang  relatif  rendah, 
dan  budaya  politik  yang  mendudukkan  pe- 
mimpin  (formal  ataupun  informal)  sebagai 
panutan  masyarakat. 

Kondisi  sosial-ekonomi  masyarakat  yang 
relatif  rendah  telah  menempatkan  masyara- 
kat dalam  posisi  yang  inferior  berhadap- 
hadapan  dengan  elit  politik  yang  mengenda- 
likan  pemerintahan  negara.  Karena  posisi- 
nya  itu,  inisiatif  masyarakat  baik  berupa  ga- 
gasan,  pendapat  atau  kritik,  acapkali  diang- 
gap  tidak  memadai  sebagai  policy  alterna- 
tives. Bahkan,  seringkali  inisiatif  masyara- 
kat ini  dinilai  sebagai  "gangguan"  terhadap 
kebijakan-kebijakan  umum,  dan  karena  itu 
harus  diredam  jika  sukses  pembangunan 
hendak  dicapai. 

Memang  harus  diakui  bahwa  pada  masa- 
masa  awal  suatu  negara  sedang  membangun, 
struktur  sosial  masyarakatnya  memberi  ke- 
mungkinan  yang  besar  bagi  mereka  yang  se- 
cara  sosial-ekonomi  lebih  baik  dari  keba- 
nyakan  masyarakat  untuk  menguasai  sarana 
dan  materi  (ilmu)  pengetahuan  yang  memu- 
dahkan  mereka  memperoleh  akses  pada  ke- 
kuasaan  politik,  Dengan  kondisi  seperti  itu, 
mereka  menjadi  sekelompok  kecil  dari  ma- 
syarakat yang  secara  kualitatif  dianggap 

^Penilaian  Sangmpam,  misalnya,  menunjukkan 
bahwa  di  Dunia  Ketiga  praktis  tidak  ada  perbedaan  an- 
tara  negara-negara  yang  diidentifikasi  sebagai  otoriter 
dan  yang  menyatakan  diri  sebagai  negara  demokrasi. 
Sebab,  di  negara-negara  yang  mengaku  demokratis, 
praktek-praktek  otoriter  dilakukan  secara  menonjol 
pula.  Simak  S.N.  Sangmpam,  "The  Overpolitized  State 
and  Democratization",  401-402. 


mampu  merancang  dan  melaksanakan  pro- 
ses pembangunan  nasional.  Akan  tetapi,  se- 
perti diungkap  oleh  Juwono  Sudarsono,  ma- 
salahnya  adalah  "manakala  syarat-syarat 
umum  tentang  persaingan  nasib,  kepandaian 
dan  kerja  keras  ...  tidak  menunjukkan  ke 
arah  kelembagaan  yang  wajar,  maka  di  situ 
akan  timbul  persoalan  keabsahan  ...".^ 

Lebih  dari  itu,  proses  peredaman  inisiatif 
masyarakat  dapat  dengan  mudah  terjadi,  ka- 
rena lembaga-lembaga  politik  yang  seharus- 
nya  merepresentasikan  "suara"  masyarakat 
memang  belum  memadai  sehingga  tidak 
fungsional.  Peiris,  misalnya,  menunjukkan 
bahwa  "di  banyak  negara  Asia,  kualitas 
lembaga  legislatif  menyedihkan,  dan  anggo- 
ta-anggotanya  sering  tidak  peduli  tentang 
bagaimana  sistem  yang  mereka  wakili  sebe- 
narnya  bekerja.  Banyak  legislatif  tidak 
mempunyai  kapasitas  institusional  yang  me- 
madai untuk  memenuhi  kebutuhan-kebu- 
tuhan  anggota-anggota  dan  pemilih-pemilih- 
nya  ..."  Di  samping  itu,  elit  pohtik  mengua- 
sai sarana-sarana  kekuatan-kekuatan  negara 
seperti  militer,  polisi  dan  birokrasi  yang 
sangat  efektif  untuk  membatasi  gerak  dan 
meredam  inisiatif  masyarakat.  Pengkombi- 
nasian  kedua  hal  ini  dapat  menjadi  sarana 
yang  efektif  bagi  elit  politik  untuk  memper- 
tahankan  dominasinya. 

Budaya  poHtik  "panutan"  memberi 
sumbangan  besar  kepada  pemantapan  domi- 
nasi kekuasaan  kaum  elit  politik.  Beberapa 
penelitian  dalam  hal  ini  berakhir  pada  ke- 
simpulan,  bahwa  transformasi  masyarakat 


^Juwono  Sudarsono,  "Pembangunan  Ekonomi  dan 
Demokrasi",  makalah  Seminar  Tentang  Pembangunan 
Ekonomi  dan  Demokratisasi  di  Asia  Tenggara, 
diselenggarakan  oleh  International  Forum  Indonesia, 
Jakarta,  8  November  1993,  4. 

'Peiris,  "Democracy  in  Asia". 
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tradisional  menuju  terbentuknya  masyara- 
kat  modern  sangat  ditentukan  oleh  elit  poli- 
tik.  Seperti  dikemukakan  oleh  Goldthrope, 
"dalam  proses  perubahan,  masyarakat  ber- 
peran  lebih  sebagai  pelaksanaan  daripada  se- 
bagai  partisipan  aktif  dalam  proses  peran- 
cangan  dan  perencanaan  perubahan  dan 
pembangunan.  Dari  kacamata  sosiologi,  ge- 
jala  ini  merupakan  sesuatu  yang  wajar,  teru- 
tama  karena  masyarakat  dalam  proses  tran- 
sisi  pada  umumnya  mengalami  berbagai  ke- 
tidakpastian  yang  dapat  terobati  dengan 
mengikuti  apa  yang  dikatakan  dan  dilaku- 
kan  pemimpin-pemimpinnya".^  Pada  satu 
sisi,  sikap  masyarakat  seperti  ini  sangat  ber- 
arti  bagi  terpeliharanya  stabilitas  sosial-poli- 
tik  yang  sangat  diperlukan  untuk  memacu 
pertumbuhan  ekonomi  khususnya  dan  pem- 
bangunan nasional  umumnya. 

Namun  pada  sisi  lain,  budaya  politik  pa- 
nutan  dapat  menjadi  pijakan  awal  bagi  ke- 
cenderungan  kekuasaan  politik  yang  otoriter 
dan/atau  totaliter.  Apalagi,  apabila  hal  ini 
berlangsung  pada  suatu  suasana  yang  diling- 
kungi  oleh  anggapan  bahwa  kekuasaan  poli- 
tik dapat  dijadikan  alat  utama  untuk  mem- 
peroleh  keuntungan  material  yang  lebih  ba- 
nyak.^^  Dalam  keadaan  seperti  ini,  aktor  po- 
litik sangat  menentukan  sifat  penyelenggara- 
an  kekuasaan  politik.  Apakah  kekuasaan 
politik  akan  menjadi  alat  untuk  meningkat- 
kan  kesejahteraan  bersama  masyarakat, 
ataukah  sebaliknya,  akan  sangat  tergantung 
pada  tujuan  akhir  dari  pengguna  dan/atau 
pelaksana  kekuasaan  politik.  Dalam  kaitan 

'j.E.  Goldthrope,  Sosiologi  Dunia  Ketiga,  Kesen- 
jangan  dan  Pembangunan  (Jakarta:  P.T.  Gramedia, 
edisi  terjemahan,  1992),  398-399;  Sebagai  rujukan  ban- 
dingan,  lihat  juga  D.K.  Crone,  "States,  Elites  and  So- 
cial Welfare  in  Southeast  Asia",  dalam  World  Develop- 
ment 21,  no.  1,  1993,  55-66. 

'"Goldthrope,  Sosiologi  Dunia  Keliga,  406. 


ini  mungkin  perlu  disimak  analisis  Crone 
bahwa  "...  baik  kemampuan  untuk  melaku- 
kan  perubahan  (political  capacity)  dan  ke- 
hendak  untuk  melakukan  itu  (political  will) 
merupakan  syarat  dari  perubahan-perubah- 
an  kebijakan  publik  untuk  kesejahteraan; 
salah  satu  saja  tidak  mencukupi  ...  Political 
capacity  sebagian  berasal  dari  struktur  da- 
lam sistem  politik  yang  berlaku; political  will 
berakar  pada  suatu  perjuangan  antareUt  ten- 
tang  apakah  perubahan  perlu  dilakukan, 
dan  jika  perlu,  perubahan  macam  apakah 
itu.  Bersama-sama  mereka  mengubah  tang- 
gapan  para  pemimpin  dalam  hal  meningkat- 
kan  kesejahteraan  ataukah  menghambat  ke- 
sejahteraan".'* Dengan  kata  lain,  kekuasa- 
an dapat  bermuka  "buruk"  ataupun  "baik" 
terpulang  pada  pertanyaan  untuk  apa  dan 
bagaimana  ia  digunakan. 


Fonnasi  Kekuasaan  Politik 

Kekuasaan  memang  sering  dipahami  se- 
bagai suatu  hubungan  pengaruh-pengaruh, 
paling  tidak  antara  dua  subjek  (pihak)  sede- 
mikian  rupa  sehingga  pihak  yang  satu  me- 
nentukan pihak  yang  lain  sesuai  dengan  ke- 
hendak  pihak  pertama.*^  Jika  dikatakan, 
misalnya,  A  berkuasa  atas  B,  ini  berarti 
bahwa  A  mampu  menentukan  B  melakukan 
sesuatu  yang  tidak  akan  dilakukannya  apa- 

"Crone,  "States,  Elites  and  Social  Welfare",  56. 

'^Meski  penjelasan  ini  sangat  sederhana.  pcrdebatan 
panjang  tentang  hubungan  kekuasaan  berlangsung 
hingga  kini  (terutama  dalam  perspektif  teori).  Banyak 
segi  dalam  hubungan  kekuasaan  yang  perlu  diklarifikasi 
lebih  jauh  dan  mendalam.  Tentang  ha!  ini  dapat  dipe- 
riksa  dalam,  misalnya  Bachrach,  P.  and  M.S.  Baratz, 
"Two  Faces  of  Power",  American  Political  Science 
Review  52,  1962,  947-952;  juga  Steven  Lukes,  Power:  A 
Radical  View  (London:  Macmilian,  1974);  dan,  Stewart 
R.  Clegg,  Frameworks  of  Power. 
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bila  B  tidak  berada  dalam  kekuasaan  A. 
Mungkin  saja  B  menggunakan  berbagai  cara 
dan  sarana  (sumber-sumber  kekuasaan)  un- 
tuk  menolak  pengaruh  A  tetapi  tidak  berha- 
sil,  karena  A  mempunyai  cara  dan  sarana 
yang  lebih  baik  dan  lebih  banyak  daripada 
yang  dimiliki  B. 

Dalam  pemahaman  tersebut,  hubungan 
kekuasaan  mengandung  ciri  "keperkasaan" 
penguasa  dan  "keterpaksaan"  pihak  yang 
dikuasai.  Penguasa  dapat  bertindak  semau- 
nya  sendiri,  sementara  pihak  yang  dikuasai 
hanya  melakukan  kegiatan-kegiatan  sesuai 
dengan  kehendak  penguasa.  Hubungan  ke- 
kuasaan semacam  ini  cenderung  bersifat  se- 
wenang-wenang,  dan  karena  itu  dapat  men- 
jadi  kekuasaan  yang  represif-opresif,  teruta- 
ma  apabila  keterpaksaan  pihak  yang  dikua- 
sai berubah  menjadi  "penderitaan".  Tetapi 
perlu  dicatat,  belum  tentu  penderitaan  pihak 
lain  menjadi  tujuan  akhir  dari  pihak  pengua- 
sa. Penderitaan  dapat  merupakan  akibat 
yang  tidak  disengaja  (efek  sampingan)  dari 
tujuan  akhir  penyelenggaraan  kekuasaan. 
Apakah  tujuan  itu  bersifat  "baik"  di  dalam 

13 

dirinya  sendiri,  ataukah  sebaliknya? 


Persoalan  ini  berkaitan  erat  dengan  "intensi" 
penguasa,  yang  secara  empiris  tampaknya  terlalu,  sulit 
dilacak.  Karena  itu,  membicarakan  intensi  dalam  prak- 
sis  kekuasaan  (politik)  tampak  mengada-ada,  sebab  me- 
nurut  para  realists  intensi  itu  sudah  jelas,  yakni  kelang- 
gengan  kekuasaan  untuk  keuntungan-keuntungannya 
sendiri.  Sementara  menurut  kaum  moralists,  karena 
kekuasaan  itu  berarti  juga  "kemampuan  untuk  melaku- 
kan hal  sebaliknya",  maka  intensi  penyelenggara  ke- 
kuasaan mengandung  implikasi  mora!  yang  memang 
bersifat  subjektif.  Dalam  pengertian  ini,  seorang  pe- 
nguasa berkemampuan  melakukan  atau  tidak  melaku- 
kan suatu  tindakan  yang  diketahui  akan  merugikan 
khalayak.  Perdebatan  tentang  hal  ini  dapat  disimak  da- 
lam Steven  Lukes,  Power:  A  Radical  View,  38-47;  Ted 
Benton,  "'Objective'  Interests  and  the  Sociology  of 
Power"  dalam  Sociology  15,  no.  2,  1981,  161-184; 
Juga,  Stewart  Clegg,  Frameworks  of  Power,  86-103. 


Sebagai  fenomena  sosiologi,  hubungan 
kekuasaan  dalam  pemahaman  di  atas  dapat 
dilihat,  karena  terjadi  dan  berlangsung  di 
setiap  lapisan  masyarakat.  Tetapi,  karena 
formasi  sosial  dari  kekuasaan  berlangsung 
secara  wajar  (natural)  dalam  masyarakat, 
ekses-ekses  kekuasaan  ini  jarang  dipersoal- 
kan.  Kekuasaan  terbentuk  karena  proses 
sosial  yang  wajar  sehingga  diterima  begitu 
saja  tanpa  peduli,  dengan  konsekuensi  dan 
akibat  lebih  jauh  daripada  berlangsungnya 
hubungan  pengaruh-mempengaruhi  ini.  Hu- 
bungan kekuasaan  yang  berlangsung  antara 
orang  tua  dan  anak  yang  sering  bersifat 
otoriter,  misalnya,  malahan  dipandang  seba- 
gai suatu  keharusan  atas  nama  kepentingan 
masa  depan  anak,  dengan  mengabaikan  apa 
yang  sebenarnya  menjadi  kehendak  si  anak 
sendiri.  Keadaan  ini  socially  acceptable 
karena  keluarga  dalam  pandangan  umum 
merupakan  suatu  natural  entity,  yang  di  da- 
lam dirinya  mempunyai  konsekuensi-konse- 
kuensi  tertentu  (karena  hukum-hukum  sosial 
yang  berlaku)  yang  tampaknya  tidak  dapat 
diganggu-gugat. 

Sebagai  fenomena  politik,  kekuasaan 
mempunyai  proses  formasi  yang  berlainan 
dengan  proses  formasi  sosiologisnya.  Pemi- 
kiran  beberapa  sarjana  poHtik  menjelaskan 
bahwa  poHtik,  baik  sebagai  lembaga  mau- 
pun  sebagai  fungsi,  adalah  "bikinan"  (arti- 
ficial) masyarakat  yang  memerlukannya  un- 
tuk usaha-usaha  pemenuhan  kepentingan 
dan  kebutuhan  mereka  sendiri-sendiri  dan 
bersama-sama.^'*  Politik  berarti  upaya  me- 
nentukan  cara-cara  untuk  memenuhi  kebu- 

'''Pandangan  seperti  ini  dapat  ditelusur  dalam  seja- 
rah  pemikiran  politik  modern,  terutama  sejak  Thomas 
Hobbes  menggagas  "negara  absolut"  (Leviathan)  pada 
pertengahan  abad  15.  Lihat  George  H.  Sabine,  Thomas 
L.  Thorson,  A  History  of  Political  Thought  (London: 
Holt,  Reinhart  and  Winston,  fourth  edition,  1973)  khu- 
susnya  Bagian  III. 
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tuhan  dan  kepentingan  (anggota-anggota) 
masyarakat.  Bagaimana  cara-cara  itu  dilak- 
sanakan,  politik  memerlukan  pelaksana 
(aktor)  yang  diberi  sarana  pendukung,  yakni 
kekuasaan.  Karena  itu,  tidak  hanya  kekua- 
saan  politik,  tetapi  aktor  politik  pun  bersifat 
artifisial.  Keduanya  pada  suatu  saat  dapat  ti- 
dak berarti  sama  sekali,  manakala  tidak  lagi 
diperlukan  oleh  masyarakat. Ini  juga  me- 
negaskan  bahwa  kekuasaan  dan  aktor  poli- 
tik adalah  bagian  dari  kepemilikan  publik, 
yang  oleh  karena  itu  tidak  dapat  lepas  dari 
pengawasan  masyarakat. 

Dalam  kaitan  itulah,  kekuasaan  politik 
perlu  dipahami  sebagai  kemampuan  dan 
daya  untuk  mengentaskan  kondisi  ke  arah 
kemasyarakatan  yang  semakin  manusiawi. 
Ini  merujuk  pada  makna  kekuasaan  politik 
sebagai  power  to  (kekuasaan  untuk)  sebagai 
lawan  dari  power  over  (kekuasaan  atas).  la 
tidak  untuk  menindas,  melainkan  untuk  me- 
ngentaskan. Karena  kekuasaan  politik  bu- 
kan  milik  perorangan;  ia  adalah  milik  pu- 
blik, Formasi  politik  kekuasaan,  seperti  di- 
ungkap  di  atas,  juga  menegaskan  sifat  kepe- 
milikan dari  kekuasaan  politik  yang  sekali- 
gus  menjelaskan  fungsi  kekuasaan  politik  se- 
bagai sarana  dan  daya  untuk  memenuhi  ke- 
pentingan bersama  masyarakat.  Dengan  be- 

''ini  hanya  untuk  menegaskan  bahwa  politik  (aktor 
dan  kekuasaan)  diperlukan  karena  rakyat  atau  masya- 
rakat membutuhkannya.  Politik,  karena  itu,  bukan 
suatu  keharusan.  Keberadaannya  sangat  tergantung 
pada  kondisi  dan  kemauan  masyarakat  (basis  dasar 
negara).  Karl  Marx  tentu  saja  memberi  sumbangan 
terhadap  dinamika  perkembangan  pemahaman  tentang 
politik,  khususnya  tentang  negara.  Hanya  saja  dalam 
perubahan/perkembangan  negara.  Karena  teorinya  ten- 
tang "dialektika  materialisme",  ia  yakin  bahwa  negara 
akan  dengan  sendirinya  "punah"  sejalan  dengan  peru- 
bahan  jenis  dan  hubungan  produksi  masyarakat. 
Periksa,  ibid.;  Juga  Stephen  P.  Savage,  The  Theories  of 
Talcott  Parsons,  the  Social  Relations  of  Action  (Lon- 
don: Machilan  Press,  1981,  147-154. 


gitu,  kekuasaan  politik  memberi,  membuka 
dan  mencarikan  kemungkinan  peluang  dan 
kesempatan  bagi  setiap  elemen  dalam  ma- 
syarakat untuk  mengembangkan  dirinya  se- 
suai  dengan  harkat  kemanusiaan.^^  Hakikat 
kekuasaan  poUtik  dengan  demikian  adalah 
fasilitatif-transformatif. 

Meskipun  formasi  kekuasaan  politik 
menjelaskan  esensi  dasar  mengenai  sifat  ke- 
kuasaan yang  fasilitatif-transformatif,  da- 
lam penyelenggaraan  kekuasaan  politik  me- 
mang  mudah  terjerumus  ke  dalam  sifat  yang 
opresif-represif.  Dalam  kaitan  ini,  peringat- 
an  Lord  Acton  yang  menyatakan  bahwa 
"kekuasaan  cenderung  busuk,  dan  kekuasa- 
an yang  busuk  cenderung  mutlak  dan  menin- 
das"^^  menjadi  senantiasa  penting  untuk  di- 
ingat.  Sebab,  peringatan  ini  menunjuk  pada 
masalah  dasar  dalam  setiap  pengelolaan  ke- 
kuasaan politik:  seberapa  taat  dan  patuh  se- 
orang/sekelompok  aktor  politik  kepada 
aturan  yang  berlaku  dalam  menjalankan  ke- 
kuasaan politiknya;  dan  seberapa  jauh  ma- 
syarakat mampu  mengontrol  penyelenggara- 
an kekuasaan  politik  itu. 

Penyelewengan  kekuasaan  politik  dapat 
dilakukan  dengan  mudah  karena  kekuasaan" 
itu  membawa  sejumlah  sarana  kekuatan  le- 
gal yang  memberi  kemungkinan  kepada  pe- 
ngelola  kekuasaan  untuk  melanggar  aturan- 
aturan  yang  berlaku,  menekan  masyarakat 
dan  memanipulasi  kekuasaan  itu  sendiri. 
Sementara  itu,  tekanan  dan  hambatan  yang 
secara  terus-menerus  dihadirkan  oleh  penye- 
lenggaraan kekuasaan  politik  yang  menyele- 
weng  tidak  hanya  dapat  memantapkan 


'^Lihat  Stephen  P.  Savage,  The  Theories  of  Talcott 
Parsons,  150. 

'^Tommi  Lego  wo,  Kekuasaan  Politik  dan  Kepen- 
tingan Rakyat,  Suatu  Telaah  Awal  Tentang  Praksis 
Kekuasaan  di  Indonesia  (Jakarta:  CSIS,  M 106/93),  5. 
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peran  dan  fungsi  yang  semu  dari  lembaga- 
lembaga  politik,  tetapi  juga  membentuk  pe- 
mahaman  umum  tentang  kekuasaan  politik 
yang  tidak  sesuai  dengan  maknanya,  sehing- 
ga  peran  dan  fungsi  semu  lembaga-lembaga 
itu  diterima  sebagaimana  adanya  begitu  sa- 
ja,  tanpa  koreksi  dan  tantangan.  Ada  sema- 
cam  pertemuan  yang  saling  mendukung  an- 
tara  pemahaman  umum  dan  penyelenggara- 
an  kekuasaan  politik  yang  manipulatif.  Ini 
tidak  saja  berarti  melemahkan  kemampuan 
kontrol  masyarakat,  tetapi  sekaligus  melang- 
gengkan  penyelenggaraan  kekuasaan  yang 
sewenang-wenang . 


Perubahati  Sifat  dan  Pemahaman 
Kekuasaan  Politik 

Substansi  dari  demokratisasi  merujuk 
pada  proses  pembebasan  tekanan  dan  ham- 
batan  politik  yang  terbangun  karena  disele- 
wengkannya  penyelenggaraan  kekuasaan 
politik.  Proses  ini  mencakup  tidak  hanya 
pembebasan  tekanan  dan  hambatan  fisik, 
yakni  antara  lain  berbagai  bentuk  larangan 
yang  tidak  berdasar  hukum  yang  jelas,  tetapi 
juga  pembebasan  tekanan  dan  hambatan 
nonfisik  seperti  penguasaan  pikiran  dan  cara 
pandang.  Melalui  tekanan  dan  hambatan 
fisik  (dominasi),  kekuasaan  politik  dapat  se- 
cara  paksa  memperoleh  legitimasi  atas  tin- 
dakan-tindakannya.  Sementara  melalui  pe- 
nguasaan pikiran  dan  cara  pandang  (hege- 
moni),  penyelenggaraan  kekuasaan  politik 
mampu  memperoleh  dukungan  dan  pembe- 

1 8 

naran  sosial  untuk  keberadaannya.  Dalam 


Antonio  Gramsci  meneropong  persoalan  ini  mela- 
lui gagasannya  tentang  "hegemoni".  Hegemoni  meru- 
pakan  sukses  dari  suatu  sosialisasi  terkontrol  atas  nilai 
tertentu.  Meski  belum  tentu  "benar",  nilai  itu  diterima 
dan  menjadi  dasar  sikap  dan  pola  laku  umum  masyara- 


kerangka  itu,  agenda  demokratisasi  meliputi 
perubahan  sifat  penyelenggaraan  d&n  peru- 
bahan  pemahaman  umum  tentang  kekuasa- 
an politik  yang  sesuai  dengan  makna  dasar- 
nya,  dan  penataan  fungsi  lembaga-lembaga 
politik. 

Persoalannya  memang  adalah  bagaima- 
na  demokratisasi  tersebut  diselenggarakan. 
Ini  merupakan  masalah  praktis  tetapi  funda- 
mental dalam  proses  demokratisasi,  dan 
membutuhkan  waktu  relatif  lama,  dengan 
melibatkan  berbagai  unsur  motoris  dalam 
masyarakat.  Meskipun  begitu,  yang  pertama 
perlu  dilakukan  adalah  menumbuhkan  per- 
sepakatan  bahwa  pertama,  kekuasaan  poli- 
tik tidak  boleh  digunakan  untuk  kesewe- 
nangari,  melainkan  untuk  meningkatkan 
harkat  dan  martabat  manusiawi  masyara- 
kat; kedua,  kekuasaan  politik  bersifat  tem- 
porer  karena  sifatnya  yang  "milik  pubhk", 
dan  yang  karena  itu  sewaktu-waktu  dapat  di- 
tiadakan  oleh  publik  (masyarakat)  sendiri. 
Selanjutnya,  proses  ini  memerlukan  motor 
yang  menggerakkan  dan  menyebarkan  per- 
sepakatan  tersebut.  Di  dalam  masyarakat, 
motor  ini  biasanya  dilakukan  oleh  unsur- 
unsur  masyarakat  yang  menjalankan  fungsi- 
fungsi  pembimbingan  dan  pendidikan. 

Motor  demokratisasi  berfungsi  untuk 
menyadarkan  (unsur-unsur)  masyarakat 
bahwa  dirinya  adalah  subjek  dan  sumber  ke- 
kuasaan. Karena  praktek  penyelenggaraan 
kekuasaan  yang  opresif-represif,  keyakinan 
masyarakat  sebagai  subjek  dan  sumber  ke- 

kat.  Penguasa  yang  berhasil  melakukan  proyek  hege- 
moni, karena  itu  tidak  akan  menemui  banyak  kesulitan 
untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  dukungan  (con- 
sent) masyarakat  atas  tindakan-tindakan  yang  dilaku- 
kannya.  Lihat,  Martin  Carnoy,  77;e  State  &  Political 
Theory  (New  Jersey:  Princeton  University  Press,  1984), 
66;  elaborasi  yang  lebih  rinci,  65-88;  juga,  Roger  Si- 
mon, Gramsci's  Political  Thought  (London:  Lawrence 
and  Wishart  Ltd.,  reprinted,  1988). 
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kuasaan  dapat  sirna  secara  mudah.  Punah- 
nya  keyakinan  itu  mendudukkan  masyara- 
kat  dalam  posisi  sebagai  objek  dari  kekuasa- 
an,  dan  karena  itu  mereka  harus  tunduk  dan 
patuh  kepada  penyelenggara  kekuasaan  po- 
litik.  Keadaan  seperti  inilah  yang  perlu  diu- 
bah  melalui  pemahaman  baru  tersebut. 

Sebagai  sumber  dan  subjek  kekuasaan, 
masyarakat  dalam  dirinya  sendiri  mempu- 
nyai  kemampuan  dan  daya  untuk  mengubah 
kondisi  dan  lingkungannya  sesuai  dengan 
kehendaknya.^^  Kekuasaan  politik  terfor- 
masi  karena  setiap  unsur  masyarakat  dengan 
sadar  dan  sukarela  memberikan  (sebagian 
dari)  kekuasaan  mereka  pada  politik,  agar 
tercapai  maksimalisasi  kemampuan  dan 
daya  untuk  mengubah  dan  memajukan  kon- 
disi dan  lingkungan  mereka.  Karena  itu  se- 
benarnya  kekuasaan  politik,  dalam  penye- 
lenggaraannya,  tidak  dapat  melanggar  ke- 
hendak  dari  sumber  dan  subjek  kekuasaan. 
Tujuan  penyelenggaraan  kekuasaan  politik 
harus  senantiasa  dikembaUkan  dan  dimuara- 
kan  pada  sumber  dan  subjek  kekuasaan. 
Advokasi  justisi  oleh  lembaga-lembaga  ban- 
tuan  hukum,  misalnya,  merupakan  contoh 
bagaimana  pemahaman  (penerimaan)  yang 
salah  tentang  kekuasaan  politik  dikembali- 


"ini  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  "menjadi 
suatu  agen  berarti  mampu  melakukan  serangkaian  tin- 
dakan,  termasuk  mempengaruhi  tindakan  yang  dilaku- 
kan  oleh  agen-agen  lain.  Tindakan  tergantung  pada  ke- 
mampuan individu  (agen)  to  make  a  difference  terhadap 
suatu  keadaan  atau  peristiwa  yang  telah  ada.  Suatu 
agen  berhenti  sebagaimana  adanya,  jika  dia  kehilangan 
kemampuannya  untuk  make  a  difference,  yang  berarti 
menyelenggarakan  suatu  jenis  kekuasaan".  Dengan  de- 
mikian,  kekuasaan  sebenarnya  inheren  dalam  tindakan 
atau  aksi.  Dan  tindakan/aksi  ini  hanya  dapat  dilakukan 
oleh  subjek  (agen),  baik  itu  individu  maupun  kelom- 
pok.  Dapat  djsimpulkan  bahwa  individu  ataupun  ke- 
lompok  individu  merupakan  presentasi  dari  kekuasaan. 
Lihat  dalam  Anthony  Giddens,  The  Constitution  of 
Society  (Cambridge:  Polity  Press,  1984),  14. 


kan  pada  pemahaman  yang  sebenarnya. 

Gerakan  pemahaman  pada  lapisan  ma- 
syarakat yang  menggelombang  terus  dapat 
menjadi  suatu  rangkaian  tekanan  (pressure) 
terhadap  elit  politik  untuk  mengubah  pola 
dan  sifat  penyelenggaraan  kekuasaan  politik 
dari  yang  opresif-represif  menjadi  fasilitatif- 
transformatif.  Tetapi  tanpa  tekanan  seperti 
ini  pun,  demokratisasi  menuntut  inisiasi 
"penyadaran-diri"  lapisan  elit  politik. 
Dalam  kaitan  ini,  proses  penyadaran  diri 
akan  menggumpal  menjadi  political  con- 
sciousness untuk  menertibkan  diri  sendiri, 
yang  berarti  membatasi  semaksimal  mung- 
kin  pola  laku  yang  menghambat  kemung- 
kinan  dan  peluang  masyarakat  untuk  me- 
ngembangkan  diri  pribadi  dan  kelompok  da- 

•  20 

lam  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  politik. 

Proses  penyadaran  diri  memang  merupa- 
kan suatu  proses  kompleks  yang  melawan 
pengalaman,  keyakinan  dan  wawasan  yang 
sudah  terbakukan,  untuk  menumbuhkan  pe- 
ngalaman, keyakinan  dan  wawasan  baru 
dalam  pengelolaan  kekuasaan  politik.  Pro- 
ses ini,  karena  itu,  perlu  diawali  juga  dengan 
mengembangkan,  pada  tingkat  pemikiran, 
political  discourse  yang  merekonstruksi  ga- 
gasan  dan  tujuan  dasar  didirikannya  negara 
dan  akibat-akibat  yang  dibawanya,  dan 
pada  tingkat  empiris,  political  revaluation 
atas  pengelolaan  kekuasaan  politik.  Kedua 


^"Sebagai  rujukan  pembanding,  periksa  gagasan 
Crone  tentang  perpaduan  antara  political  capacity  dan 
political  will  seperti  yang  tercantum  dalam  catatan  kaki 
11. 

^'Urgensi  dari  kedua  hal  ini,  tcrutama  untuk  kasus 
Indonesia,  diindikasikan  oleh,  antara  lain,  Herry  Pri- 
yono,  "Kepada  Psikolog(i)",  Kompas.  13  Oktober 
1993;  Ramlan  Surbakti,  "Diskursus-diskursus  Dcmo- 
kratik",  Kompas,  4  Oktober  1993;  Wandi  S.  Brata, 
"Wacana  Politik  dan  Jalan  Negasi",  Kompas,  4  No- 
vember 1993. 
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usaha  ini  akan  dapat  menunjukkan,  seku- 
rang-kurangnya,  beragam  interpretasi  atas 
makna  dan  tujuan  dasar  negara,  dan  atas 
pola-pola  pengelolaan  kekuasaan  politik. 
Elit  politik,  dengan  demikian,  bukan  men- 
jadi  satu-satunya  penerjemah  konstitusi  ne- 
gara, sejarah  politik,  dan  hubungan-hu- 
bungan  politik  yang  ada  pada  masyarakat 
yang  bersangkutan.  Ini  akan  berarti  pula  re- 
lativisasi  "kebenaran  politik"  yang  memang 
secara  mudah  dapat  dimutlakkan  oleh  ke- 
kuasaan politik  yang  manipulatif.  Dengan 
cara  itu,  kekuasaan  politik  pun  dapat  direla- 
tivisasi. 

Salah  satu  ciri  dari  kekuasaan  politik 
yang  relatif  atau  tidak  mutlak  sebenarnya 
mewujud  dalam  rupa  beragamnya  lembaga- 
lembaga  politik.  Secara  fungsional  lembaga- 
lembaga  politik  itu  memainkan  peran  yang 
berbeda-beda  satu  dengan  yang  lainnya.  Se- 
lain  mewakili  aneka  kepentingan  masyara- 
kat, ragam  bentuk  dan  fungsi  lembaga-lem- 
baga  ini  merupakan  refleksi  dari  (penyeleng- 
garaan)  kekuasaan  politik  yang  "tidak  me- 

22 

musat".  Pengaturan  semacam  ini  merupa- 
kan gagasan  dasar  yang  melatarbelakangi  se- 
tiap  sistem  pemerintahan  (politik)  yang  de- 
mokratis.  Akan  tetapi,  realitas  politik  acap- 
kali  dengan  berbagai  alasan  menunjukkan 
keadaan  yang  bertolak  belakang  dengan  ga- 
gasan dasar  ini.  Lembaga-lembaga  yang  se- 
cara fungsional  harus  dibeda-bedakan  da- 
lam kenyataannya  menjadi  campur  aduk,  se- 
hingga  tidak  saja  mengaburkan  fungsi-fung- 
si  mereka  tetapi,  lebih  parah  lagi,  menjadi- 
kan  kekuasaan  politik  terpusat  pada  satu 
lembaga  politik  tertentu.  Karena  itu,  salah 
satu  agenda  demokratisasi  adalah  penataan 
kembali  fungsi  lembaga-lembaga  politik. 


Lihat  Tommi  Legowo,  Kekuasaan  Politik  dan  Ke- 
pentingan Rakyat,  6-7. 


Aspek  penting  dalam  proses  penataan 
fungsi  lembaga-lembaga  politik  adalah  oto- 
nomi  lembaga.  Otonomi  ini  pada  dasarnya 
merupakan  landasan  utama  bagi  suatu  lem- 
baga politik  untuk  berperan  secara  fungsio- 
nal. Sebab  otonomi  itu  memberikan  ruang 
lingkup  kerja  lembaga  dan  juga  batas  bagi 
lembaga-lembaga  lain  berurusan  dengan 
lembaga  itu.  Kabur  atau  hilangnya  otonomi 
ini  berarti  kabur  atau  hilangnya  fungsi  lem- 
baga-lembaga politik.  Persoalannya  kemu- 
dian  adalah  bagaimana  mengembalikan  oto- 
nomi lembaga-lembaga  politik,  apalagi  jika 
dikaitkan  terutama  dengan  peran  aktor- 
aktor  politik  yang  menjalankan  fungsi  lem- 
baga-lembaga ini.  Persoalan  ini  sekali  lagi 
menyuratkan  pentingnya  pemahaman  ten- 
tang  kekuasaan  politik  yang  sesuai  dengan 
makna  dasarnya,  yang  pada  akhirnya  akan 
meletakkan  kembali  lembaga-lembaga  poli- 
tik pada  fungsi-fungsi  maknawinya. 

Prospek  Demokratisasi  di  Indonesia 

Jika  premis-premis  di  atas  diterima,  atau 
sekurang-kurangnya  dipertimbangkan,  tam- 
paknya  masih  perlu  ditempuh  jalan  panjang 
oleh  Indonesia  untuk  menuju  pada  suatu  ke- 
hidupan  politik  yang  demokratis  menurut 
dasar-dasar  konstitusinya.  Kendala  demo- 
kratisasi di  Indonesia  tidak  hanya  berasal 
dari  elit  politik,  dan  lembaga-lembaga  poli- 
tik, tetapi  juga  masyarakatnya  sendiri.  Pe- 
mahaman dan  penerimaan  umum  bukan  ha- 
nya tentang  pengelolaan  kekuasaan  politik, 
tetapi  juga  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan 
politik,  dipengaruhi  begitu  kuat  oleh  pema- 
haman elit  politik,  yang  selanjutnya  telah 
membentuk  suatu  "budaya  politik  panutan" 
dalam  pola  laku  politik  masyarakat.  Demo- 
kratisasi di  Indonesia  harus  mengatasi  ken- 
dala tersebut. 
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Dari  berbagai  lapisan  masyarakat  yang 
potensial  memotori  demokratisasi  adalah 
masyarakat  golongan  menengah.  Lahirnya 
golongan  menengah  ini  dilihat  oleh  Jusuf 
Wanandi  sebagai  representasi  dari  tuntutan 

23 

atas  keterbukaan  dan  partisipasi  politik. 
Tetapi  dari  berbagai  pengamatan  lain,  misal- 
nya,  oleh  Ariel  Heryanto  ataupun  Arief  Bu- 
diman,  potensi  itu  masih  belum  dapat  di- 
realisasikan,  terutama  karena  "budaya  poli- 
tik" golongan  masyarakat  menengah  masih 
terkungkung  dalam  arus  besar  "budaya  po- 
litik" masyarakat.  Di  samping  itu,  reahsasi 
ini  juga  dihambat  oleh  pertimbangan-per- 
timbangan  ekonomi-politik  golongan  ma- 
syarakat ini  sendiri.  Dalam  pengertian  ini, 
meskipun  golongan  menengah  telah  terbe- 
baskan  dari  hambatan-hambatan  ekonomi, 
secara  riil  mereka  tetap  dihadapkan  pada 
kungkungan  budaya  politik  dan  kepentingan 
politik  untuk  kelanggengan  usaha-usaha 
ekonomi  (bisnis)  mereka.^"*  Karena  itu,  go- 
longan menengah  ini  tampaknya  masih  seke- 
dar  sebagai  "potensi"  daripada  sebagai  "ke- 


^^Lihat  Jusuf  Wanandi,  "Political  Development  and 
National  Stability"  dalam  Harold  Crouch  and  Hal  Hill 
(eds.),  Indonesia  Assessment  1992,  Political  Perspec- 
tives on  the  1990s  (Canberra:  Australian  National  Uni- 
versity, 1992),  104. 

^'*Batasan  ei<onomi  dan  sosial  saja  belum  cukup  un- 
tuk menjadi  aiasan  menggolongkan  mereka  yang  telah 
terentaskan  dari  ambang  kesulitan  ekonomi  dan  terting- 
katkan  status  sosialnya,  sebagai  "kelas  menengah" 
secara  politis.  Sebab  predikat  ini  harus  memasukkan 
peran-peran  sosial  dan  politik  yang  melawan  "kema- 
panan"  baik  dilihat  dari  kacamata  ekonomi,  sosial 
maupun  politik.  Dan  ini  merupakan  ekspresi  dari  peran 
golongan  menengah  dalam  demokratisasi  pada  umum- 
nya.  Lihat  Ariel  Heryanto,  "Memperjelas  Sosok  yang 
Samar",  dalam  Richard  Tanter,  Kenneth  Young  (eds.), 
Politik  Kelas  Menengah  Indonesia  (Jakarta:  LP3ES, 
edisi  terjemahan,  1993),  1-20;  Arief  Budiman,  "Indo- 
nesian Politics  in  the  1990s"  dalam  Harold  Crouch  and 
Hal  Hill,  Indonesia  Assessment  1992,  135. 


kuatan  riil"  demokratisator. 

Unsur  masyarakat  Iain  yang  potensial 
mampu  mengorganisasi  kesadaran  posisi 
masyarakat  berhadap-hadapan  dengan  ke- 
kuasaan  politik  yang  manipulatif  adalah 
non-government  organisations  (NGO-orga- 
nisasi  nonpemerintah  seperti  Lembaga-lem- 
baga  Swadaya  Masyarakat  atau  LSM-LSM). 
LSM-LSM  ini  mampu  memformulasi  kepen- 
tingan-kepentingan  spesifik  masyarakat 
yang  terdesak  oleh  kesewenang-wenangan 
kekuasaan  politik  menjadi  tuntutan-tuntut- 
an  politik.  Urgensi  keberadaan  LSM  adalah 
memperkokoh  jajaran  masyarakat  dalam 
hubungan  dinamisnya  dengan  negara,  yang 
secara  mudah  dapat  menggunakan  sarana- 
sarana  kekuasaannya  untuk  mengabaikan 
keberadaannya. 

Akan  tetapi,  karena  gerakannya  tidak 
bertumpukan  pada  penggalangan  kekuatan, 
melainkan  pada  serangkaian  gagasan  untuk 
perumusan  kebijakan  umum  tentang  masa- 
lah-masalah  kemasyarakatan  yang  spesifik, 
maka  efektivitas  LSM  dalam  mengubah  pola 
laku  penyelenggaraan  kekuasaan  politik  sa- 
ngat  lemah.  Meski  begitu  gerakan  LSM  yang 
konsisten  dan  kontinyu,  dapat  berpengaruh 
pada  terbentuknya  pemahaman  baru  ten- 
tang kekuasaan  politik  yang  transformatif  di 
masyarakat,  apalagi  jika  otonomi  LSM 
dapat  dipelihara.  Ini  merupakan  salah  satu 
pernik  kecil  dalam  proses  kulturalisasi  de- 
mokrasi  yang  harus  dipertahankan,  jika  de- 
mokrasi  tetap  diyakini  sebagai  cara  terbaik 
bagi  masyarakat  bangsa  ini  untuk  mengga- 
pai  cita-cita  dan  tujuan  dasarnya. 

Unsur  kemasyarakatan  lainnya  adalah 
partai-partai  politik.  Meskipun  spesifik  da- 
lam pengaturannya,  fungsi  yang  dijalankan 
oleh  partai  politik  di  Indonesia  tidak  jauh 
berbeda  dengan  fungsi  partai  politik  pada 
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umumnya.  Dalam  kondisi  sekarang  ini, 
partai  politik  di  Indonesia  belum  mampu 
secara  maksimal  memainkan  peran  dan 
fungsinya  sebagai  motor  penyadaran  pema- 
haman  masyarakat  tentang  hidup  berdemo- 
krasi  pada  umumnya  dan  tentang  posisi  po- 
litik masyarakat  dalam  berhadap-hadapan 
dengan  kekuasaan  politik.  Sebaliknya, 
partai-partai  politik  lebih  memerankan  fung- 
si  memobilisasi  dukungan  untuk  melegitima- 
sikan  kekuasaan  politik  yang  ada.  Salah  satu 
faktor  penyebabnya  adalah  rendahnya  oto- 
nomi  partai  politik,  sehingga  dengan  mudah 
selalu  dapat  dicampurtangani  oleh  kekuat- 
an-kekuatan  lain  di  luar  dirinya.  Kondisi 
ini  mengarahkan  suatu  pemahaman  bahwa 
partai  politik  dapat  menjadi  motor  demo- 
kratisasi,  jika  ia  mampu  menciptakan  dan 
memelihara  otonomi  atau  kedaulatannya. 

Kelompok  masyarakat  lain  yang  membe- 
rikan  harapan  besar  sebagai  motor  demokra- 
tisasi  adalah  kaum  intelektual  atau  cendekia- 

^^Organisasi  ini  di  dalam  dirinya,  di  satu  pihak  sa- 
ngat  berkepentingan  secara  langsung  dengan  praktek 
kekuasaan  politik,  dan  di  pihak  lain  sangat  berdekatan 
dengan  usaha  mengembangkan  keterlibatan  dan  ke- 
mampuan  masyarakat  dalam  berinteraksi  dengan  pe- 
nyelenggaraan  kekuasaan  politik.  Tujuan  dasar  partai 
politik  adalah  kekuasaan  politik,  dan  partai-partai  po- 
litik harus  bersaing  satu  sama  lain  untuk  memperebut- 
kan  kekuasaan  politik.  Meski  ada  kecenderungan  untuk 
menjadi  dominan  dan/atau  hegemonis,  partai  politik 
yang  benar-benar  demokratis  senantiasa  sadar  bahwa: 
pertama,  kekuasaan  politik  yang  dipegangnya  bersifat 
sementara;  kedua,  karena  itu  kekuasaan  ini  setiap  saat 
dapat  berplndah  tangan  ke  partai  politik  lain;  ketiga, 
kekuasaan  ini  harus  dimanfaatkan  untuk  memenuhi 
kebutuhan  masyarakat  (fasilitatif-transformatif),  kare- 
na hanya  dengan  cara  itu  partai  politik  dapat  memper- 
tahankan  kekuasaan  politiknya  secara  demokratis. 

^^Langkanya  otonomi  ini  diindikasikan  misalnya 
oleh  "kegagalan"  Kongres  IV  PDI  di  Medan  bulan  Juli 
1993;  "keberhasilan"  Munas  V  Golkar  bulan  Oktober 
1993,  dan  "ketidaktuntasan"  KLB  PDI  di  Surabaya 
bulan  Desember  1993. 


wan,  termasuk  di  dalamnya  adalah  mahasis- 
wa.  Lewis  Coser  melihat  orang-orang  dalam 
kategori  ini  "...  tidak  pernah  puas  menerima 
kenyataan  sebagaimana  adanya  ...  Mereka 
mempertanyakan  kebenaran  yang  berlaku 
pada  suatu  saat,  dalam  hubungannya  de- 
ngan kebenaran  yang  lebih  tinggi  dan  lebih 

27 

luas".  Karena  fungsinya  seperti  tersirat 
dalam  pandangan,  Coser  ini,  Mannhein  me- 
nyatakan  bahwa  "cendekiawan  sebagai 
suatu  kelompok  merupakan  semacam  lapis- 
an  yang  terapung  bebas  dalam  masyarakat, 
tanpa  pertalian  dengan  suatu  kelas  terten- 

28 

tu".  Dengan  kata  lain,  sebagai  kelompok 
bebas  yang  semestinya  tidak  akan  menarik 
keuntungan  sosial  ataupun  politis,  cendekia- 
wan dapat  diharapkan  memberikan  penilai- 
an  yang  kritis  terhadap  penyelewengan-pe- 
nyelewengan  dalam  penyelenggaraan  kekua- 
saan politik.  Pesan-pesan  kritis  cendekia- 
wan, tidak  hanya  merupakan  sumber  korek- 
si  bagi  para  pengelola  kekuasaan  politik,  te- 
tapi  juga  merupakan  sumber  yang  dapat 
memperkuat  posisi  masyarakat  pada  umum- 
nya berhadapan  dengan  kekuasaan  politik 
yang  menyeleweng. 

Pada  lapisan  elit  politik,  dua  aktor 
utama  memegang  peran  kunci  untuk  mem- 
buka  keran-keran  demokratisasi  ialah  peme- 
rintah  dalam  pengertian  eksekutif,  dan 
ABRI.  Pemerintah  oleh  Konstitusi  Negara 
RI  memang  diberi  peran  yang  begitu  domi- 
nan dalam  kehidupan  politik.  Akan  tetapi, 
Konstitusi  RI  juga  menegaskan  bahwa  ke- 
kuasaan pemerintah  bukannya  tak  terbatas. 
Kedua  batasan  atas  kekuasaan  pemerintah 
ini  memang  saling  melengkapi  satu  dengan 

"Seperti  dikutip  dalam  Arief  Budiman,  "Peran 
Mahasiswa  sebagai  Intelegensia"  dalam  Aswab  Maha- 
sin,  Ismcd  Natsir  (penyunting),  Cendekiawan  dan  Poli- 
tik (Jakarta:  LP3ES.  1983),  144. 

^"Dalam  ibid.,  145. 
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yang  lainnya.  Tetapi  dalam  kenyataannya, 
tingkat  dominasi  kekuasaan  pemerintah 
jauh  lebih  tinggi  daripada  tingkat  pembatas- 
an  kekuasaannya.  Dengan  kata  lain,  peran 
pemerintah,  sangat  menentukan  dalam  sega- 
la  hal,  termasuk  dalam  mempelopori  demo- 
kratisasi.  Masalahnya,  apakah  demokrati- 
sasi  telah  menjadi  program  nyata  dalam  ke- 
bijakan  politik  pemerintah? 

Dalam  beberapa  peristiwa  memang  da- 
pat  didengar  bahwa  beberapa  pernyataan 
pemerintah  menjanjikan  peluang  demokrati- 
sasi.  Tetapi  rangkaian  pernyataan  itu  men- 
jadi "kurang  berarti"  ketika  pada  beberapa 
peristiwa  yang  lain  pemerintah  mematok  pa- 
lang  hambatan  bagi  gerakan  demokratisasi. 
Herry  Priyono  menyebut  ini  sebagai  "gejala' 
psikopatologi".^^  Karena  itu,  tetap  dinanti- 
kan  kapan  statements  of  action  benar-benar 
ditindaklanjuti  menjadi  real-actions  dari  pe- 
merintah dalam  membuka  kesempatan  dan 
peluang  demokratisasi.  Dalam  kaitan  inilah 
mungkin  gelombang  gerakan  demokratisasi 
pada  lapisan  masyarakat  dapat  menjadi 
"stimulan"  bagi  terpadunya  antara  state- 
ments of  action  dan  real  actions  tersebut. 

ABRI  dengan  konsep  Dwi  Fungsinya  te- 
lah memberikan  sumbangan  besar  bagi  ter- 
ciptanya  stabilitas  nasional  yang  telah  me- 
mungkinkan  tercapainya  kemajuan-kemaju- 
an  dalam  kehidupan  masyarakat  pada 
umumnya.  Dengan  kata  lain,  ABRI  telah 
berhasil  memerankan  dirinya  sebagai  tidak 
hanya  stabilisator,  tetapi  juga  dinamisator 
masyarakat.  Tetapi  pertanyaannya  adalah 
apakah  fungsi  dinamisasi  yang  dijalankan 

2'Lihat  Herry  Priyono,  "Kepada  Psikolog(i)". 


oleh  ABRI  itu,  juga  mencakup  pemberian 
ruang  gerak  yang  longgar  bagi  partisipasi 
atau  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses 
politik.  ABRI  sebagai  demokratisator  me- 
mang menjadi  harapan  banyak  pihak  dalam 
masyarakat.  Tetapi  seperti  diamati  oleh  Ju- 
suf  Wanandi,  ABRI  akan  tetap  concerned 
dengan  stabilitas  poHtik  dan  kesatuan-persa- 
tuan  bangsa.'^^  Mungkin  pada  akhirnya,  per- 
kembangan  masyarakat  yang  makin  maju 
dan  kritis  dapat  menjadi  pendorong  untuk 
gerak  nyata  ABRI  sebagai  demokratisator. 

Sebagai  catatan  prospektif,  mungkin 
perlu  disimak  pendapat  Yuwono  Sudarsono 
bahwa  "(p)ada  akhirnya,  pembangunan 
ekonomi  dan  demokratisasi  adalah  masalah 
budaya,  tepatnya  penjumlahan  dari  terobos- 
an-terobosan  budaya  dari  berbagai  lapisan 
masyarakat  dan  perkembangan  kewilayahan 
yang  berbeda-beda.  Rangka  budaya  inilah 
yang  merangkum  ke  dalam  suatu  kesatuan 
yang  utuh  seluruh  proses  pembangunan  eko- 
nomi dan  demokratisasi.  Karena  pemba- 
ngunan ekonomi  dan  demokratisasi  pada 
hakikatnya  adalah  suatu  proses  akumulasi 
dari  sejumlah  kejutan  dan  gegar  budaya  un- 
tuk kelompok-kelompok  yang  berbeda-beda 
nasib,  ketrampilan  dan  keahliannya".  Ini 
tampaknya  akan  berlangsung  secara  wajar, 
jika  penyelenggaraan  kekuasaan  politik  ber- 
orientasi  untuk  mengentaskan  dan  mening- 
katkan  harkat  kemanusiaan  masyarakat 
pada  umumnya. 


^°Jusuf  Wanandi,  "Political  Development  and  Na- 
tional Stability",  103. 

3 'Yuwono  Sudarsono,  "Pembangunan  Ekonomi 
dan  Demokrasi",  4. 
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Peluang  Demokratisasi  di  Indonesia 

ISU  keterbukaan  dan  demokratisasi  di 
Indonesia  pertama  kali  ditiupkan  oleh 
mantan  Duta  Besar  AS  untuk  Indone- 
sia, Paul  Wolfowitz,  pada  saat  mengakhiri 
masa  jabatannya  di  Indonesia  tahun  1989. 
Pernyataan  yang  dilontarkan  itu  kemudian 
mendapat  tanggapan  positif  dari  kaum  inte- 
lektual  serta  pemerintah  sendiri  {Kompas, 
12  Juli  1989). 

Setelah  pernyataan  Wolfowitz  itu,  kemu- 
dian mantan  Jenderal  Soemitro  menulis  di 
Majalah  Far  Eastern  Economic  Review  Juni 
Tahun  1990.  Menurut  Soemitro,  "Jika peng- 
abdian  generasi  1945  berakhir  tahun  1993 
(ketika  Presiden  Soeharto  mengakhiri  masa 
jabatan  keempatnya)  maka  kehidupan  poli- 
tik  di  Indonesia  harus  segera  menuju  ke  arah 
kondisi  normal  yang  didasarkan  pada  prin- 
sip-prinsip  demokrasi,  sebab  suksesi  kepe- 
mimpinan  berhubungan  dengan  integritas 
lembaga-lembaga yang  demokratis". 

Kemudian  di  tahun  1990-an,  karena  ada- 


nya  perkembangan  politik  yang  menunjuk- 
kan  tanda  perubahan,  angin  demokratisasi 
politik  itu'lebih  menggelinding.  Pada  bulan 
September  1990  Presiden  Soeharto  dalam 
pidato  penghantar  HUT  RI  ke-45  tanggal  16 
Agustus  1990  di  Gedung  DPR/MPR  menya- 
takan:  "di  Indonesia  tidak  ada  larangan  un- 
tuk berbeda  pendapat"  {Kompas,  18  Agus- 
tus 1990).  Kemudian  pidato  itu  diulang- 
ulang  oleh  para  menteri,  anggota  DPR  dan 
para  cendekiawan.  Pers  mengomentari  hal 
ini  sebagai '  'era  keterbukaan  dan  demokrati- 
sasi", dua  isu  yang  mendominasi  debat  poli- 
tik selama  tahun  1990  (Ian  Chalmers,  1991: 
107). 

Umumnya  opini  masyarakat  politik  In- 
donesia menganggap  bahwa  prakarsa  keter- 
bukaan dan  demokratisasi  ini  perlu  dihargai, 
karena  terkandung  niat  baik  di  dalamnya 
yaitu  niat  murni  untuk  "burden  sharing  dan 
sharing  of  responsibility"  antara  negara  dan 
masyarakat  sipil.  Ini  merupakan  peluang 
yang  sangat  positif  menghadapi  masa  depan 
yang  selain  penuh  permasalahan  dan  tan- 
tangan,  juga  menghendaki  respons  positif 
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dari  masyarakat. 

Tak  dapat  disangkal  oleh  siapa  pun 
bahwa  kebijaksanaan  dalam  negeri  yang  di- 
tempuh  oleh  pemerintah  Orde  Baru  selama 
dua  puluh  tujuh  tahun  terakhir  ini  lebih  ba- 
nyak  berorientasi  pada  penciptaan  dan  pe- 
meliharaan  stabilitas  sosial  dan  politik.  Legi- 
timasi  dari  hal  ini  didapat  dari  keberhasilan 
pembangunan  ekonomi  yang  diasumsikan 
perlu  dijamin  oleh  ketertiban  sosial  secara 
menyeluruh. 

Sejalan  dengan  itu  timbul  pertanyaan, 
mungkinkah  kemajuan  ekonomi  terus  berja- 
lan  tanpa  suatu  demokratisasi  dan  keterbu- 
kaan  di  bidang  politik?  {Prisma,  No.  6/ 
1988:  Pengantaf  Redaksi).  Pertanyaan-per- 
tanyaan  ini  dijawab  oleh  OFF  pada  waktu 
kampanye  selama  25  hari  dengan  9  putaran. 

Dalam  kebanyakan  hal,  bagi  FFF,  GOL- 
KAR, maupun  FDI,  kampanye  Femilu  me- 
rupakan  ajang  adu  program  pembangunan 
ekonomi  dan  sosial  dan  adu  retorika.  Fada 
jantung  kampanyenya  FDI  melontarkan  isu 
masa  jabatan  Fresiden  diusulkan  dua  kali 
saja.  Ini  untuk  menjawab  tantangan  zaman 
yang  semakin  dinamis  di  masa  mendatang 
{Kompas,  16  Mei  1992). 

Fara  OFF  telah  mencoba  mengantisipasi 
meluapnya  partisipasi  politik  generasi  muda 
dengan  isu  pembaruan  pohtik  dan  ekonomi. 

Fada  Femilu  1992  ini  jumlah  pemilih 
muda  adalah  21  juta  orang,  naik  6  juta  dari 
Femilu  1987,  dan  sekitar  6  juta  adalah  pemi- 
lih remaja  yang  untuk  pertama  kali  menggu- 
nakan  hak  pilihnya.  Sementara  itu,  para  ma- 
hasiswa  yang  tergabung  dalam  mahasiswa 
Yogya  menggelarkan  aksi  sepihak  dengan 
menyatakan  dirinya  Golput.  Yang  terakhir 
ini  mendapat  tanggapan  keras  dari  Mendagri 
Rudini.  Sedangkan  kaum  intelektual  men- 


coba saluran  surat  kabar  untuk  meningkat- 
kan  tanggapan  atas  isu  pembaruan,  diba- 
rengi  dengan  isu  pertumbuhan  ekonomi  ser- 
ta  kepincangan-kepincangan  sosial  yang 
masih  ada.  Para  OFF  dan  anggota  masyara- 
kat yang  sadar  politik,  merasa  bahwa  pada 
Femilu  1992  ini,  pemerintah  hanya  mencari 
legitimasinya  saja  melalui  proses  yang  se- 
olah-oleh  demokratis.  Sementara  itu  para 
OFF  dan  kelompok  intelektual  di  perkotaan 
merasa  bahwa  isu  perubahan  itu  bukan  ha- 
nya menyangkut  beberapa  perubahan  kebi- 
jaksanaan, tetapi  juga  perubahan  struktur 
politik. 

Memang  berbagai  tafsiran  berseliweran 
bak  angin  ribut  mengenai  perubahan  bentuk 
apa  yang  diinginkan,  substansinyakah,  kulit- 
kulitnya  sajakah  dan  mau  dibawa  ke  mana 
perubahan  itu?  Seolah-olah  semua  perubah- 
an yang  diinginkan  itu  masih  dalam  blanko 
kosong.  Benarkah  demikian? 

Secara  ringkas,  penulis  tidak  memberi 
resep  mujarab  atau  ampuh  untuk  menjelas- 
kan  secara  teoretis  hubungan  pembaruan 
struktur  pohtik  dengan  proses  politik.  Tentu 
saja  tidak  ada  kiat  yang  dapat  menjawab  se- 
mua permasalahan  sosial,  politik,  ekonomi 
yang  demikian  kompleks  lebih-Iebih  menge- 
nai proses  pembaruan  pohtik  Indonesia 
pasca  Femilu  1992  secara  tepat. 

Selama  ini  para  ilmuwan  politik  Barat 
umumnya  terlampau  menyederhanakan 
variabel-variabel  kunci  dalam  menganalisis 
peta  kekuatan  politik  Indonesia,  yang  biasa- 
nya  melihat  kekuatan  aktor  politik  seperti 
ABRI,  Fresiden,  GOLKAR,  Birokrasi  dan 
Elit  Politik.  Mereka  cenderung  mengguna- 
kan  lensa  budaya  .lawa  dalam  bentuk  hu- 
bungan patron-Clients XDouz\(\  K.  Emmer- 
sons,  1976:  12). 
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Secara  umum  kami  berpendapat  bahwa 
masalah  politik  Indonesia  pasca  Pemilu  1992 
dan  proses  demokratisasi  politik  (baik  dari 
atas  maupun  dari  bawah)  dapat  dianalisis 
dengan  menggunakan  suatu  konstruksi  teo- 
retis  yang  menerangkan  proses  demokrati- 
sasi politik  berdasarkan  interaksi  kekuasaan 
(power),  akumulasi  kapital,  legitimasi,  bu- 
daya  dan  dissent,  sebagai  dimensi  yang  sa- 
ling  menunjang,  dan  determinan  setiap 
faktor  ditentukan  oleh  kekhususan  konteks- 
tualnya. 

Berdasarkan  kelima  dimensi  di  atas, 
timbul  lima  pertanyaan  pokok  menyangkut 
demokratisasi  politik.  Ke-5  pertanyaan  ter- 
sebut  adalah  sebagai  berikut: 

1.  Bagaimana  kekuasaan  negara  dan  peme- 
rintah  didemokratiskan? 

2.  Bagaimana  pemerintah  mendapat  legiti- 
masi dan  apa  sumber-sumbernya? 

3.  Policy  apakah  yang  menentukan  ekono- 
mi-politik  domestik  dalam  proses  demo- 
kratisasi? 

4.  Nilai-nilai  budaya  apakah  yang  dominan 
dalam  dan  yang  membentuk  negara  da- 
lam demokratisasi? 

5.  Adakah  main  locus  (tempat  utama)  dis- 
sents dalam  kekuasaan  negara  dan  peme- 
rintah? 

Kelima  dimensi  itu  akan  diterangkan  di 
bawah  ini. 

Kekuasaan  Negara  dan  Demokrati- 
sasi 

Kecenderungan  proses  pembaruan  dan 
demokratisasi  politik  di  Indonesia  dapat  dili- 
hat  dari  konfigurasi  kekuatan-kekuatan  po- 
litik yang  dapat  dikemukakan  sebagai  beri- 
kut. ABRI  adalah  akarnya,  GOLKAR  ba- 


tangnya  dan  PPP  dan  PDI,  serta  Ormas  ca- 
bang  dan  rantingnya.  Perlu  diperhatikan,  ini 
hanyalah  sekedar  analogi  antara  politik  dan 
biologi. 

Politik  Indonesia  pasca  Pemilu  1992  di- 
tandai  oleh  kontinuitas  sistem  politik  yang 
secara  politik  didominasi  oleh  GOLKAR  se- 
bagai kekuatan  politik  terbesar,  mapan,  dan 
solid.  Karena  besarnya  kesenjangan  kekuat- 
an politik  antara  GOLKAR  dibandingkan 
dengan  dua  kekuatan  politik  lainnya  PPP 
dan  PDI,  maka  keadaannya  adalah  lebih  mi- 
rip  sistem  politik  dengan  satu  setengah  par- 
tai.  Sistem  yang  tidak  seimbang  ini  sudah 
berlangsung  selama  20  tahun,  dalam  lima 
kali  Pemilu  (1971-1992).  Karena  tidak  dapat 
mematahkan  keunggulan  GOLKAR,  maka 
unsur-unsur  di  luar  GOLKAR  hanya  dapat 
mempertahankan  kekuatan  sedikit  di  atas 
sepertiga  kursi  di  DPR  (jika  PPP  +  PDI, 
62  +  56=118). 

Pada  titik  ini  baik  dicatat  bahwa  suksesi 
dan  regenerasi  kekuasaan  hanya  berlang- 
sung pada  tingkat  elit  politik  dan  negara: 
siapa  mengganti  siapa,  dan  untuk  siapa,  se- 
hingga  telaah  tentang  implikasi  proses  pem- 
baruan pada  tingkat  negara,  elit  politik  dan 
masyarakat  harus  dijamah  secara  ekstra 
hati-hati. 

Sebenarnya  kita  harus  menyadari  bahwa 
bangunan  negara  Indonesia  tidak  hanya 
tegak  berdiri  di  atas  keringat  dan  punggung 
eht  politik  dan  negara  saja.  Namun  sumber 
kekuasaan  politik  penguasa  terutama  lahir 
dari  interaksi  kekuatan  societal  dan  negara 
(Arif  Budiman,  1991:  360). 

Pada  Pemilu  1992,  ABRI  membuktikan 
kenetralannya.  Sikap  ABRI  demikian  mem- 
bantu  usaha  menciptakan  iklim  politik  yang 
kondusif  untuk  mengadakan  proses  pemba- 
ruan politik.  Selama  sebelum  dan  waktu 
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kampanye,  ABRI  sebagai  pihak  yang  paling 
bertanggung  jawab  dalam  mengamankan  pe- 
laksanaan  Pemilu  1992  sibuk  memonitor 
berbagai  kasus  pelanggaran,  dari  OPP.  Se- 
lama  Pemilu,  pejabat-pejabat  dan  perwira- 
perwira  militer  menengah  yang  memiliki 
posisi/jabatan  militer,  bergerak  turun  ke 
Propinsi  hingga  tingkat  Kabupaten  Dati  II  di 
27  daerah  pemilihan  seluruh  Indonesia.  Let- 
jen  Harsudiono  Hartas  --  Kepala  Staf  Sosial 
Politik  ABRI,  orang  yang  bertanggung  ja- 
wab bagi  masalah-masalah  sosial  politik  di 
ABRI  --  malahan  lebih  banyak  di  daerah 
daripada  di  Jakarta  selama  kampanye  Pemi- 
lu {Kompas,  17  Mei  1992). 

Karena  ABRI  merupakan  akar  dari  pe-  • 
merintah  dan  negara,  maka  peranannya  ada- 
lah  vital,  yaitu  mati  hidupnya  negara  sangat 
tergantung  pada  ABRI.  ABRI  tetap  menjadi 
kekuatan   politik   yang  dominan,  secara 
terus-menerus  menjabarkan  otoritasnya  (to 
share  authority).  Dan  public  policy  dirumus- 
kan  bersama  teknokrat  sipil  atau  ABRI  yang 
dikaryakan,  di  tengah  publik  yang  dimobili- 
sasikan.  Para  pejabat  HANKAM  tampak- 
nya  sangat  berhati-hati  menanggapi  perkem- 
bangan  politik  selama  kampanye  berlang- 
sung.  Hanya  Pangab  Jenderal  Try  Sutrisno 
dan  Harsudiono  Hartas  yang  paling  vokal 
bersuara.  Cuma  sedikit  yang  diketahui  me- 
ngenai    pandangan-pandangan    dan  ke- 
inginan  dari  para  perwira  militer  lainnya, 
baik  yang  muda  maupun  yang  senior.  Untuk 
sebagian  mereka  bertindak  hati-hati,  karena 
untuk  menghindari  terjadinya  perbenturan 
dengan  para  atasan.  Penguasa  militer  Indo- 
nesia berusaha  bertindak  akomodalif,  suatu 
tradisi  abangan-priyayi,  untuk  mengintegra- 
sikan  seluruh  potensi  kekuatan  politik  dan 
membendung  oposisi  dengan  cara  persuasif 
atau  mengkooptasikan  perbedaan  pendapat 
politik  (Ulf  Sundhaussen,  1986:  24-255). 


Sejak  fusi  partai  di  tahun  1973-1975,  ke- 
hidupan  di  dalam  Parpol  ditandai  dengan 
persaingan  di  antara  elit  partai  dan  barulah 
pada  Pemilu  1992  ini  tampak  kehidupan  po- 
litik partai  agak  solid.  PPP  setelah  perganti- 
an  Naro  betul-betul  solid,  kecuali  PDI  yang 
di  tahun  1991  dilanda  prahara  dengan  usaha- 
usaha  kelompok  tandingan  yang  dipelopori 
oleh  Duddy  Singadilaga  dari  PDI  cabang 
Jawa  Barat,  berusaha  untuk  menggusur  ke- 
pemimpinan  Ketua  Umum  PDI  Suryadi.  Ke- 
lompok tandingan  menyebut  kepemimpinan 
Suryadi  tidak  konstitusional,  karena  kepe- 
mimpinannya  harus  berakhir  di  tahun  1991 
dan  segera  harus  dilaksanakan  Kongres  Luar 
Biasa.  Kelompok  tandingan  itu  juga  bertemu 
dengan  Mendagri  Rudini  selaku  pembina 
politik  dalam  negeri  (selaku  patron  politik 
OPP),  namun  kurang  mendapat  angin  dari 
Rudini    (Tempo,  8  April  1991).  Benturan 
fisik  sedikit  terjadi  di  DPW  DKI  Jakarta,  di 
mana  terjadi  penculikan  oleh  kelompok  pe- 
muda  PDI  terhadap  eksponen  PDI  tanding- 
an (Tempo,  14  Juni  1991).  Barulah  menje- 
lang  Pemilu  1992,  stabilitas  PDI  betul-betul 
terjamin,  itu  pun  setelah  PDI  yang  absah 
bertemu  dengan  Pangab  dan  pembina  sosial- 
politik  ABRI,  Letjen  Harsudiono  Hartas. 

Baik  komunitas  pedesaan  maupun  ko- 
munitas  perkotaan  masih  tetap  menjadi 
basis  GOLKAR,  meskipun  sedikit  menga- 
lami  penurunan.  Sementara  itu  PPP  sudah 
lebih  go  public  di  luar  kalangan  Islam  dan 
PDI  yang  banteng  itu  mendapat  dukungan 
di  kalangan  wong  cilik  perkotaan. 

Secara  de  facto  GOLKAR  adalah  partai 
pemerintah.  Sejak  kemenangan  GOLKAR 
di  Pemilu  1971,  selalu  mengenuikakan  perta- 
nyaan  serius  yang  terus  berlanjut  hingga  kini 
mengenai  karakter  politiknya.  Apakah 
GOLKAR  sebagai  institusi  politik  yang 
modernised  dapat  bersifat  lebih  otonom 
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atau  hanya  berputar-putar  di  bawah  bayang- 
bayang  hegemoni  ABRI  dan  berfungsi  sela- 
ma  lima  tahun  sekali  untuk  mencari  legiti- 
masi  politik  dan  setelah  itu  mengucapkan  se- 
lamat  tinggal  kepada  rakyat  pemilihnya.  Se- 
jak  tahun  1971  hingga  1992,  kekuatan 
GOLKAR  berasal  dari  tiga  sumber  kekuasa- 
an  politik  utama  yaitu  militer,  birokrasi  dan 
kaum  intelektual,  dengan  pengaruh  yang  do- 
minan  berada  di  tangan  ABRI.  Kejadian  da- 
lam  Pemilu  1992  menunjukkan  bukti,  bah- 
wa  kemenangan  GOLKAR  terkait  dengan 
posisi  ABRI  yang  tetap  mencuat  ke  permu- 
kaan.  Dalam  proses  pembaruan  politik  apa- 
kah  GOLKAR  dapat  diasumsikan  sebagai 
motor  penggerak,  jika  organisasi  terbesar  ini 
tetap  bergantung  pada  ABRI? 

Dalam  situasi  politik  pasca  Pemilu  1992, 
menguatnya  pluralisme  dengan  munculnya 
kelompok-kelompok  politik  di  luar  pemerin- 
tah  menggambarkan  bahwa  memang  ada 
pluralisme  politik  yang  mewarnai  isu-isu 
yang  berkembang  saat  itu. 

Pada  awal  kampanye  politik  Pemilu 
1992,  suatu  jarak  tertentu  tetap  dipelihara 
secara  hati-hati  antara  kepemimpinan 
GOLKAR  yang  dianggap  mewakili  kelom- 
pok-kelompok fungsional  pemilih  yang  men- 
dukung  pemerintah,  agar  tetap  menampak- 
kan  hubungan  secara  tidak  berat  sebelah  de- 
ngan PPP  dan  PDI.  Presiden  Soeharto  sen- 
diri  ketika  menyerahkan  bantuan  mobil  un- 
tuk kampanye  OPP  melalui  Mensegneg 
Murdiono  berpesan  agar  GOLKAR  tidak 
menggunakan  inventaris  pemerintah  dalam 
kampanye.  Dalam  kampanye  di  daerah  pe- 
milihan  Jawa  Timur  sempat  terjadi,  aparat 
GOLKAR  yang  menggunakan  mobil  kantor 
terpaksa  mengganti  nomor  plat  mobilnya 
dulu  (Kompas.  1  Juni  1992). 

Di  samping  itu  monoloyalitas  Korpri  un- 


tuk mendukung  GOLKAR  merupakan 
bahan  kampanye  PPP  dan  PDI  untuk  me- 
mojokkan  GOLKAR,  yang  kemudian  dija- 
wab  oleh  Mendagri  Rudini,  "bahwa  tidak 
ada  larangan  bagi  anggota  Korpri  untuk  me- 
milih  partai  di  luar  Golkar",  suatu  basa-basi 
politik  yang  sudah  klise  {Kompas,  4  Juni 
1992). 

Pertarungan  di  dalam  inner  circle  elit  po- 
litik secara  makro  kurang  menonjol  selama 
Pemilu  dan  sesudahnya  dan  ini  agak  menyu- 
litkan  bagi  para  ilmuwan  politik  untuk 
menganalisisnya.  Arus  informasi  yang  con- 
fidential untuk  dapat  menerangkan  fenome- 
na  peta  kekuatan-kekuatan  politik  yang  pa- 
ling dominan  selama  Pemilu  agak  sulit  dite- 
robos. 

Ini  berarti,  kekuasaan  politik  menentu- 
kan  bentuk  eksistensinya  sendiri  dan  oleh 
karena  itu  aktor-aktor  politik  menetapkan 
bentuk  yang  diambil  oleh  struktur  politik, 
seperti  yang  dijelaskan  oleh  Karl  D.  Jackson 
sebagai  berikut:  (Karl  D.  Jackson,  1978:  25) 

"pilihan  elit  dan  elit  tandingan  penting  artinya  da- 
lam menentukan  apakah  sosio-ekonomis  menuju  ke: 
(a)  perkembangan  suatu  sistem  persaingan  demo- 
kratis  bersandarkan  peran  serta  partai  politik  massa 
dan  peserta  perorangan;  (b)  perkembangan  menuju 
suatu  bentuk  partai  tunggal  rezim  mobilisasi  yang 
bersandar  pada  ideologi;  atau  (c)  kelanjutan  suatu 
pemerintahan  birokratis". 

Pendapat  Jackson  ini  memang  dapat  me- 
nerangkan mengapa  sampai  tingkat  tertentu 
suatu  konflik  dalam  bentuknya  yang  kon- 
kret  dari  kepolitikan  Orde  Baru  tetap  ada. 
Menurut  Herbert  Feith,  Orde  Baru  jelas  me- 
rupakan suatu  faksi  dari  persekutuan  yang 
kompleks:  kelas  teknokrat  kota,  kelas  admi- 
nistratif  kota,  kelas  pengelola  kota  (yaitu 
yang  dinamakan  dengan  kelas  menengah) 
dan  kaum  birokrat  politik  dan  militer  (Her- 
bert Feith,  1977). 
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Dari  titik  tolak  ini,  kita  dapat  menelusuri 
suatu  rangkaian  di  mana  kekuasaan  politik 
negara,  masyarakat  dan  interaksi  antara 
aktor-aktor  politik,  organisasi  politik  dan 
masyarakat  terlibat  dalam  konflik  dan  kon- 
sensus  yang  berwatak  sosial,  politik,  ekono- 
mi  dan  budaya.  Akhirnya  kita  harus  ingat 
bahwa  linkage  faktor-faktor  di  atas  di  ba- 
nyak  negara  Dunia  Ketiga  selalu  terpelihara. 
Untuk  Dunia  Ketiga  umumnya  serta  Indone- 
sia pada  khususnya,  kekuasaan  negara  digu- 
nakan  untuk  kepentingan  pribadi,  negara 
menggenggam  monopoli  atas  bidang-bidang 
kunci  kegiatan-kegiatan  ekonomi,  politik, 
birokrasi  sipil  dan  militer  sedangkan  kekua- 
saan rakyat  kurang  dilibatkan  (Richard  Ro- 
bison,  1985:  250  dst.). 

Yang  jelas,  kekuasaan  berada  di  tangan 
kaum  militer  dan  tampaknya  tidak  ada  suatu 
kemungkinan  pergeseran  ke  arah  pemerin- 
tahan  sipil  yang  efektif.  Militer  memegang 
kekuasaan  Komandan  Militer  di  tiap  propin- 
si  serta  jabatan  sipil.  Sebagian  besar  perwira 
militer  dalam  aparat  negara  adalah  peme- 
gang  kekuasaan  politik  sipil.  Mereka  pada 
hakikatnya  adalah  pejabat  militer  yang  dita^ 
rik  untuk  menduduki  jabatan  yang  terhor- 
mat  di  dalam  birokrasi  negara.  Jadi  pening- 
katan  jumlah  komponen  mihter  dalam  ja- 
batan kenegaraan  sedikit  banyak  akan  mem- 
bawa  ancaman  fundamental  bagi  dominasi 
politik  sipil  (Ulf  Sundhaussen,  1986:  452). 

Kalau  kita  tinjau  kilas  balik  peristiwa  se- 
jarah  yang  membawa  ABRI  ke  puncak  ke- 
kuasaan, maka  harus  kita  ingat  peristiwa  ta- 
hun  1966-1967  di  saat  terjalin  mitra  yang  se- 
jajar  antara  ABRI  dan  mahasiswa.  Sekarang 
mitra  yang  dijalin  antara  mahasiswa,  inte- 
lektual  dan  militer  semakin  terpisah  dan  ka- 
bur,  seiring  dengan  ekspansifnya  gerakan 
kaum  militer  ke  dalam  posisi  pemerintahan 
sipil.  Meningkatnya  integrasi  militer  ke  da- 


lam jabatan-jabatan  sipil  menunjukkan 
bahwa  tidak  akan  ada  konflik  mengenai  de- 
mokrasi  dan  ketegakan  hukum,  melainkan 
justru  bercirikan  kolaborasi  antara  kaum 
militer  dengan  kaum  intelektual  sipil  ke  da- 
lam suatu  negara  teknokratis-otoriter  yang 
komposisinya  sangat  luas,  dengan  peran 
utama  militer  yang  semakin  meningkat  se- 
hingga  negara  tetap  bersandar  pada  kekuat- 
an  militer  demi  kelangsungan  kehidupan  po- 
litiknya  (Richard  Robison,  1978:  19). 

Mengenai  peran  kelas  menengah  Menda- 
gri  Rudini  selaku  Ketua  PPI  ditanya  oleh 
wartawan  setelah  usai  Pemilu:  "apakah  ada 
keinginan  kelompok  kelas  menengah  akan 
perubahan  sistem  politik  setelah  Pemilu 
ini?"  Rudini  menjawab:  "bahwa  kelas  me- 
nengah menginginkan  adanya  perubahan, 
tapi  bukan  berarti  mengubah  kemapanan 
sistem  politik"  {Kompas,  12  Juni  1992). 

Golongan  menengah  pembaharu  (mesti- 
nya  golongan  ini  ada)  baik  di  GOLKAR, 
PPP  dan  PDI  atau  elit  nonstruktural  tidak 
dapat  menanggapi  secara  efektif  pergeseran 
yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Soalnya 
yang  namanya  golongan  menengah  ini  masih 
tersekat-sekat  di  antara  yang  masih  ingin 
mempertahankan  status  quo  dan  yang  ingin 
mendobrak  status  quo.  Sehingga  kekuatan 
inti  mereka  tidak  dapat  mengambil  manfaat 
dari  perasaan  keterasingan  di  kalangan  ma- 
syarakat, isu-isu  ekonomi  serta  cara  menang- 
gulanginya  oleh  pemerintah.  Mereka  seha- 
rusnya  pintar  menangkap  peluang  yang  ada 
dengan  menganjurkan  proses  pembaruan  se- 
cara luas  karena  adanya  perasaan  rakyat 
jemu  terhadap  keadaan.  Harapan  akan  ada- 
nya suatu  proses  demokratisasi  dewasa  ini 
cukup  kuat  gemanya.  Tapi  secara  organisa- 
toris  ternyata  Parpol  tidak  dapat  tumbuh 
menjadi  suatu  kekuatan  yang  applicable  un- 
tuk mengatasi  posisi  minoritasnya.  Dalam 
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akhir  abad  ke-20  ini  keterbatasan-keterba- 
tasan  Parpol  yang  disebabkan  heterogenitas 
kelompok  serta  primordialisme  mulai  surut, 
meskipun  tidak  lantas  hilang  begitu  saja. 
Bertambahnya  jumlah  kursi  bagi  PPP  dan 
PDI  dan  penurunan  suara  GOLKAR,  me- 
mang  belum  menjadi  bukti  nyata  akan  hal 
ini.  Kita  belum  tahu  kapan  kedudukan  ke- 
tiga  OPP  di  DPR  menjadi  hampir  sama 
kuat,  Kini  keadaannya  hampir  sama  saja  se- 
perti  Pemilu  1987  di  mana  GOLKAR  tetap 
yang  paling  dominan.  Tetapi  meskipun  de- 
mikian,  pintu  untuk  mengadakan  pembaru- 
an  masih  belum  tertutup  bagi  golongan  pem- 
baharu  politik,  baik  dari  Parpol,  GOLKAR 
maupun  elit  politik  nonstruktural  (kaum  in- 
teligensia,  kelompok  profesional,  dsb.). 

Golongan  Karya  telah  mendominasi 
panggung  politik  Indonesia  hampir  20  ta- 
hun,  apakah  posisi  GOLKAR  ini  tetap  akan 
berlangsung?  Ini  adalah  pertanyaan  yang 
sangat  krusial  dan  menjawabnya  pun  harus 
ekstra  hati-hati.  Di  samping  diperlukan 
suatu  kerangka  konseptual  yang  canggih, 
juga  harus  dibarengi  metodologi  yang  da- 
pat  menunjukkan  indikator-indikator  yang 
dapat  memperjelas  sosok  sistem  politik  In- 
donesia pasca  Pemilu  1992  ini. 

Kalaulah  struktur  politik  yang  dikuasai 
oleh  GOLKAR,  ABRI,  birokrasi  itu  akan 
menunjukkan  tanda-tanda  perubahan, 
maka  ini  merupakan  suatu  pertanda  yang 
menggembirakan.  Maksudnya,  bahwa  pro- 
ses pembaruan  itu  tidak  harus  ditangguhkan 
terus-menerus  dan  pemerintah  tidak  melulu 
melipatgandakan  pertumbuhan  ekonomi 
sembari  bertindak  represif,  karena  bagaima- 
napun  kita  dapat  meneropong  bahwa  seka- 
rang  kehidupan  politik  cukup  stabil. 

Dalam  proses  demokratisasi,  maka  lan- 
dasan  kekuatan  konservatif  (kalau  kita 


menggunakan  istilah  dikotomis  untuk  Partai 
Republik  dan  Demokrat  di  AS)  tampaknya 
lebih  kuat  daripada  kekuatan  pembaharu. 

Ekonomi  Politik  Demokratisasi 

Di  bidang  ekonomi  dan  politik,  Orde 
Baru  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan 
yang  sangat  bertolak  belakang  dengan  Orde 
Lama.  Setelah  perundingan  kembali  hutang 
luar  negeri  Indonesia  di  tahun  1967,  maka 
penarikan  modal  asing  merupakan  suatu 
pengakuan  bahwa  perekonomian  Indonesia 
sangat  tergantung  pada  komponen  modal 
asing  (Richard  Robison,  1985:  34). 

Ekonomi  Indonesia  berkembang  tanpa 
disertai  perubahan  yang  memadai  dalam 
struktur  perekonomian,  karena  elit  politik 
tidak  mempunyai  keinginan  untuk  melaksa- 
nakan  perubahan  secara  struktural  dan  revo- 
lusioner  menyangkut  sistem  perekonomian. 
Dan  dengan  keputusan  itu  negara  dimotori 
oleh  kelompok  ekonom  percaya  bahwa  pem- 
bangunan  ekonomi  hanya  dapat  berlang- 
sung melalui  pertumbuhan  yang  dirangsang 
melalui  peran  serta  modal  asing.  Maka  para 
teknokrat  Orde  Baru  mulai  membangun 
pola  kebijaksanaan  negara  yang  dirancang 
untuk  mengintegrasikan  kembah  perekono- 
mian Indonesia  ke  dalam  struktur  kapitalis- 
me  internasional  (Herbert  Feith,  1979;  lihat 
juga  Rex  Mortimer,  1973:  66). 

Sebagai  suatu  kesatuan  ekonomi  politik, 
negara  Orde  Baru  tidak  hanya  responsif  ter- 
hadap  kebutuhan  objektif  dalam  negeri  yang 
terus  berkembang,  melainkan  juga  terhadap 
perkembangan  ekonomi  internasional.  Ma- 
lahan  ada  yang  mengatakan  bahwa,  "watak 
semakin  represif  dan  otoriternya  rezim  ini 
berkaitan  erat  dengan  semakin  besarnya  do- 
minasi  borjuasi  industri  asing  dan  perkem- 
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bangan  suatu  ekonomi  Indonesia  ke  dalam 
suatu  dunia  kapitalis  internasional"  (Robi- 
son,  1978:  19). 

Barangkali  ada  semacam  takdir  bahwa 
pembangunan  yang  berorientasi  pada  per- 
tumbuhan  ekonomi  akan  memaksa  para 
birokrat  untuk  bersikap  emoh  terhadap  me- 
nonjolnya  kegiatan-kegiatan  yang  berbau 
politik.  Sebab  barisan  birokrat  bersama- 
sama  dengan  kaum  teknokrat  harus  ber- 
juang  malang-melintang  meraih  tingkat  per- 
tumbuhan  produk  nasional  dengan  menjaga 
stabilitas  dan  keamanan,  terutama  stabilitas 
politik  dalam  negeri.  Akibat  terlalu  dikenda- 
likannya  irama  politik  itu,  telah  timbul  geja- 
la  bahwa  politik  nasional  seakan-akan  hanya 
berupa  perjuangan  sempit  untuk  saling  me- 
rebut  kursi  kekuasaan  demi  perluasan  ke- 
pentingan  masing-masing,  yang  salah  satu 
akibatnya  lebih  jauh  adalah  bahwa  partisi- 
pasi  massa  tergiring  ke  suatu  tatanan  yang 
bersifat  pasif.  Aspirasi  politik  serta  kepen- 
tingan  rakyat  banyak  yang  seharusnya  dila- 
yani,  justru  telah  dikesampingkan  begitu  sa- 
ja  oleh  negara. 

Demi  stabilitas  dan  pertumbuhan  produk 
nasional,  basis  sosial  politik  pemerintahan 
pun  menjadi  sempit.  Yang  membengkak 
adalah  perkembangan  kapitalisme  kota  dan 
desa,  yang  sekaligus  pula  menghancurkan 
pola  organisasi  sosial  yang  tradisional.  Alur- 
alur  politik  yang  dibangun  pemerintah  terke- 
san  sebagai  panorama  elok,  tetapi  juga  tidak 
dinamis  dalam  arah  yang  benar.  Alur  terse- 
but,  yang  berisi  pesan-pesan  poHtik  dari  atas 
ke  bawah  akan  menggagalkan  upaya  tiap- 
tiap  lembaga  politik  yang  ada  untuk  lebih 
terlibat  secara  berarti  dalam  proses  pemba- 
ruan  politik. 

Akibat    selanjutnya    adalah  bentuk- 
bentuk  partisipasi  menjadi  gelanggang  per- 


saingan  yang  semata-mata  memperebutkan 
nilai-nilai  ekonomis,  yang  masing-masing 
hanya  mendahulukan  kepentingannya  sen- 
diri.  Aspirasi  politik  rakyat  menjadi  merana. 
Kekuatan-kekuatan  sosial  yang  ada  tiba-tiba 
menjadi  bidak-bidak  catur  yang  telah  diper- 
siapkan  langkahnya  (Arif  Budiman,  1991: 
365). 

Oleh  karena  itu,  konsep  perkembangan 
politik  harus  berpengaruh  kuat  terhadap 
partisipasi  politik  rakyat  dalam  arti  yang  se- 
benarnya  yaitu  partisipasi  harus  mempunyai 
kemampuan  integratif,  responsif,  adaptif 
dan  inovatif .  Dengan  demikian  tuntutan  ter- 
selenggaranya  proses  pembaruan  yang  sehat, 
akan  tertanggapi  dan  terwadahi  dengan  ja- 
lan  itu.  Jalan  untuk  membukanya  adalah  de- 
ngan mengubah  sistem  top-down  menjadi 
bottom-up  political  will  yang  menuntut  per- 
setujuan  bersama. 

Akumulasi  kapital  dipengaruhi  oleh  di- 
mensi  ekonomi-politik  dari  proses  pembaru- 
an politik.  Sekaligus  faktor  ekonomi  mem- 
pengaruhi  proses  pembaruan  politik  yang  ti- 
dak dapat  dikesampingkan  begitu  saja. 
Orang  bisa  saja  tak  setuju  dan  berargumen- 
tasi  menempatkan  balance  secara  lain  antara 
kedua  dimensi  penting  itu,  tergantung  pada 
sudut  pandang  dan  landasan  pada  peran 
suprastruktur  dan  infrastruktur  politik  dan 
ekonomi  pada  ruang  dan  momen  tertentu. 

Dari  segi  ekonomi-politik  isu  pokok 
(core  issue)  menurut  John  D.  Sullivan  ada- 
lah bahwa,  "dimensi  ekonomi-politik  ber- 
arti perlunya  menyeimbangkan  kemajuan 
ekonomi  dan  politik  secara  serasi"  (John  D. 
Sullivan,  1992:  180).  Atau  menurut  Adi 
Sasono  {Prisma  No.  6/1988:  555-56): 

"Saya  mengusulkan  bahwa  demokratisasi  politik 
harus  berjalan  seiring  dengan  demokratisasi  ekono- 
mi. Rakyat  yang  secara  struktural  tertindas  karena 
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adanya  akumulasi  kekuatan  ekonomi  di  tangan  satu 
pihak  sulit  untuk  mengembangkan  praktek  demo- 
krasi  politik. 

Menurut  perspektif  ekonomi-politik,  se- 
jarah  Orde  Baru  dapat  diterangkan  secara  le- 
bih  memadai  dengan  menempatkan  rangkai- 
an  pola  tingkah  laku  pelaku-pelaku  ekonomi 
dan  politik  secara  seimbang.  Artinya,  social 
formation  dari  politik  Orde  Baru  dan  per- 
kembangannya,  secara  jelas  menempatkan 
seluruh  kepentingan  pelaku  ekonomi  dan 
politik  secara  bersamaan.  Persepsi  yang  de- 
mikian  jika  diterapkan  secara  cermat  dengan 
dukungan  data-data  empiris  dan  historis  da- 
pat  mempertajam  penglihatan  dan  wawasan 
terhadap  jalinan  keterkaitan  antara  faktor- 
faktor  struktural  dan  kunci  kaitannya  de- 
ngan pola  tingkah  laku  sosial  politik  dan  bu- 
daya,  karena  dalam  kerangka  struktural 
yang  berlaku  faktor-faktor  tersebut  masing- 
masing  mempunyai  "otonomi  relatif  tersen- 
diri"  (Nicos  Poulantzas,  1984:  89-128,  Ri- 
chard Robison  1981). 

Demikianlah,  dengan  konsep  otonomi 
relatif  Richard  Robison  mencoba  menerang- 
kan  keberlanjutan  unsur-unsur  budaya,  po- 
litik, ekonomi.  Dan  sebaliknya,  "otonomi 
relatif  negara  memungkinkan  aparatur  Orde 
Baru  ini  bukan  sekedar  alat  suatu  kelas  me- 
lulu,  baik  dari  luar  (modal  asing)  maupun 
dari  dalam  (kapitalisme  domestik).  Ruang 
otonomi  relatif  negara  Orde  Baru  memung- 
kinkan lembaga  negara  menyelenggarakan 
infrastruktur  politik,  hukum,  ekonomi, 
guna  menyelaraskan  kemampuan  kepenting- 
an dirinya  maupun  kepentingan  keluar.  Se- 
dangkan  ke  dalam,  Robison  memandang 
Orde  Baru,  di  samping  mempertahankan 
struktur  represif,  juga  mampu  melancarkan 
proses  kapitalisme  perkotaan"  (Richard 
Robison,  1981:  12). 

Singkatnya,  apa  pun  namanya  corak  ka- 


pitaHsme,Jni  adalah  corak  tersendiri.  Pada 
tingkat  supra  kekuatan  kapitalisme  dapat 
mendorong  pertumbuhan  kekuatan  negara, 
kelas  serta  strata,  tetapi  otonomi  relatif  ber- 
bagai  faktor  dan  unsur  historis  dan  berbagai 
hubungan  lainnya  dari  negara,  dapat  me- 
maksa  produk  yang  dicanangkan  dari  atas 
atau  luar  untuk  tetap  mengakomodasikan 
mekanisme  bentuk-bentuk  hubungan  tradi- 
sional  agar  tetap  fungsional. 

Ditinjau  dari  dimensi  ekonomi-politik 
proses  pembaruan  politik,  maka  kelompok- 
kelompok  yang  paling  banyak  diuntungkan 
dalam  kebijakan  ekonomi  pemerintah  Orde 
Baru  adalah  segelintir  kapitalisme  domestik 
dan  Cina.  Suatu  analisis  terhadap  pertum- 
buhan kapitalisme  di  masa  Orde  Baru  yang 
menjelaskan  keterkaitan  antara  negara  dan 
gejala  pertumbuhan  sebuah  kapitalisme  dan 
konglomerat  domestik  telah  diberikan  oleh 
Pusat  Data  Bisnis  Indonesia  (PDBI)  tahun 
1990  sebagai  berikut:  300  konglomerat  yang 
terdiri  dari  10  konglomerat  tingkat  atas,  dan 
sisanya  konglomerat  menengah  dan  bawah. 
Dari  300  konglomerat  itu  dibagi  atas  14 
crony  capitalism,  22  bureaucratic  capitalism, 
dengan  aset  14  trilyun.  Salim  Group  yang 
termasuk  konglomerat  tingkat  atas  mempu- 
nyai aset  4  trilyun,  5%  dari  GDP.  Sedang- 
kan  data  aktual  yang  dikeluarkan  oleh  Biro 
Pusat  Statistik  (BPS),  Bank  Dunia  maupun 
lembaga  lain  menunjukkan  bahwa  besarnya 
hasil  angka  penjualan  dari  10  konglomerat 
terbesar  di  Indonesia  sudah  mencapai  30% 
dari  PDB  (Produk  Domestik  Brute)  (Dr  Bu- 
diono  Sri  Handoko,  Inefisiensi  di  Balik 
Struktur  Industri  Indonesia,  Kongres  ISEI 
1993:  Lampiran).  Menurut  Dr  Budiono  Sri 
Handoko,  "Kehadiran  konglomerat  semata 
sebenarnya  tidak  secara  otomatis  mengaki- 
batkan  kegiatan  ekonomi  menjadi  tidak  efi- 
sien  atau  menghasilkan  ketimpangan.  Na- 
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mun  jika  kemudian  yang  terjadi  adalah  ku- 
rangnya  iklim  persaingan  yang  sehat,  maka 
muncullah  inefisiensi  pada  kegiatan  ekono- 
mi,  terjadinya  pengkonsentrasian  kepemilik- 
an  aset  dan  misalokasi  pada  sumber-sumber 
ekonomi".  (hal.  20) 

Kelompok  borjuis  telah  memperoleh  ke- 
untungan  dari  momentum  proses  pemba- 
ngunan  yang  bercorak  kapitalistik,  sehingga 
menjadi  sangat  aktif  memperjuangkan  ke- 
pentingan  mereka. 

Oleh  karena  itu,  apa  yang  diidentifikasi- 
kan  saat  ini  sebagai  proses  demokratisasi  po- 
litik  pada  dasarnya  mengancam  posisi  stra- 
tegis  mereka  di  bidang  ekonomi.  Monopoli 
yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  me- 
reka telah  menghancurkan  fungsi  pasar  per- 
saingan. Dengan  kata  lain,  proses  demokra- 
tisasi lebih  sebagai  suatu  gerakan  dari  suatu 
negara  kapitalis  yang  berorientasi  pada  pa- 
sar yang  lebih  cenderung  tunduk  kepada 
kooptasi  dari  luar  melalui  kebijakan  deregu- 
lasi,  debirokratisasi  yang  telah  dicanangkan 
oleh  badan-badan  internasional  seperti  IMF, 
Bank  Dunia  dsb.  (Syahrir  dalam  Prisma, 
1988:  72).  Dalam  hal  ini,  akibat  kebijakan 
deregulasi  ada  kelompok  yang  kalah  dan  ada 
pula  kelompok  yang  menang.  Kelompok 
yang  kalah  adalah  kelompok  bisnis  yang  be- 
sar  dan  dimanja  oleh  kemudahan  fasilitas 
yang  diberikan  oleh  pemerintah  termasuk 
modal.  Mereka  adalah  kelompok  bisnis  yang 
besar  karena  jalur  birokrasi.  Sedangkan  ke- 
lompok yang  menang  adalah  kelompok  bis- 
nis yang  tidak  tergantung  pada  pemerintah 
tetapi  mereka  besar  karena  berhasil  menang- 
kap  peluang  pertumbuhan  ekonomi  yang 
bercorak  kapitalistis  selama  27   tahun  ini 
(Syahrir  dalam  Prisma,  1988:  73). 

Bilamana  pemerintah  demokratis  dapat 
dihasilkan  oleh  proses  yang  bercorak  kapi- 


talistis ini,  sudah  pasti  bahwa  negara  seperti 
itu  hanya  akan  melayani  kepentingan  kelom- 
pok borjuis  daripada  melayani  kepentingan 
rakyat. 

Tidak  pasti  apakah  negara  demokratis 
semacam  itu  akan  tetap  dapat  survive,  kare- 
na demokratisasi  bukanlah  tujuan  dari  ke- 
lompok borjuis.  Bilamana  demokratisasi 
ternyata  mengancam  kepentingan  bisnis 
mereka,  maka  negara  akan  bersifat  otoriter 
sebagai  cara  untuk  melindungi  kepentingan 
bisnis  mereka.  Dengan  kata  lain,  proses 
pembaruan  politik  serta  demokratisasi  poli- 
tik  bukanlah  proses  pembaruan  dari  negara 
otoriter  ke  negara  demokratis,  melainkan 
tidak  ada  pembaruan  politik  yang  berarti, 
alias  status  quo  politik. 

Jadi  akumulasi  kapital  sangat  mempe- 
ngaruhi  struktur  kekuasaan  di  Indonesia. 
Lebih-lebih  dengan  dikeluarkannya  undang- 
undang  penanaman  modal  asing  100%  di 
tahun  1992  tanpa  mengambil  partner  pa- 
tungan  dengan  pribumi,  maka  pertumbuhan 
investasi  di  Indonesia  semakin  semarak.  Se- 
dangkan persetujuan  proses  produksi  antar- 
negara  dan  perusahaan  asing  menurut 
undang-undang  ini  sepenuhnya  berada  di 
tangan  perusahaan  asirig  (Kompas,  24  Ma- 
ret  1992). 

Ekonomi  Indonesia  ditandai  oleh  kon- 
tinuitas  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup 
sejuk,  yaitu  tingkat  pertumbuhan  7,4%  dari 
GDP  baik  di  tahun  1989  maupun  di  tahun 
1990,  dengan  tingkat  GNP  600  dollar  dan 
tingkat  investasi  mendekati  30%  dari  GDP. 
Di  tahun  1991,  pertumbuhan  ekonomi  agak 
lambat,  yaitu  5,5%  di  mana  pemerintah  si- 
buk  memerangi  laju  inflasi,  yang  hampir 
mendekati  10%.  Inflasi  dapat  dikontrol  de- 
ngan melaksanakan  politik  uang  ketat  (tight 
money  policy)  yang  dampaknya  merugikan 
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para  konglomerat.  Ada  beberapa  perusaha- 
an  yang  tergabung  dalam  kelompok  konglo- 
merat bisnis  collapse  (seperti  Summa 
Group). 

Di  bidang  bantuan  luar  negeri,  pada  bu- 
lan  Februari  1992  Indonesia  memutuskan 
agar  Belanda  tidak  lagi  menjadi  Ketua  IGGI, 
akibat  insiden  Dili  bulan  November  1991,  di 
mana  Belanda  mengintimidasi  Indonesia  un- 
tuk  mengurangi  bantuan  luar  negeri  dengan 
dalih  hak-hak  asasi  manusia  {Kompas,  20 
Februari  1992).  Sebagai  pengganti  Ketua 
IGGI,  Indonesia  membentuk  Forum  Konsul- 
tatif  untuk  Indonesia,  yang  diketuai  oleh 
Bank  Dunia. 

Sampai  tahun  1993,  tercatat  hutang  luar 
negeri  Indonesia  sebesar  60  milyar  dollar, 
dengan  besar  cicilan  sebesar  7  milyar  per 
tahun  dan  beban  hutang  baru  sebesar  4,6 
milyar  dollar.  Sedangkan  di  tahun  1993,  aki- 
bat apresiasi  nilai  yen  terhadap  rupiah, 
maka  hutang  luar  negeri  bertambah  sebesar 
20%. 

Dengan  beban  hutang  luar  negeri  sebesar 
60  milyar  dollar  dan  model  pembangunan 
yang  hanya  mengejar  peningkatan  GNP, 
maka  salah  satu  alternatif  untuk  mengurangi 
ketergantungan  pada  bantuan  luar  negeri 
adalah  dengan  PMA  dan  PMDN.  Dari  ta- 
hun 1986  hingga  1990  direct  foreign  invest- 
ment (DFI)  terus  meningkat.  Penanaman 
modal  langsung  di  Indonesia  dalam  tahun 
1986  adalah  800  juta  dollar,  dan  10,3  milyar 
dollar  di  tahun  1993.  Jepang  tetap  merupa- 
kan  investor  terbesar,  diikuti  oleh  investasi 
Taiwan. 

Meskipun  pemerintah  Indonesia,  betul- 
betul  serius  membenahi  baik  perangkat 
undang-undang  dan  prasarana  fisik  untuk 
PMA,  namun  muncul  pula  kecaman  dari 
AS,  khususnya  mantan  Dubes  AS  untuk  In- 


donesia John  Monjo,  mengritik  iklim  inves- 
tasi dan  iklim  berusaha  di  Indonesia.  Dubes 
John  Monjo  antara  lain  mengatakan  bahwa, 
"iklim  investasi  dan  berusaha  di  Indonesia 
masih  dipenuhi  oleh  korupsi,  monopoli  dan 
inef  isiensi,  semen  tara  sis t em  pendidikan  ma- 
sih lemah  sehingga  lulusannya  tidak  profe- 
sional,  dan  sistem  hukum  belum  mendukung 
kegiatan  usaha"  {Kompas,  4  Juli  1992). 

Di  satu  pihak,  PMA  100%  memang  ter- 
paksa  dilakukan,  tetapi  di  lain  pihak  dengan 
memberi  konsesi-konsesi  kepada  modal 
asing  maka  Indonesia  sangat  tergantung 
pada  Dunia  Barat  dan  Jepang.  Deregulasi 
yang  mengundang  modal  asing  di  berbagai 
sektor  ekonomi,  menyebabkan  membesar- 
nya  penguasaan  mereka  atas  pendapatan 
dan  kekayaan  di  dalam  negeri  maupun  pene- 
trasi  pada  pasar  nasional.  Dan  ini  sama  saja 
dengan  menjual  kedaulatan  kita.  Sekalipun 
terdapat  pertumbuhan  ekonomi  yang  me- 
ngesankan,  namun  sangat  diragukan  keefek- 
tifan  pertumbuhan  ini  untuk  dapat  menjadi 
dasar  bagi  suatu  ekonomi  yang  swasembada 
dan  swadaya. 

Legitimasi  Politik  dan  Demokratisasi 

Di  tahun  1992  Ketua  Panitia  Pemilihan 
Indonesia  Rudini  menegaskan,  "bahwa 
Pemilu  kali  ini  dinilai  oleh  pers  dunia  seba- 
gai Pemilu  yang  paling  tertib"  {Kompas,  12 
Juni  1992).  Dalam  Pemilu  1992  ini, 
GOLKAR  tetap  keluar  sebagai  pemenang 
dengan  memperoleh  282  kursi,  PPP  62  kursi 
dan  PDI  56  kursi. 

Dari  data  perhitungan  terakhir  tanggal 
29  Juni  1992  terjadi  penyusutan  suara 
GOLKAR,  terutama  dirasakan  Dati  I  Jawa 
Timur  di  mana  daerah  ini  pada  Pemilu  1987, 
GOLKAR  meraih  46  kursi,  kini  kehilangan 
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10  kursi  atau  tinggal  36  kursi  (Kompas,  12 
Juni  1992). 

Sedangkan  PPP  menelan  pi!  pahit  di  9 
propinsi,  terutama  di  Jambi,  Bengkulu  dan 
Lampung.  Dari  ketiga  Dati  I  ini,  PPP  tidak 
mewakili  lagi  di  DPR-RI,  padahal  pada 
Pemilu  1987  di  ketiga  daerah  itu  masing- 
masing  diwakili  seorang  wakil.  Enam  Dati  I 
lainnya  tidak  bisa  mengirimkan  wakil  PPP 
untuk  duduk  di  DPR-RI  yaitu  Bali,  NTT, 
Sulawesi  Tenggara,  Timor-Timur,  Irian 
Jaya  dan  Sulawesi  Utara.  Di  samping  di  ke- 
sembilan  daerah  tersebut,  nasib  kurang  ber- 
untung  juga  dirasakan  warga  bintang  di  Dati 
I  Aceh,  Sumut  dan  Sumbar.  Wakil  PPP  dari 
DI  Aceh  yang  semula  4  kursi,  menyusut  ting- 
gal 3  kursi,  Sumut  dari  3  tinggal  2,  Sumbar 
dari  3  menjadi  2.  Rasa  pahit  tersebut  sedikit 
banyak  terobati  dengan  meningkatnya  per- 
olehan  suara  dan  kursi  PPP  di  Jatim,  Ja- 
teng,  Jabar  dan  DKI  Jakarta.  Pada  Pemilu 
1987,  Jatim  menyumbang  13  kursi,  kini 
menjadi  16  kursi,  Jateng  dari  10  kursi  men- 
jadi 13  kursi,  DKI  Jakarta  semula  3  kini 
menjadi  4,  Jabar  dari  8  menjadi  9  kursi. 

PDI  pantas  berbangga  karena  OPP  ini 
mampu  mempromosikan  anggota-anggota 
terpercayanya  melalui  Dati  I  Timor  Timur, 
NTB,  Lampung,  Riau,  Maluku  dan  Sumbar, 
di  mana  daerah  ini  masing-masing  melahir- 
kan  seorang  anggota  DPR-RI,  sebelumnya 
dari  ke-6  daerah  pemilihan  ini  PDI  tidak 
bisa  mengirim  wakilnya  di  DPR.  Partai  ber- 
lambang.kepala  banteng  ini  juga  mampu  me- 
ningkatkan  kursi  di  lima  daerah  pemilihan 
lainnya.  Jatim  dari  5  menjadi  10  kursi,  Ja- 
teng dari  8  menjadi  12,  Sumut  semula  3  men- 
jadi 4,  Kalbar  dari  1  menjadi  2,  Bali  dari  1 
menjadi  2.  Namun  keberhasilan  itu  tidak  di- 
imbangi  perolehan  suara  di  DKI  Jakarta. 
Pada  Pemilu  1987  daerah  ini  mampu  mengi- 
rimkan 4  wakil,  tetapi  kini  OPP  itu  hanya 


mendapat  3  kursi  atau  lepas  1  kursi. 

Data-data  di  atas  akan  kami  pakai  untuk 
menilai  apakah  penurunan  suara  GOLKAR 
di  beberapa  daerah  pemilihan,  mempenga- 
ruhi  legitimasi  pemerintah  secara  nasional, 
sebab  legitimasi  merupakan  bagian  yang  in- 
heren  dari  demokratisasi. 

Political  construction  dari  legitimasi  poli- 
tik  dan  unit  analisisnya  dapat  ditinjau  dari 
tingkat  individu  atau  negara.  M.  Stephen 
Weather  ford  (1992:  140)  secara  ringkas  me- 
rinci  dua  aspek  studi  mengenai  legitimasi  po- 
litik.  Pada  perspektif  makro  legitimasi  lebih 
menekankan  pada  perangkat  sistem  formal, 
sedangkan  pada  perspektif  mikro  lebih  me- 
nekankan pada  tindak  tanduk  individu 
(Stephen  Weatherford,  1992:  149). 

Dipandang  dari  apa  yang  dikemukakan 
di  atas,  suatu  pemerintah  dapat  disebut  me- 
miliki  legitimasi  jika  pemerintah  itu  konsti- 
tusional,  memberi  kesempatan  bagi  masya- 
rakat  secara  luas  untuk  berpartisipasi,  men- 
jamin  prosedur  reguler,  adanya  jaminan  ter- 
hadap  hak-hak  kaum  minoritas  dan  pergan- 
tian  pemimpin  secara  damai. 

Menurut  Max  Weber,  "legitimasi  negara 
modern  terutama  terletak  pada  o  tor  it  as  le- 
gal, yaitu  komitmen  pada  seperangkat  per- 
aturan  hukum".  Negara  demikian  menurut 
Max  Weber  dipertahankan  bukan  oleh  ke- 
kuasaan  suatu  kelas  yang  dominan  secara 
ekonomis,  akan  tetapi  oleh  suatu  keyakinan 
mengenai  justifiabilitas  dan  atau  legalitas 
suatu  monopoli  pemaksaan  fisik  yang  ab- 
sah  (Max  Weber,  1975:  123). 

Akan  tetapi,  karena  makna  absah  sendiri 
memang  memiliki  penafsiran  ganda,  ka- 
dang-kadang  orang  tidak  peduli  mana  yang 
masih  dianggap  absah  dan  mana  pula  yang 
tidak  absah.  Mengenai  keabsahan  pemerin- 
tahan  di  Indonesia,  ada  pengaruh  kultur  po- 
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litik  Jawa  yang  menyulitkan  untuk  mencari 
padanan  makna  keabsahan.  Menurut  Ben 
Anderson,  dalam  kebudayaan  Jawa  kekua- 
saan  tidak  mempersoalkan  keabsahan  (Ben 
Anderson,  1984:  52): 

"karena  semua  kekuasaan  berasal  dari  sumber  tung- 
gal  yang  homogen,  maka  kekuasaan  itu  sendiri  lebih 
dahulu  ada,  daripada  masalah  baik  dan  buruk.  Me- 
nurut cara  pemikiran  orang  Jawa,  menuntut  hak 
berkuasa  berdasarkan  sumber-sumber  kekuasaan 
yang  berbeda-beda  tidak  akan  ada  artinya,  misalnya 
mengatakan  bahwa  kekuasaan  yang  berdasarkan  ke- 
kayaan  adalah  absah,  sedangkan  kekuasaan  yang 
berdasarkan  senjata  tidak  absah.  Kekuasaan  tidak 
absah  dan  tidak  pula  tidak  absah.  Kekuasaan  ada. 

Jadi  sebagai  kesimpulan,  orang  Jawa  memandang 
kekuasaan  sebagai  suatu  yang  konkret,  homogen, 
tetap,  tetap  jumlah  keseluruhannya  dan  sebagai  ke- 
kuasaan tidak  mempunyai  implikasi-implikasi  moral 
yang  inheren." 

Namun  kalau  kita  menganalisis  kekuasa- 
an Orde  Baru,  maka  jelas  lebih  mendekati 
tipologi  Weber,  yaitu  suatu  abstraksi  yang 
ditarik  dari  pola-pola  interaksi  sosial  yang 
terlihat,  berasal  dari  sumber-sumber  yang 
heterogen.  Tentunya  jenis  interaksi  yang  ada 
sekarang  adalah  pola-pola  hubungan  yang 
sedang  berubah  antara  para  aktor  dan  hasil- 
hasil  hubungan  ini.  Di  samping  itu,  legitima- 
si  kekuasaan  Orde  Baru  pun  menunjukkan 
interelasi  antara  banyak  aktor  sosial,  politik 
dan  ekonomi.  Dari  pemikiran  seperti  ini, 
kita  mampu  mengidentifikasi  benang  merah 
yang  menghubungkan  perlakuan  rezim  ini 
atas  kelompok-kelompok  sosial,  poHtik  dan 
ekonomi. 

Secara  empiris,  pengalaman  Pemilu  1992 
yang  baru  lewat  tidaklah  dapat  dianggap  ha- 
nya  sebagai  legitimasi  politik  bagi  sistem  po- 
litik atau  legitimasi  bagi  rezim  penguasa,  bu- 
kan  pula  suatu  formalisme  belaka  di  mana 
nilai-nilai  politik  dipenuhi  dengan  formalitas 
melulu,  akan  tetapi  Pemilu  sudah  mencakup 


fungsi  sirkulasi  elit  baik  secara  politik  mau- 
pun  secara  sosial. 

Pemilu  sebagai  sarana  legitimasi  bagi  sis- 
tem politik  berbeda  secara  gradual  dengan 
Pemilu  sebagai  legitimasi  bagi  pengukuhan 
kepentingan  masyarakat,  bangsa  dan  nega- 
ra.  Jika  pada  yang  pertama  masyarakat  di- 
eksploitasi  untuk  sarana  legitimasi  eUt  po- 
litik, maka  pada  yang  kedua  legitimasi  elit 
politik  bersifat  sementara,  sepanjang  elit  po- 
litik pemerintah  mampu  untuk  mewujudkan 
janji-janji  politik  menjadi  kenyataan.  Ini 
berarti  legitimasi  pemerintah  didasarkan 
pada  perhatian  untuk  lebih  memajukan  ma- 
syarakat Indonesia.  Dan  secara  simbolis 
dapat  disaksikan  dari  hasil  Pemilu  1992  dan 
pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pe-- 
riode  1993-1998. 

Salah  satu  legitimasi  politik  pada  tingkat 
unit  analisis  individu  adalah  suksesi  politik 
pada  umumnya  serta  masa  jabatan  presiden 
pada  khususnya.  Isu  presiden  dan  wakil  pre- 
siden ramai  di  lempar  di  arena  kampanye  ta- 
hun  1992  dan  tetap  menyala  sesudah  Pemilu. 
Pada  waktu  kampanye,  PDI  mengusulkan 
perubahan  masa  jabatan  Presiden  menda- 
tang.  Kemudian  Presiden  Soeharto  menang- 
gapi  dengan  menyatakan  "bahwa  pasal  7 
UUD  1945  sudah  mengatur  masa  jabatan 
presiden  dan  pembatasan  lain  berarti  penge- 
birian"  (Kompas,  13  Mei  1992).  Dan  GOL- 
KAR sebagai  OPP  terbesar  menanggapi, 
bahwa  mengenai  masa  jabatan  Presiden, 
GOLKAR  tidak  akan  melanggar  UUD  1945. 

Masalah  suksesi  politik  dan  soal  jabatan 
presiden  adalah  persoalan  klasik  dalam  sis- 
tem politik  Indonesia.  Almarhum  Soedjat- 
moko  misalnya,  menguraikan  karakteristik 
suksesi  politik  dalam  suatu  negara  yang  dise- 
butnya  sebagai  modernizing  bureaucratic 
(Soedjatmoko,  1983:  163).  Lebih  jauh  Soe- 
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djatmoko  berpendapat: 

"namun  yang  jauh  lebih  sulit  untuk  diatur  adalah 
masalah  suksesi.  Justru  dari  hakikatnya,  MBS  me- 
lemahkan  munculnya  kepemimpinan  alternatif  yang 
mungkin  tumbuh,  atau  untuk  mencapai  pengalaman 
politik  dan  organisatoris  yang  dibutuhkan,  latihan 
dan  penampilan.  Juga  semua  masalah  yang  dihadapi 
suatu  bangsa  yang  tidak  dapat  dipecahkan,  cende- 
rung  datang  beruntun  di  dalam  isu  suksesi.  Hal  ter- 
sebut  sangat  mempersulit  para  pemimpin  politik  un- 
tuk meninggalkan  kekuasaan  secara  sukarela,  kare- 
na  ketiadaan  calon  yang  bisa  diberikan  identifikasi- 
sinya,  akan  tetapi  juga  keengganan  kaum  vested 
interest  dalam  politik  dan  ekonomi  yang  telah  ber- 
kembang  di  sekitarnya,  untuk  menghadapi  resiko 
kepemimpinan  baru  dan  tidak  dikenal." 

Salah  satu  kesulitan  Orde  Baru  Indonesia 
pada  khususnya  adalah  kegagalan  rezim  ini 
untuk  melembagakan  proses  suksesi  politik 
secara  demokratis.  Malahan  negara-negara 
berkembang  lainnya  telah  berusaha  untuk 
melakukannya.  Di  zaman  Orde  Baru  Indo- 
nesia, usaha  untuk  membatasi  secara  konsti- 
tusional  masa  jabatan  presiden  sampai  dua 
termin  saja  melalui  suatu  prosedur  suksesi 
yang  fair  dan  demokratis  belum  pernah  dila- 
kukan  hingga  kini.  Setiap  usaha  dan  tindak- 
an  untuk  menggugat  masa  jabatan  presiden 
selalu  ditangkis  dengan  nalar  Pancasila  dan 
UUD  1945,  suatu  legitimasi  untuk  memper- 
tahankan  status  quo  politik. 

Walaupun  figur  Soeharto  sangat  berjasa 
membangun  Orde  Baru  Indonesia,  namun 
tidak  dapat  dilupakan  bahwa  mengurus  ne- 
gara  tidak  sama  dengan  memerintah  keraja- 
an,  dan  suatu  beban  politik  dan  ekonomi 
berupa  gejolak  sosial  di  dalam  negeri  yang 
terus  meningkat,  bisa  menjadi  picu  pendo- 
rong  proses  pembaruan  politik  umumnya 
dan  suksesi  politik  pada  khususnya. 

Keberhasilan  pemerintah  Orde  Baru  un- 
tuk mengkonsentrasikan  kekuasaan  politik 
dan  ekonomi  ke  dalam  tubuhnya  melalui  pe- 


ranan  negara  dengan  tingkat  stabilitas  ting- 
gi,  menunjukkan  bahwa  pemerintah  mema- 
kai  pembangunan  sebagai  sumber  legitimasi 
(Manuel  Kaisepo  1987:  33). 

Dengan  menurunnya  suara  GOLKAR  di 
beberapa  daerah  pemilihan  tingkat  I  dan  II, 
dapatkah  ini  menjadi  indikator  bahwa  telah 
terjadi  penurunan  legitimasi  pemerintah? 
Kalau  legitimasi  pemerintah  berkurang,  apa- 
kah  ini  berarti  proses  transformasi  dan  de- 
mokratisasi politik  akan  lebih  kondusif? 
Apakah  penyingkiran  kekuatan  politik  non- 
pemerintah  yang  berlangsung  selama  ini, 
akan  menyebabkan  menurunnya  keabsahan 
kekuasaan  negara?  Apakah  proses  demokra- 
tisasi politik  akan  mengurangi  legitimasi  ne- 
gara dan  pemerintah?  Inilah  pertanyaan- 
pertanyaan  yang  perlu  disimak  dan  dijawab! 

Perbedaan  Pendapat,  Oposisi  dan 
Demokratisasi 

Seringkali  dianggap  bahwa  problem 
pluralisme  politik  mempengaruhi  sifat  tidak 
demokratisnya  berbagai  pemerintahan  yang 
ada.  Demokratisasi  pemerintahan  otoriter 
akan  menghasilkan  pluralisme  politik.  Kea- 
daan  ini  akan  lebih  lengkap  lagi  jika  terjadi 
proses  demokratisasi  atau  setengah  demo- 
krasi  (jadi  bukan  otoriterisme  murni). 

Jika  pemerintahan  telah  mengalami  pro- 
ses demokratisasi  secara  penuh,  kita  mung- 
kin dapat  menegaskan  bahwa  kaum  mayori- 
tas  akan  dapat  diperintah  secara  lebih  efek- 
tif,  karena  kebijaksanaan  yang  dihasilkan 
akan  menampilkan  preferensi  dan  kepen- 
tingan  mayoritas  ketimbang  kepentingan  mi- 
noritas.  Lagipula  proses  demokratisasi  akan 
berlangsung  dari  pusat  ke  pemerintahan 
lokal.  Organisasi-organisasi  kepentingan 
juga  akan  mendemokratisasikan  dirinya  sen- 
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diri,  sehingga  semua  organisasi  ini  akan  le- 
bih  responsif  terhadap  kepentingan  umum 
para  anggotanya  ketimbang  kepentingan  se- 
gelintir  oligarki  kecil  yang  berada  di  puncak 
kekuasaan  negara.  Untuk  mencapai  peru- 
bahan-perubahan  ini,  sumber-sumber  poli- 
tik  harus  didistribusikan  secara  lebih  adil. 
Distribusi  sumber-sumber  politik  secara  le- 
bih adil  mengharuskan  dilakukannya  peru- 
bahan  struktur  politik,  sosial,  ekonomi.  De- 
mokratisasi  mensyaratkan  suatu  masyarakat 
yang  demokratis,  termasuk  di  sini  budaya 
dissents  atau  budaya  oposisi. 

Karena  budaya  politik  dan  partisipasi 
masih  bersifat  mobilisasi,  maka  partisipasi 
politik  mobilisasi  yang  demikian  menjadi 
identik  dengan  gotong  royong  yang  tidak 
dapat  diartikan  lain  kecuali  bersama-sama 
mencapai  satu  tujuan  yang  tunggal  melalui 
cara  dan  saluran  yang  tunggal  pula.  Partisi- 
pasi serupa  ini  berarti  pada  hakikatnya  ha- 
nya  akan  memiliki  satu  interpretasi,  yaitu 
memberikan  dukungan  bulat  terhadap  pro- 
gram apa  pun  yang  telah  tersedia  oleh  para 
pemegang  kekuasaan. 

Keadaan  seperti  ini  amat  sulit  memberi- 
kan tempat  kepada  sikap  lain  dalam  pemba- 
ngunan  politik,  yaitu  suara  oposisi  yang  se- 
benarnya  adalah  juga  salah  satu  bentuk  par- 
tisipasi. Dengan  memberikan  keleluasaan 
pada  perbedaan  pendapat  atau  suara  dis- 
sents sebetulnya  dapat  membantu  menghin- 
darkan  masyarakat  dari  sikap  apatis  terha- 
dap perkembangan  politik.  Sebab  dengan 
demikian,  pikiran-pikiran  mereka  yang  ti- 
dak seragam  memperoleh  pengakuan  yang 
sewajarnya.  Apabila  suara  dissent  diakui 
eksistensinya  dan  mendapat  tempat  dalam 
perencanaan  serta  pelaksanaan  pembangun- 
an  nasional,  maka  hal  ini  akan  dapat  men- 
ciptakan  saluran  guna  mengembangkan 
alternatif-alternatif  baru.  Jika  kini  orang 


bicara  tentang  pewarisan  nilai-nilai  kepada 
generasi  penerus,  maka  sumbangan  pikiran 
alternatif  semakin  terasa  perlu  untuk  mem- 
perkaya  arti  nilai-nilai  itu. 

Namun  realitas  politik  kita  dewasa  ini 
adalah  bahwa  pihak  pemerintah  lebih  mem- 
perkuat  kepatuhan  dan  bukan  partisipasi. 
Kepatuhan  sampai  tingkat  tertentu  memang 
diperlukan  dalam  setiap  sistem  politik,  te- 
tapi  esensi  kepatuhan  secara  membabi  buta 
dengan  hanya  menjadi  alat  untuk  melaksa- 
nakan  keinginan  rezim  yang  berkuasa  tanpa 
sikap  kritis  dapat  menjerumuskan  pihak 
yang  patuh  tadi  tidak  lagi  bertanggung  ja- 
wab  pada  tindakan-tindakannya  sendiri,  te- 
tapi  hanya  bertanggung  jawab  pada  pengua- 
sa  yang  memberikan  perintah. 

Penelitian  yang  empiris  dari  Antonio 
Gramsci  mengenai  budaya  oposisi,  kepe- 
mimpinan,  kelas,  secara  mendalam  dibahas 
dalam  gerakan  oposisi  di  Italia.  Sosiologi 
Gramsci  yang  dikembangkan  oleh  kaum 
oposisi  di  negara-negara  Barat  maju  berasal 
dari  keabsahan  Revolusi  Rusia  tahun  1917. 
Antonio  Gramsci  menganggap,  bahwa  di 
samping  perjuangan  kelas  di  masyarakat  in- 
dustri  Barat  oposisi  mempunyai  macam- 
macam  bentuk,  oposisi  ditandai  oleh  per- 
juangan politik  jangka  panjang  dari  masya- 
rakat sipil  yang  bertujuan  mengimbangi 
kontrol  yang  terlampau  kuat  dari  negara 
(Antonio  Gramsci  dalam  Martin  Carnoy, 
1984:  65-89).  Teori  perjuangan  kaum  oposisi 
ini  dia  kembangkan  secara  kompleks  di 
mana  muncul  konsep  hegemony  negara. 

Antonio  Gramsci  percaya  bahwa  supre- 
masi  dari  kelas  sosial  yang  berkuasa  dalam 
masyarakat  industri  kapitalis  selalu  mengacu 
pada  keseimbangan  dua  faktor  yaitu,  force 
atau  kekerasan  dan  hegemony.  Menurut 
Gramsci,  "negara  dipertahankan  oleh  ke- 
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kuatan  militer  dan  polisi  dan  kekuatan  ideo- 
logi.  Hegemony  adalah  persetujuan  yang  di- 
berikan  oleh  rakyat  kepada  penguasa"  (An- 
tonio Gramsci  dalam  Martin  Carnoy  1984: 
194-195).  Hegemony  oleh  Gramsci  dirumus- 
kan  sebagai  kekuasaan  yang  tidak  dilindungi 
oleh  kekerasan.   Tetapi  usaha  mencapai 
hegemony  tidak  pernah  otomatis  tercapai 
100«7o,  karena  ada  kelompok-kelompok  so- 
sial  dan  politik  dalam  masyarakat  yang  me- 
nolak  hegemony  negara  seperti  kelompok  in- 
telektual.  Oleh  Gramsci,  pemakaian  hege- 
mony yang  berkonotasi  Marxian  menunjuk- 
kan  dominasi  ideologis,  yaitu  ideologi  dipa- 
kai  untuk  menumbuhkan  kesadaran  palsu. 
Oleh  karena  itu,  secara  sederhana  hegemony 
adalah  refleksi  dari  kekuatan-kekuatan  so- 
sial,  politik,  ekonomi  dan  budaya  yang  tun- 
duk  dan  patuh  tanpa  pemaksaan  (Gramsci 
dalam  Carnoy:  66). 

Untuk  masyarakat  Indonesia  yang  se- 
dang  menuju  proses  demokratisasi,  konsep 
Gramsci  mengenai  perlunya  memperkuat 
barisan  oposisi  dalam  masyarakat  sipil  sa- 
ngat  tepat,  sebab  penguatan  masyarakat  sipil 
adalah  salah  satu  prasyarat  proses  demokra- 
tisasi. Dalam  keadaan  kedudukan  negara 
sangat  kuat,  maka  oposisi  sangat  diperlukan 
untuk  setahap  demi  setahap  dapat  mengim- 
bangi  negara.  Namun  proses  penguatan  ma- 
syarakat sipilnya  Gramsci  ini  berjalan  dalam 
jangka  panjang  mengalami  ups  and  down 
(naik  turun). 

Pada  saat  yang  sama,  Orde  Baru  telah 
mengambil  jalan  penyingkiran  terhadap  ke- 
lompok-kelompok masyarakat  tertentu,  bu- 
kannya  memberikan  jalur  bagi  partisipasi 
politik  mereka. 

Dalam  pandangan  David  Bourchier, 
gangguan  terhadap  ketertiban  politik  dan 
modernisasi  dalam  bentuk  dissent  dan 


oposisi  adalah  bersifat  kultural,  sebab  pers- 
pektif  politik  (kaum  priyayi  atau  abangan) 
berlawanan  dengan  pengembangan  kelesta- 
rian  wibawa  dan  perujukan  politis,  sebagai- 
mana  halnya  ia  terikat  pada  sistem  kesetiaan 
dan  hubungan  pribadi  yang  hierarkis  dan 
bersifat  otoriter.  Tetapi  masih  ada  kesulitan- 
kesulitan  dalam  pelestarian  kekuasaan  (Da- 
vid Bourcher,  1993:  7). 

Emmerson  mengusulkan  suatu  perubah- 
an  dalam  struktur  politik  yang  diarahkan 
untuk  mewariskan  kekuasaan  secara  berta- 
hap  dan  meningkatkan  tan'ggung  jawab,  se- 
hingga  frustrasi  dan  perilaku  irasional  yang 
disebabkan  penyingkiran  secara  permanen 
akan  bisa  dikurangi.  Dia  juga  menganjurkan 
suatu  pemusatan  energi  untuk  memecahkan 
permasalahan  daripada  melayani  perten- 
tangan  kultural  dan  politik  (Donald  K.  Em- 
merson dalam  Jackson,  1978:  120). 

Jika  Orde  Baru  gagal  memberikan  salur- 
an  kelembagaan  bagi  kelompok-kelompok 
ekstra  parlementer  yang  menuju  pada  pem- 
bentukan  kebijaksanaan,  maka  suatu  di- 
mensi  konflik  akan  menjadi  terbuka.  Kecen- 
derungan  Orde  Baru  untuk  menindas  dan 
menyingkirkan  musuh-musuhnya  karena 
berani  mengritik,  menurut  Donald  K.  Em- 
merson bukan  berdasarkan  watak  anti  de- 
mokrasi  dari  Orde  baru,  melainkan  sesuai 
dengan  tesis  Huntington  bahwa  justru  kare- 
na keberhasilan  mereka  menutup  saluran 
partisipasi  yang  secara  politis  mengakibat- 
kan  mereka  tidak  mampu  memelihara  kesta- 
bilan  dan  ketertiban  dalam  jangka  panjang 
(Donald  K.  Emmerson,  1978). 

Keberhasilan  penyelenggaraan  Pemilu 
1992  merupakan  bukti  bahwa  pemerintah 
Orde  Baru  telah  berhasil  melaksanakan  ha- 
jat  nasional  tanpa  oposisi  yang  berarti,  se- 
hingga  keabsahan  sistem  politik  yang  konsti- 
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tusional  tetap  terjamin.  Sejalan  dengan  itu, 
kita  tidak  bisa  menutup  mata  bahwa  dari 
ketiga  OPP,  ada  yang  puas  dan  ada  pula 
yang  tidak  puas.  Seperti  yang  dikatakan  oleh 
Mendagri  Rudini  selaku  Ketua  PPI  1992 
bahwa,  "Pemilu  tidak  sangat  bersih,  tapise- 
cara  nasional  pelanggaran  relatif  kecil" 
{Kompas,  14  Juni  1992). 

Di  antara  yang  tidak  puas  adalah  PDI 
yang  merasa  sangat  dirugikan  selama  kam- 
panye  Pemilu,  meskipun  akhirnya  PDI  me- 
nerima  hasil  Pemilu  1992.  Salah  satu  kebe- 
ratan  PDI  untuk  tidak  langsung  mengakui 
hasil  Pemilu  1992  adalah  karena  PDI  meng- 
anggap  pemerintah  belum  benar-benar  ber- 
tindak  jujur  dan  adil  (jurdil)  dalam  pelaksa- 
naan  Pemilu,  di  mana  seolah-olah  pemerin- 
tah terlampau  menganakemaskan  GOLKAR 
dan  menyengsarakan  kedua  OPP  lainnya. 

Sedangkan  bagi  anggota  masyarakat 
yang  ikut  berpartisipasi  dalam  Pemilu,  ma- 
salah  puas  dan  tidak  puas  di  kalangan  elit 
Parpol  tidaklah  terlampau  dipusingkan,  se- 
bab  ditinjau  dari  segi  praktisnya  masyarakat 
menganggap  tidak  penting  untuk  memper- 
masalahkannya  di  samping  karena  ukuran- 
nya  sangat  subjektif,  juga  karena  masyara- 
kat lebih  menginginkan  what  next  dari  hasil 
Pemilu  itu. 

Bertolak  dari  asumsi  bahwa  masyarakat- 
lah  yang  menjadi  sumber  kekuasaan,  maka 
suatu  gejala  yang  menarik  perhatian  dari  Pe- 
milu 1992  ini  adalah  menguatnya  peranan 
masyarakat  sipil  dalam  kerangka  hubungan 
negara  dan  masyarakat  (state  and  civil  socie- 
ty relations).  Ini  adalah  gejala  baru  dari  ke- 
rangka hubungan  negara-masyarakat  yang 
selama  hampir  25  tahun  Orde  Baru  lebih  me- 
nunjukkan  peran  Orde  Baru  disebut  sebagai 
negara  yang  relatif  otonom  (meminjam  isti- 
lah  dari  Poulantzas  1984:  89-128). 


Dalam  keadaan  seperti  itu,  masyarakat 
sipil  diletakkan  secara  dikhotomis  dengan 
negara.  Negara  mencoba  mengontrol  masya- 
rakat, tetapi  warga  negara  mempertahankan 
kebebasan  individual  atau  hak-hak  sipil  me- 
reka  terhadap  negara.  Atau  dengan  kata 
lain,  kekuatan-kekuatan  masyarakat  yang 
mencoba  menentang  dominasi  negara  secara 
relatif  sebenarnya  berada  di  luar  negara. 
Dengan  demikian,  masyarakat  sipil  yang 
kuat  merupakan  prakondisi  bagi  proses  de- 
mokratisasi. 

Pada  saat  ini,  sektor  yang  paling  berpe- 
ngaruh  dalam  masyarakat  sipil  Indonesia 
adalah  pers,  konglomerat  dan  golongan 
Islam.  Sedangkan  masyarakat  di  lapisan  ba- 
wah  tidak  memiliki  pengaruh  politik  yang 
efektif  untuk  mempertahankan  kepentingan 
mereka.  Meskipun  dibatasi  secara  ketat  oleh 
pemerintah,  sampai  derajat  tertentu  pers 
dapat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah 
dengan  menggerakkan  pendapat  umum. 
Akan  tetapi  pada  saat  yang  sama,  pers  juga 
sangat  rentan  karena  pemerintah  mempu- 
nyai  kekuasaan  yang  hampir  tidak  terbatas 
untuk  memberangus  surat  kabar,  majalah 
dan  radio. 

Golongan  Islam  menjadi  pengimbang 
potensial  bagi  negara  {Tempo,  6  Juni  1992). 
Faktor  objektif,  yaitu  momentum  historis 
atau  konfigurasi  dari  banyak  unsur  politik 
dan  ekonomi  dalam  kurun  waktu  tertentu, 
dan  faktor  ideologis,  yaitu  persepsi  kelom- 
pok  Islam  akan  memainkan  peranan  penting 
atau  tetap  tinggal  sebagai  kekuasaan  laten 
dalam  masyarakat  {Prisma,  3  Maret  1992). 

Peluaiig  dan  Tantaiigan 

Sangat  sulit  menentukan  faklor-faktor 
pendorong  atau  penghambat  yang  secara  mi- 
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nimal  dapat  menjadi  indikator,  untuk  meng- 
kalkulasi  proses  demokratisasi  politik  (dari 
atas  maupun  dari  bawah)  pada  politik  Indo- 
nesia pasca  Pemilu  1992, 

Yang  jelas,  tumbuh  kejemuan  dari  ang- 
gota  masyarakat  akan  status  quo  politik  se- 
perti  sekarang,  di  mana  pemerintah  sangat 
konservatif  terhadap  ide-ide  pembaruan  po- 
litik. Orang  mulai  menginginkan  kelonggar- 
an  politik,  suatu  keinginan  wajar  dari  ma- 
syarakat yang  hidup  di  negara  yang  menga- 
ku  berpemerintahan  demokrasi.  Tumbuh- 
nya  kesadaran  masyarakat  yang  ditandai  de- 
ngan  maraknya  partisipasi  melalui  unjuk 
rasa  (seperti  anti  SDSB,  Tragedi  Citayem 
dsb.),  adalah  suatu  indikasi  bahwa  kesadar- 
an politik  masyarakat  sipil  mulai  berkemr 
bang.  Bagaimana  posisi  GOLKAR  dan  Par- 
pol  dalam  mengantisipasi  hal  ini? 

Mantan  Ketua  Umum  GOLKAR,  Waho- 
no  menandaskan  bahwa,  "kemenangan 
GOLKAR  merupakan  cerminan  kepercaya- 
an  masyarakat".  Hal  ini  dikemukakan  oleh 
beliau  dalam  Munas  V  GOLKAR  tanggal  20 
Oktober  1993.  Munas  V  bagi  GOLKAR  sa- 
ngatlah  istimewa.  Setidaknya  ada  beberapa 
masalah  penting  yang  ramai  dibicarakan  da- 
lam forum.  Misalnya  soal  suksesi,  demokra- 
tisasi. Dalam  hal  demokratisasi  mencuat  per- 
tanyaan:  mungkinkah  GOLKAR  dapat  men- 
jadi motor  demokratisasi  dalam  sistem  poli- 
tik Indonesia? 

Dalam  era  globalisasi  dan  demokratisasi 
seperti  sekarang,  maka  GOLKAR  harus 
mengimbangi  semua  perkembangan  (trend) 
ini.  GOLKAR  jangan  menjauh,  justru  harus 
mengantisipasi  secara  arif  dan  demokratis 
(Afan  Gaffar  dkk.,  1993:  12).  Sehubungan 
dengan  ini,  setelah  Munas  V  GOLKAR  ada 
berbagai  hal  yang  terkait  dengan  posisi 
GOLKAR  dalam  proses  demokratisasi.  An- 
tara  lain: 


1.  Di  bidang  politik,  dalam  masyarakat  kita 
telah  berkembang  budaya  politik  yang  le- 
bih  mandiri  dan  lebih  partisipatif  dalam 
sistem  demokrasi  Pancasila.  Sejalan  de- 
ngan itu  semakin  berkembang  pula  ting- 
kah  laku  dan  praktek  politik  masyarakat 
yang  berpola  dalam  suatu  tatanan  (frame 
work)  yang  lebih  substantif  dan  aspiratif 
ketimbang  dengan  pendekatan  hirarkis- 
administratif,  misalnya  demonstrasi  soal 
pencabutan  SDSB  menunjukkan  tingkat 
kesadaran   itu.   Dalam   hubungan  ini 
GOLKAR  menginginkan  secara  sungguh- 
sungguh,  berfungsinya  semua  lembaga 
politik  negara  dan  lembaga-lembaga  poli- 
tik masyarakat  secara  wajar,  sehat,  fung- 
sional,  dalam  porsi  yang  sepadan  dan  se- 
imbang. 

2.  Di  bidang  ekonomi,  bertumpu  pada  sis- 
tem demokrasi  ekonomi  yang  berdasar- 
kan  Pancasila  dan  UUD  1945,  GOLKAR 
berketetapan  hati  untuk  terus  mernper- 
juangkan  agar  pemerataan  pembangunan 
ekonomi  dan  hasil-hasilnya  tidak  hanya 
berupa  tema  dan  slogan  yang  kemudian 
menjadi  pemeo  kosong. 

3.  Di  bidang  sosial  budaya,  kata  kuncinya 
terletak  pada  penumbuhan  dan  pengem- 
bangan  nilai-nilai  budaya  yang  mem- 
bangun  secara  demokratis,  yang  didu- 
kung  oleh  perangkat  keras  dan  lunak  ber- 
tumpu pada  kemajuan  dan  penguasaan 
Iptek  secara  memadai  dan  mampu  mema- 
cu  bangsa  menjawab  tantangan  masa  de- 
pan. 

Apa  pun  transformasi  serta  perubahan 
struktur  dan  budaya  masyarakat  akibat 
pembangunan,  di  satu  pihak  haruslah  senan- 
tiasa  berada  dalam  batas  pagar  dan  di  atas 
landasan  asas  nilai-nilai  Pancasila  dan  da- 
lam semangat  UUD  1945,  sedangkan  di  lam 
pihak  haruslah  mampu  mengakomodasi  ber- 
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bagai  tuntutan  pembangunan  yang  dicirikan 
oleh  perubahan-perubahan  nasional  mau- 
pun  global. 

Proses  pembaruan  politik  guna  mem- 
bangun  tatanan  masyarakat  yang  lebih  me- 
rata  dan  struktur  politik  yang  lebih  liberal 
belum  memberikan  gambaran  yang  jelas. 
Untuk  tingkatan  masyarakat,  gambaran 
yang  realistis  adalah  sesuatu  yang  didamba- 
kan  sedangkan  di  tingkat  negara,  elit  pe- 
nguasa  politik,  ini  hanya  baru  sampai  pada 
political  discourse  yang  menyangkut  keingin- 
an  untuk  mempertahankan  kekuasaan  poli- 
tik selama  mungkin  dan  berlawanan  dengan 
usaha  untuk  mencari  suatu  model  alternatif 
pembaruan  politik  yang  lebih  dapat  diterima 
oleh  kedua  belah  pihak  (negara  dan  masya- 
rakat) (Arif  Budiman,  1991). 

Terasa  memang,  politik  di  Indonesia  i 
menjurus  ke  pertengkaran  hanya  untuk 
memperebutkan  kursi  belaka.  Pemerintah 
selama  ini  telah  berhasil  meniadakan  peran 
serta  masyarakat  sipil  dalam  mengurangi  ke- 
kuasaan negara.  Apakah  bentuk  negara 
yang  membentuk  transformasi  politik  atau 
proses  transformasi  politik  yang  menentu- 
kan  bentuk  negara?  Tetapi  yang  jelas,  proses 
transformasi  politik  di  Indonesia  tergantung 
pada  pilihan  elit  politik  dan  keputusan  mere- 
ka  didasarkan  atas  persepsi  politik  mereka, 
karena  yang  menginginkan  pembaruan  poli- 
tik di  Indonesia  hanya  golongan  menengah 
ke  bawah,  sedangkan  masyarakat  sipil  di  ba- 
wah  tidak  atau  belum  bisa  mengantisipasi 
apa  itu  pembaruan  poHtik.  Di  samping  itu 
elit  penguasa  politik  tidak  menginginkan 
adanya  pembaruan  politik,  dan  sistem  poli- 
tik yang  sekarang  dianggap  lebih  baik  dari- 
pada  pembaruan  poHtik  yang  belum  tentu 
bentuknya. 

Oleh  karena  itu,  sampai  tingkat  tertentu 
kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  elit  politik 


yang  ada  di  atas  tidak  mempertimbangkan 
akan  perlunya  pembaruan  politik  sekarang 
ini.  Dalam  arti,  pemerintah  hanya  mempu- 
nyai  blangko  kosong  mengenai  demokrati- 
sasi  politik,  atau  proses  transformasi  politik 
di  Indonesia  merupakan  suatu  mission  im- 
possible. Pernyataan  terakhir  ini  mengisya- 
ratkan  bahwa  setiap  pilihan  (option)  mem- 
punyai  kesempatan  yang  sama.  Bilamana 
terdapat  keadaan  di  mana  kesempatan  lebih 
besar  tersedia  bagi  anggota  elit  penguasa  po- 
litik untuk  mengadakan  pembaruan  politik, 
maka  persyaratan  proses  pembaruan  politik 
dari  atas  telah  tersedia.  Jika  tidak  ada  kese- 
pakatan  di  antara  elit  politik,  maka  proses 
pembaruan  politik  dari  atas  diabaikan.  Isu 
sentral  yang  perlu  dipertanyakan  selanjut- 
nya  adalah:  "Apabila  konfigurasi  politik 
berjalan  seperti  itu,  bagaimana  nasib  demo- 
kratisasi  politik  di  Indonesia"? 

Ada  beberapa  kemungkinan  yaitu  seba- 
gai  berikut: 

1 .  Kemungkinan  pertama,  elit  politik  secara 
politis  mempunyai  pandangan  yang  tidak 
sama  mengenai  urgensi  demokratisasi/ 
pembaruan  politik.  Jika  elit  pohtik  tetap 
puas  dengan  sistem  yang  ada  sekarang, 
maka  proses  pembaruan  tidak  akan  terja- 
di.  Kalaupun  terjadi,  hanyalah  bersifat 
partial  yang  tidak  bersifat  global.  Dalam 
arti,  jika  kaum  elit  nonstruktural  bersi- 
kap  pasif  pada  semangat  pembaruan, 
maka  otoriterisme  semakin  menguat. 

2.  Kemungkinan  kedua,  jika  pemerintah  ga- 
gal  untuk  mempertahankan  pertumbuh- 
an  ekonomi  yang  sesuai  dengan  keingin- 
an  kapitalisme  internasional,  maka  peme- 
rintah terpaksa  merespons  proses  pemba- 
ruan politik  secara  jangka  panjang.  Akan 
tetapi,  jika  pemerintah  tetap  dapat  mem- 
pertahankan momentum  pertumbuhan 
ekonomi  yang  didukung  oleh  minyak  bu- 
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mi,  ekspor  non-migas,  aset  kapitalisme 
borjuis  domestik  dan  asing,  PMA,  ban- 
tuan  luar  negeri,  maka  pengembangan 
suatu  pembaruan  politik  yang  lebih  de- 
mokratis  dan  kompetitif  secara  kondusif 
akan  melanggengkan  rezim  ini. 
3.  Kemungkinan  ketiga,  sulitnya  memenuhi 
harapan-harapan  yang  terus  berkembang 
akan  peningkatan  kesejahteraan  masya- 
rakat  dan  kebutuhan  material  masyara- 


kat,  serta  menyurutnya  pendapatan  ne- 
gara  baik  dari  sumber-sumber  minyak 
bumi,  non-migas,  bantuan  luar  negeri, 
PMA,  pajak,  maka  hal  ini  akan  mem- 
bawa  implikasi  konflik  antara  negara  dan 
masyarakat  sipil  yang  tajam,  namun  ka- 
mi  menolak  pendapat  yang  dapat  menun- 
jukkan  segera  tibanya  revolusi  sosial,  ka- 
rena  masih  sedikitnya  fakta-fakta  yang 
ada  sekarang  ini. 
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Beberapa  Segi 
Politik  Pembangunan 
Kawasan  Timur  Indonesia 

Syamsuddin  Maris 


Pendahuluan 


TANPA   terasa,    isu  pembangunan 
yang  mempertentangkan  Jawa  seba- 
gai  "pusat"  dan  luar  Jawa  sebagai 
"pinggiran",  secara  berangsur  kini  mulai 
bergeser,  digantikan  oleh  perspektif  Iain 
yang  lebih  bersifat  perbandingan  pertum- 
buhan  antarwilayah,  terutama  antara  kawa- 
san Barat  dan  Timur  Indonesia.  Perkem- 
bangan  ekonomi  yang  dialami  kawasan  yang 
semula  adalah  "pinggiran",  Sumatera,  ter- 
utama selama  empat  Pelita  pertama  Orde 
Baru  -  sehingga  bisa  mengimbangi  pertum- 
buhan  yang  dialami  Jawa,  merupakan  salah 
satu  penyebab  terpenting  pergeseran  isu  ter- 
sebut.  Karena  itu  tidak  heran  apabila  dalam 
sewindu  terakhir  diskusi  pembangunan  ham- 
pir  di  semua  kalangan,  pemerintah  maupun 
masyarakat,  sangat  diwarnai  oleh  obsesi  me- 
majukan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI), 
yang  dianggap  amat  tertinggal  dibandingkan 
Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI). 

Tetapi,  apa  sesungguhnya  yang  disebut 


kawasan  Bagian  Timur  Indonesia  dan  kawa- 
san Bagian  Barat  Indonesia  yang  kini  di- 
populerkan  dengan  sebutan  KTI  dan  KBI? 
Dalam  arti  lain,  apakah  istilah-istilah  terse- 
but  merupakan  konsep  ekonomi,  politik, 
kultural,  atau  justru  sebuah  konsep  geogra- 
fis?  Apakah  KTI  benar-benar  bisa  mengejar 
ketertinggalannya,  sehingga  dapat  mengim- 
bangi percepatan  pembangunan  KBI?  Apa- 
kah obsesi  tentang  KTI  itu  sungguh-sungguh 
didukung  oleh  suatu  kebijakan  otoritatif, 
atau  sekadar  pengakuan  simbolik  atas  "ke- 
gagalan"  Orde  Baru  memacu  pertumbuhan 
kawasan   tersebut   selama  Pembangunan 
Jangka  Panjang  (PJP)  Tahap  I?  Dan  yang 
tak  kalah  pentingnya,  apakah  cukup  relevan 
persoalan    keterbelakangan   KTI  semata- 
mata  didekati  dan  diselesaikan  secara  eko- 
nomi? 

Tulisan  ini  tentu  saja  tidak  berpretensi 
menjawab  semua  pertanyaan  tersebut.  Seba- 
gai isu  yang  relatif  baru,  pertanyaan-perta- 
nyaan  di  atas  dan  sejumlah  pertanyaan  lain 
yang  bisa  didaftar  lebih  panjang  lagi,  perlu 
diajukan  agar  setiap  pembicaraan  mengenai 
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KTI  benar-benar  relevan  dan  ada  guna- 
nya,  terutama  bagi  masyarakat  kawa- 
san  tersebut.  Selain  itu,  pertanyaan-perta- 
nyaan  kritis  diperlukan  untuk  menghindari 
kesimpulan  yang  cenderung  berulang,  "sera- 
gam"  dan  bersifat  "klise"  mengenai  per- 
soalan  yang  sama  dan  senada. 

Dalam  kaitan  tersebut,  tulisan  ini  hanya 
berusaha  melihat  beberapa  ranting  persoal- 
an  di  balik  pertanyaan-pertanyaan  besar 
yang  diajukan  itu.  Dengan  kata  lain,  tulisan 
ini  hanya  akan  meninjau  beberapa  segi  poli- 
tik,  baik  yang  bersifat  menghambat  maupun 
mendukung,  kalau  ada,  obsesi  "mengang- 
kat"  KTI  dalam  kedudukan  yang  lebih  seja- 
jar  dengan  kawasan  Indonesia  di  sebelah- 
nya.  Karena  itu,  beberapa  segi  yang  akan 
menjadi  fokus  telaahan  adalah  kualitas  kebi- 
jakan  mengenai  KTI,  tingkat  dukungan  dan 
kesadaran  politik  masyarakat  setempat,  ser- 
ta  peluang  daerah-daerah  di  wilayah  ini 
"mengejar"  ketertinggalannya  dari  daerah- 
daerah  lain  di  Indonesia. 

Perubahan  dan  Ciri  Kebijakan  Orde 
Baru 

Pembicaraan  tentang  pembangunan  ten- 
tulah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  perbincang- 
an  mengenai  masyarakat  di  mana  pemba- 
ngunan tersebut  dilakukan.  Dalam  kaitan  ini 
Rogers,  misalnya,  membedakan  perubahan 
masyarakat  dalam  dua  tipe,  yaitu  perubahan 
yang  berasal  dari  dalam  masyarakat  itu  sen- 
diri,  dan  perubahan  yang  bertolak  dari  luar 
masyarakat  yang  bersangkutan.'  Dua  tipe 
perubahan  ini  kemudian  bisa  berkembang 
menjadi  empat  subtipe  perubahan  yang  ber- 

'Everest  M.  Rogers,  Modernization  Among  Peas- 
ants (New  York:  Holt,  Reinhart  and  Winston  Inc., 
1969),  3-13. 


beda,  tergantung  dari  sifat  kemandirian 
pada  tipe  perubahan  pertama  dan  intensitas 
pengaruh  luar  pada  tipe  perubahan  yang  ke- 
dua.  Menurut  Rogers,  keempat  subtipe  itu 
adalah:  (1)  perubahan  mandiri,  yang  benar- 
benar  bersumber  dari  masyarakat:  (2)  peru- 
bahan melalui  kontak  selektif;  (3)  perubah- 
an mandiri  melalui  motivasi;  dan  (4)  peru- 
bahan  melalui  kontak  langsung. 

Pembangunan  nasional  yang  dilakukan 
secara  berencana  sejak  tahun  1969,  pada  da- 
sarnya  berusaha  merangsang  perubahan  ma- 
syarakat melalui  motivasi  dan  kontak  yang 
bersifat  langsung.  Motivasi  itu  misalnya  ter- 
cermin  dari  kuatnya  ideologisasi  pemba- 
ngunan sejak  awal  Orde  Baru,  sehingga  se- 
tiap  pemikiran  ahernatif  yang  n-  ""persoal- 
kan  hal  itu  dianggap  sebagai  penentang  (dis- 
sident) pemerintah.  Sedangkan  perubahan 
melalui  kontak  langsung  diperkenalkan,  mi- 
salnya, dalam  bentuk  program-program  in- 
tensifikasi  dan  ekstensifikasi,  pengenalan 
bibit  baru,  pupuk,  obat  antihama,  dan  sete- 
rusnya.  Dalam  konteks  politik,  motivasi  dan 
rangsangan  melalui  kontak  langsung  itu  be- 
gitu  intensnya  sehingga  tidak  jarang  berubah 
bentuk  menjadi  indoktrinasi  dan  mobilisasi, 
yang  pada  akhirnya  cenderung  mematikan 
inovasi  dan  kreativitas  masyarakat  lokal. 

Kecenderungan  yang  dikemukakan  ter- 
akhir  masih  ditambah  lagi  oleh  tiga  ciri 
umum  kebijakan  pembangunan  selama  lebih 
dari  20  tahun  terakhir.  Pertama,  kuatnya  ke- 
cenderungan kebijakan  yang  bersifat  sen- 
tralisasi  dalam  semua  aspek  pembangunan, 
sehingga  hampir  tidak  ada  peluang  bagi 
muncul  dan  berkembangnya  kreativitas  yang 
berasal  dari  bawah,  khususnya  dalam  arti 
masyarakat  di  daerah-daerah.  Kedua,  pem- 
berlakuan  kebijakan  yang  bersifat  seragam 


^Ibid.,  6. 
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untuk  semua  daerah  di  Indonesia,  tanpa 
memperhatikan  perbedaan  geografis,  demo- 
grafis,  potensi  sumber  daya  dan  kondisi 
obyektif  masyarakat  itu  sendiri.  Hampir  se- 
mua kebijakan  pusat  mengenai  daerah  ber- 
sifat  demikian.  Ketiga,  pendekatan  pemba- 
ngunan  yang  cenderung  sektoral  atau  depar- 
temental,  sehingga  persoalan-persoalan  yang 
berkaitan  dengan  ketimpangan  antarwilayah 
"luput"  dari  perhatian  para  perencana  pem- 
bangunan,  baik  di  tingkat  lokal  maupun  na- 
sional. 

Ketimpangan  antarwilayah,  khususnya 
kawasan  Timur  dan  Barat  Indonesia,  berhu- 
bungan  erat  dengan  tiga  ciri  umum  pende- 
katan kebijakan  yang  dikemukakan  di  atas. 
Oleh  karena  itu  dalam  upaya  memacu  per- 
tumbuhan  wilayah  KTI,  pertanyaan  yang, 
tidak  bisa  dielakkan  adalah,  akan  adalah  ke- 
bijakan otoritatif  yang  sifatnya  mendukung 
obsesi  besar  tersebut?  Sebelum  menjawab- 
nya,  di  bawah  ini  akan  diuraikan  terlebih 
dahulu  batasan  tentang  KTI  dan  sedikit  gam- 
baran  mengenai  ketimpangan  yang  dialami 
wilayah  tersebut. 


Identifikasi  KTI 

Sejak  isu  pembangunan  yang  memper- 
soalkan  ketimpangan  antarwilayah  Indone- 
sia Barat  dan  Timur  muncul  di  permukaan, 
berbagai  identifikasi  tentang  KTI  atau  IBT 
pernah  dikemukakan.  Dua  di  antaranya 
yang  terpenting  adalah,  pertama,  pembeda- 
an  wilayah  pembangunan  atas  dasar  penca- 
paian  perkembangan  ekonomi,  dan  kedua, 
pembedaan  yang  lebih  sederhana,  yakni 
pembagian  timur  dan  barat  atas  dasar  pem- 
belahan  waktu  yang  selama  ini  berlaku,  de- 
ngan menganggap  daerah-daerah  yang  ter- 
masuk   Waktu   Indonesia   Barat  sebagai 


KBI  dan  daerah-daerah  Waktu  Indone- 
sia Tengah  dan  Timur  sebagai  KTI.  Pem- 
bedaan yang  pertama  mengelompokkan 
Jawa  (termasuk  Madura),  Bali,  dan  Suma- 
tera  sebagai  daerah-daerah  yang  secara  eko- 
nomi relatif  telah  berkembang  dan  karena 
itu  dimasukkan  ke  dalam  wilayah  KBI,  dan 
wilayah  lain  di  luar  itu  sebagai  KTI.^  Se- 
dangkan  pembedaan  kedua  memilah  Jawa, 
Bali,  Sumatera  dan  Kalimantan  yang  berada 
pada  wilayah  Waktu  Indonesia  Barat  seba- 
gai KBI,  dan  daerah-daerah  sisanya,  Waktu 
Indonesia  Tengah  dan  Timur,  sebagai  KTI. 

Identifikasi-identifikasi  itu  tidak  dipakai 
di  sini,  karena  dua-duanya  mengabaikan 
istilah  KTI  dan  KBI  sebagai  konsep  geogra- 
fis. Sebab,  membiarkan  istilah-istilah  itu  se- 
mata-mata  sebagai  konsep  ekonomi,  barang- 
kali  akan  cenderung  rancu,  karena  di  wila- 
yah Sumatera  yang  dikatakan  maju  pun,  se- 
kurang-kurangnya  masih  terdapat  Bengku- 
lu,  dan  di  Kalimantan  masih  ada  Kalimantan 
Tengah  yang  relatif  tertinggal,  tidak  hanya 
dari  daerah-daerah  sekitarnya,  tetapi  juga 
dibandingkan  dengan  beberapa  propinsi  di 
wilayah  Indonesia  belahan  timur.  Selain  itu, 
memasukkan  Bali  dalam  kategori  KTI,  se- 
perti  tercermin  dalam  pembedaan  kedua,  ba- 
rangkali  akan  mengundang  lahirnya  inter- 
pretasi  yang  cenderung  "politis"  mengenai 
KTI.  Karena,  kecuali  Irian  Jaya  dan  Timor 
Timur  yang  menjadi  bagian  dari  RI  lebih 
kemudian,  keseluruhan  daerah  yang  masuk 
dalam  pemilahan  tersebut  adalah  wilayah 
bekas  Negara  Indonesia  Timur  (NIT)  dalam 
Republik  Indonesia  Serikat,  sehingga  se- 
akan-akan  keterbelakangan  KTI  berhubung- 


^Lihat  misalnya  pemikiran  yang  berkembang  dalam 
Sarasehan  HUT  XXV  Harian  Kompas  (1989)  yang  di- 
terbitkan  dalam  Menuju  Masyarakat  Baru  Indonesia, 
Kata  Pengantar  Jakob  Oetama,  Epilog  J.  Widodo  (Ja- 
karta: PT  Gramedia,  1990),  85-100. 
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an  dengan  "trauma  historis"  tersebut. 

Oleh  karena  itu,  batasan  KTI  yang  dipa- 
kai  dalam  tulisan  ini  lebih  bersifat  geografis, 
yaitu  daerah-daerah  yang  berada  di  sebelah 
timur  Kalimantan  dan  Bali.'*  Atau  kalau  di- 
tarik  garis  lurus  dari  utara  ke  selatan,  KTI 
adalah  wilayah  Indonesia  yang  berada  di  se- 
belah timur  Selat  Makassar  dan  Selat  Lom- 
bok.  Ini  berarti  bahwa  wilayah  KTI  meliputi 
sembilan  propinsi,  yaitu  empat  propinsi  di 
Sulawesi  (Selatan,  Tengah,  Utara,  dan  Teng- 
gara),  tiga  propinsi  di  Nusa  Tenggara  (NTB, 
NTT,  dan  Timor  Timur),  serta  Maluku  dan 
Irian  Jaya.  Total  luas  daerah  yang  tercakup 
dalam  KTI  tersebut  adalah  768.629  km^, 
atau  sekitar  40%  dari  keseluruhan  luas  wila- 
yah Indonesia,^  Walaupun  wilayah  KTI 
mencakup  hampir  separuh  keseluruhan  wila- 
yah tanah  air,  namun  sebagian  besar  terdiri 
atas  laut  yang  mengelihngi  pulau-pulau  be- 
sar dan  kecil  yang  jumlahnya  di  atas  bilang- 
an  ribuan. 

Dilihat  dari  jumlah  penduduk,  pada  ta- 
hun  1990  wilayah  KTI  didiami  oleh  tidak 
kurang  dari  20,034  juta  jiwa  penduduk, 
yang  berarti  merupakan  11,17%  dari  keselu- 
ruhan penduduk  Indonesia  periode  yang 
sama.  Kendati  berpenduduk  relatif  sedikit 
dibandingkan  wilayah  KBI,  keseluruhan  wi- 
layah KTI  memiliki  tingkat  pertumbuhan 
penduduk  yang  relatif  tinggi,  yakni  2,52% 
per  tahun  selama  periode  tahun"  1980-1990, 
padahal  secara  nasional  tingkat  pertumbuh- 
an pada  periode  yang  sama  hanya  1,97%.^ 


''Bandingkan  Iwan  J.  Azis,  "Pembiayaan  Pemba- 
ngunan  Daerah:  Pemerataan  antara  IBT-IBB  dan  Antar 
Daerah",  dalam  Analisis  CSIS,  no.  3,  Mei-Juni  1990, 
234-251. 

'Lihat  Statistik  Indonesia:  Statistical  Pocketbook  of 
Indonesia  1990  (Jakarta:  Biro  Pusat  Statistik,  1991),  3. 

*Ibid.,  23,  Tabel  3.1.1. 


Secara  kultural,  KTI  merupakan  kawa- 
san  yang  amat  majemuk  dan  heterogen,  jauh 
melebihi  kawasan  Indonesia  di  sebelahnya. 
Hal  ini  tercermin  dari  keragaman  bahasa 
yang  dipakai  oleh  masyarakat  di  kawasan 
tersebut.  Jika  di  wilayah  KBI  hanya  terdapat 
empat  kelompok  bahasa  utama,  Sumatera, 
Jawa,  Dayak,  dan  Bali-Sasak'^  beserta  27 
subkelompok,  maka  di  KTI  dapat  ditemui 
tidak  kurang  dari  13  kelompok  bahasa 
utama  berikut  72  subkelompok  yang  lebih 
kecil.  Apabila  sub-subkelompok  bahasa  ini 
menunjuk  atau  mewakili  suatu  etnis  terten- 
tu,  maka  data  tersebut  merupakan  gambar- 
an  paling  jelas  betapa  beragamnya  masyara- 
kat yang  ada  di  wilayah  KTI.  Keragaman  ter- 
sebut akan  lebih  nyata  lagi  apabila  perbeda- 
an  bahasa  pada  tingkat  dialek  ikut  diperhi- 
tungkan.  Di  Timor  Timur  saja  misalnya,  di- 
temukan  tidak  kurang  dari  15  sampai  19 
bahasa  lokal,^  padahal  wilayah  tersebut  ha- 
nya seperdua  dari  Pulau  Timor  yang  relatif 
kecil.  Atau  dengan  contoh  lain,  masyarakat 
Minahasa  yang  mendiami  sepotong  kecil  wi- 
layah utara  Sulawesi  seluas  sekitar  5.273 
km  ,  memiliki  paling  tidak  delapan  bahasa 
dengan  dialek  yang  berbeda:  Tonsea,  Tom- 


Yang  menarik,  NTB  yang  terdiri  dari  dua  pulau 
utama,  Lombok  dan  Sumbawa,  serta  tiga  etnis  utama, 
Sasak,  Sumbawa,  dan  Bima,  justru  terpecah  atas  dua 
kelompok  bahasa  utama.  Sasak  di  Lombok  dan  Sum- 
bawa di  sebagian  Pulau  Sumbawa  masuk  ke  dalam  ke- 
lompok bahasa  Bali-Sasak,  sedangkan  Bima  di  sebagian 
Sumbawa  yang  lain  menjadi  bagian  kelompok  bahasa 
Bima-Sumba.  Lihat  Hildred  Geertz,  Aneka  Budaya  dan 
Komunitas  di  Indonesia  (Jakarta:  Pulsar,  1981),  113- 
116. 

*Ibid. 

'Tentang  bahasa  di  Timtim,  lihat  terutama,  EKiVl 
Masinambouw,  "Bahasa-bahasa  di  Timor  Timur",  da- 
lam Berita  Antropologi,  no.  36,  Januari-Maret  1980, 
68-81.  Lihat  juga,  "Dili",  dalam  Penelitian  Wawasan 
Kebangsaan  Indonesia  (Talaran  Masyarakat)  (Jakarta: 
Puslitbang  Politik  dan  Kewilayahan  LIPI,  1993),  80-96. 
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bulu,  Tontemboan,  Toulour,  Tonsawang 
atau  Tonsini,  Ratahan,  Ponosakan,  dan 
Bantik.^^ 

a 

Keadaan  geografis  wilayah  KTI  seperti 
dikemukakan  di  atas  tampaknya  memang  ti- 
dak  menguntungkan  dari  sudut  ekonomi, 
karena  jarak  wilayah  ini,  baik  dengan  Jakar- 
ta maupun  dengan  "pusat"  lain,  yakni  lalu 
lintas  perdagangan  internasional  seperti  Se- 
lat  Malaka  dan  Singapura,  relatif  jauh.  Di 
samping  itu  persebaran  daerah  yang  sangat 
tidak  merata  yang  mengakibatkan  tefpencar- 
pencarnya  areal  pemukiman  penduduk,  me- 
rupakan  persoalan  lain  yang  dihadapi  kawa- 
san  ini. 


Gambaran  Ketiinpangan 

Keterbelakangan  KTI  sebagian  bersum- 
ber  dari  struktur  perekonomian  wilayah  ini 
yang  masih  amat  tergantung  dari  sektor  per- 
tanian.  Hampir  90%  penduduk  wilayah  ini 
bekerja  di  sektor  pertanian  dengan  tingkat 
produktivitas  amat  rendah.  Transformasi 
dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  yang 
berlangsung  dengan  pesat  di  kawasan  barat 
Indonesia,  hampir  tidak  terlihat  di  KTI.  Bu- 
kan  hanya  itu,  prasarana  dasar  dan  standar 
yang  diperlukan  untuk  membangun  industri 
seperti  jalan,  saluran  telepon,  Ustrik,  pela- 
buhan,  dan  tenaga  kerja  relatif  suUt  ditemu- 


kan  secara  lengkap  di  wilayah  KTI 


11 


'°Lihat  N.S.  Kalangie,  "Kebudayaan  Minahasa", 
dalam  Koentjaraningrat,  ed.,  Manusia  dan  Kebudayaan 
di  Indonesia  (Jakarta:  Djambatan,  1975),  143-164.  Se- 
cara kultural,  Hildred  Geertz  memasukkan  bahasa- 
bahasa  Minahasa  tersebut  ke  dalam  kelompok  bahasa 
Filipina,  yang  berbeda  dengan  kelompok-kelompok  ba- 
hasa di  Sulawesi  lainnya.  Lihat  Geertz.  Aneka  Budaya, 
114-118. 

'  ^Menuju  Masyarakat,  87-89. 


Akibat  situasi  seperti  di  atas,  selama  pe- 
riode  tahun  1967-1990  (sampai  Juni)  jumlah 
investasi  yang  mengalir  ke  sembilan  daerah 
di  wilayah.  KTI,- baik  melalui  PMDN  mau- 
pun PMA,  masing-masing  hanya  sekitar 
6,3%  dan  4,3%  dari  total  investasi  nasio- 
nal.^^  Seperti  dapat  dilihat  dalam  Tabel  1  di 
bawah  ini,  hanya  Irian  Jaya,  Maluku  dan 
Sulawesi  Selatan  yang  memiliki  total  perse- 
tujuan  investasi  PMDN  sedikit  di  atas  1%, 
sementara  propinsi-propinsi  lain  berada  di 
bawahnya.  Sementara  itu  untuk  investasi 
PMA,  kecuali  Sulawesi  Selatan  (4,0%)  dan 
Irian  Jaya  (3,1%),  semua  propinsi  lain  di  wi- 
layah KTI  masing-masing  hanya  memiliki 
total  investasi  di  bawah  1%. 

Ini  berarti  bahwa  selama  periode  yang 
sama,  sekitar  93,7%  investasi  PMDN  dan 
94,7%  PMA  mengalir  ke  wilayah  KBI,  de- 
ngan konsentrasi  terbesar  di  Jawa  Barat  dan 
DKI  Jakarta.  Kesenjangan  ini  lebih  diperta- 
jam  oleh  sifat  investasi  yang  dilaksanakan  di 
wilayah  KTI  yang  berorientasi  pada  bahan 
baku  dan  cenderung  bersifat  enclave.  Aki- 
batnya,  industri  di  wilayah  KTI  relatif  tidak 
mempunyai  dampak  yang  cukup  berarti  da- 
lam pembangunan  daerah  di  sekitarnya, 
khususnya  dalam  peningkatan  penghasilan 
dan  kesejahteraan  penduduk. Imphkasi  le- 
bih jauh  dari  kenyataan  seperti  ini  adalah 
rendahnya  tingkat  pendapatan  riil  per  kapi- 
ta,  yang  diperkirakan  hanya  sekitar  separuh 
dari  pendapatan  per  kapita  di  wilayah 
KBI.l^ 


12, 


^Lihat  T.  Dzulkarnain  Amin,  "Tinjauan  Atas  Ke- 
bijakan  Anggaran  Negara  di  Indonesia  Selama  Periode 
Orde  Baru",  dalam  Amir  Santoso  dan  M.  Riza  Sihbusi, 
Polidk.  Kebijakan  dan  Pembangunan  (Jakarta:  Dian 
Lestari  Grafika,  1993),  152-153. 
^^Menuju  Masyarakat,  87. 

"♦Perkiraan  ini  dengan  memperhitungkan  Kaliman- 
tan sebagai  bagian  dari  KTI.  Lihat.  ibid. 
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Tabel  1 


RANKING  PERSETUJUAN  PMDN  DAN  PMA 
1967-1990  DI  KTI 


PMDN 


PMA 


Prnninsi 

Propinsi 

1.  Irian  Jaya 

1,5 

1.  Sulawesi  Selatan 

4,0 

2.  Maluku 

1,2 

2.  Irian  Jaya 

3,1 

3.  Sulawesi  Selatan 

1,1 

3.  Sulawesi  Utara 

0,6 

4.  Sulawesi  Utara 

0,9 

4.  Maluku 

0,3 

5.  Sulawesi  Tengah 

0,6 

5.  Sulawesi  Tenggara 

0,1 

6.  Sulawesi  Tenggara 

0,5 

6.  Sulawesi  Tengah 

0,1 

7.  NTB 

0,3 

7.  NTT 

0,1 

8.  NTT 

0,2 

8.  NTB 

0,0 

9.  Timor  Timur 

0,01 

9.  Timor  Timur 

0,0 

Sumber:   Infobank  XIII,  Agustus  1990,  sebagaimana  dikutip  T.  Dzulkarnain  Amin,  "Tinjauan  Atas  Kebijakan", 
52-53. 


Ketimpangan  yang  dialami  wilayah  KTI 
ini  makin  diperparah  oleh  pendekatan  pem- 
bangunan  yang  sangat  bersifat  sektoral.  Se- 
kitar  90°7o  dana  pembangunan  disalurkan 
melalui  sektor-sektor  yang  terlembaga  mela- 
lui  departemen-departemen  teknis.  Persoal- 
annya  adalah  bahwa  bagi  daerah-daerah 
yang  penduduknya  jarang  seperti  wilayah 
KTI,  alokasi  yang  diterima  dari  proyek  sek- 
toral cenderung  lebih  sedikit  dibandingkan 
daerah-daerah  di  KBI  yang  padat  penduduk- 
nya, karena  perhitungannya  yang  masih  di- 
dasarkan  atas  tingkat  kepadatan  penduduk 
daerah  yang  bersangkutan.^^  Walaupun 
daerah-daerah  penerima  alokasi  proyek  sek- 
toral kecil  memperoleh  tambahan  dana  me- 
lalui subsidi  silang  yang  relatif  besar,  namun 
secara  absolut  tetap  lebih  "menguntung- 
kan"   bagi   daerah-daerah  berpenduduk 


"T.  Dzulkarnain  Amin,  "Tinjauan'  Atas  Kebijak- 
an", 146. 


padat. 

Pada  saat  yang  sama,  daerah-daerah  di 
wilayah  KTI  relatif  tidak  memiliki  potensi 
yang  cukup  untuk  meningkatkan  perolehan 
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mereka.  Li- 
ma dari  sembilan  propinsi  di  KTI,  yaitu 
Sulawesi  Tengah,  Sulawesi  Tenggara,  Malu- 
ku, Irian  Jaya,  dan  Timor  Timur,  pada 
tahun  1987/1988  misalnya,  hanya  mampu 
menyumbang  PAD  masing-masing  kurang 
dari  10%  terhadap  APBD  (lihat  Tabel  1). 
Padahal  pada  periode  yang  sama  propin- 
si di  KBI,  hanya  Kalteng,  yang  memiliki 
proporsi  PAD  kurang  dari  11%.  Hanya 
Sulawesi  Selatan  dan  Utara  yang  memi- 
Hki  proporsi  PAD  terhadap  APBD  relatif 
lumayan,  yakni  masing-masing  16,57%  dan 
13  87%.  Sementara  itu  NTB  dan  NTT  mem- 
punyai  proporsi  PAD  terhadap  APBD  yang 
relatif  "lumayan"  (dibandingkan  lima  pro- 
pinsi KTI  lainnya),  yaitu  masing-masmg 
10,49%  dan  11,90%. 
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Tabel  2 

PROPORSI  PAD  KBI  DAN  KTI  TERHADAP  APBD 


Wilayah  KBI   Wilayah  KTI 


Propinsi 

% 

Propinsi 

1.  DIAceh 

11,95 

19.  Sulut 

2.  Sumut 

21,40 

20.  Sulteng 

R  no 

3.  Sumbar 

17,84 

21.  Sulsel 

4.  Riau 

15,36 

22.  Sultra 

7,40 

5.  Jambi 

13,34 

23.  NTB 

10  49 

6.  Sumsel 

15,48 

24.  NTT 

11,90 

7.  Bengkulu 

15,22 

25.  Maluku 

9,19 

R  T.amniinty 

1 0,  IJ 

^o.  irian  jaya 

4,49 

9.  DKIJakarta 

63,92 

10.  Jabar 

21,00 

11.  Jateng 

19,33 

12.  DI  Yogyakarta 

16,29 

13.  Jatim 

22,25 

14.  Kalbar 

13,06 

15.  Kalteng 

5,50 

16.  Kalsel 

13,18 

17.  Kaltim 

18,80 

18.  Bali 

24,76 

Sumber:    T.  Dzulkarnain  Amin,  "Tinjauan  Atas  Kebijakan",  147-148. 


Data  dalam  tabel  tersebut  memperlihatkan 
betapa  lemahnya  kemampuan  sebagian  be- 
sar  propinsi  di  wilayah  KTI,  sehingga  sulit 
bagi  mereka  memperbaiki  posisi  perekono- 
miannya  tanpa  dukungan  kebijakan  yang  le- 
bih  "adil"  bagi  daerah-daerah  tersebut. 

Sementara  itu  Produk  Domestik  Regio- 
nal Bruto  kesembilan  daerah  di  wilayah  KTI 
hanya  berjumlah  Rp9.855,3  milyar  atau  seki- 
tar  8,5%  dari  total  PDRB  27  propinsi  perio- 
de  yang  sama.'^  Kecuali  Sulawesi  Utara,  Se- 

'^Data  1988  Ini  adalah  PDRB  atas  dasar  harga  yang 
berlaku  tanpa  Migas.  Dikutip  dari  Menteri  Keuangan, 
Kebijaksanaan  Keuangan  Negara,  Penataran  Penye- 
lenggaraan  Pemerintah  di  Daerah,  Kerjasama  LAN, 
Kantor  Menpan,  dan  Dewan  Pertimbangan  Otonomi 
Daerah,  tanpa  tahun,  119,  Tabel  76. 


latan,  dan  Maluku,  keenam  propinsi  lain 
masih  memiliki  jumlah  PDRB  di  bawah  Rpl 
trilyun. 


Obsesi  Tanpa  Kebijakan  Politik 

Gambaran  kasar  mengenai  KTI  seperti 
tercermin  di  atas  paling  tidak  memperlihat- 
kan betapa  tidak  relevannya  memperlaku- 
kan  bagian-bagian  Indonesia  yang  amat  ber- 
beda-beda  itu  secara  "seragam"  atau  seku- 
rang-kurangnya  sama  dengan  kawasan  ta- 
nah  air  di  sebelahnya.  Karena  bagaimana- 
pun  setiap  daerah  memiliki  kekhasan,  kebu- 
tuhan,  dan  kondisi  obyektif  yang  berbeda 
dengan  daerah-daerah  lainnya.  Sebagai  con- 
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toh  kecil  barangkali,  prioritas  pembangunan 
Maluku  yang  bersifat  kepulauan  tentulah  ti- 
dak sama,  atau  sekurang-kurangnya  berbe- 
da  dengan  prioritas  Kalimantan  Tengah 
yang  seluruhnya  berupa  daratan. 

Ini  berarti  bahwa  untuk  memperbaiki 
ketimpangan  di  wilayah  KTI  diperlukan  ke- 
bijakan  yang  tidak  hanya  berbeda  dengan 
yang  berlaku  selama  ini,  melainkan  juga  me- 
miliki  kekuatan  hukum  tetap  sehingga  me- 
ngikat  para  perencana  maupun  pelaksana 
pembangunan.  Akan  tetapi,  sejauh  ini  tak 
pernah  ada  kebijakan  yang  bersifat  mendu- 
kung  obsesi  memacu  pertumbuhan  KTI  se- 
hingga bisa  mengimbangi  perkembangan 
ekonomi  wilayah  Indonesia  di  sebelahnya. 
Dengan  kata  lain,  keinginan  untuk  memaju- 
kan  wilayah  KTI  sesungguhnya  masih  bera- 
da  pada  tingkat  "himbauan"  kepada  semua 
pihak,  terutama  investor  swasta,  agar  ikut 
memberikan  perhatian  khusus  kepada  wila- 
yah KTI.  Di  bawah  ini  dikutipkan  beberapa 
contoh  obsesi  memajukan  KTI  yang  dituang- 

kan  dalam  GBHN  1993,  yang  sebenarnya  le- 

17 

bih  bersifat  "himbauan"  tersebut: 

Pembangunan  industri  dikembangkan  secara  berta- 
hap  dan  terpadu  ...  melalui  penciptaan  iklim  yang 
lebih  merangsang  bagi  penanaman  modal  dan  pe- 
nyebaran  pembangunan  industri  di  berbagai  daerah 
terutama  di  kawasan  timur  Indonesia  sesuai  dengan 
potensi  masing-masing  dan  sesuai  dengan  pola  tata 
ruang  nasional. 

Pengembangan  transportasi  laut  harus  mampu 
menggerakkan  pembangunan  nasional  dan  pemba- 
ngunan daerah,  khususnya  di  kawasan  timur  Indo- 
nesia, dengan  mengutamakan  keteraturan  kunjung- 
an  kapal  yang  dapat  menggairahkan  tumbuhnya 
pandangan  dan  kegiatan  pembangunan  umumnya. 

Pengusahaan  potensi  kelautan  menjadi  berbagai 
kegiatan  ekonomi  perlu  dipacu  melalui  peningkatan 
investasi,  khususnya  di  kawasan  timur  Indonesia  ... 

'Yihat  GBHN  1993  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1993), 
53-74.  Penebalan  dari  penulis. 


Apa  yang  hendak  dikemukakan  di  sini 
adalah  bahwa  pergeseran  isu  pembangunan 
yang  tengah  berlangsung  dewasa  ini  benar- 
benar  hanya  terjadi  pada  tingkat  "isu".  Ar- 
tinya,  dari  segi  keinginan  barangkali  tidak 
ada  yang  bisa  membantah  betapa  penting- 
nya  memacu  pertumbuhan  ekonomi  wilayah 
KTI  yang  tertinggal,  namun  sayangnya  obse- 
si itu  tampaknya  belum  didukung  oleh  suatu 
kebijakan  otoritatif.  Sejak  dipopulerkan 
pada  paroh  kedua  tahun  1980-an,  obsesi  ten- 
tang  peningkatan  pembangunan  wilayah 
KTI  hanya  sampai  pada  tingkat  cita-cita. 
Dengan  kata  lain,  keinginan  dan  obsesi  ter- 
sebut hanya  tertuang  dalam  bentuk  kerang- 
ka  kebijakan  yang  bersifat  umum,  yaitu 
GBHN.  Padahal,  suatu  kebijakan  baru  me- 
miliki  kekuatan  otoritatif,  kalau  sudah  dija- 
barkan  dalam  bentuk  undang-undang  dan 
peraturan  pelaksanaan  di  bawahnya. 

Tidak  adanya  kebijakan  yang  bersifat 
mengikat  ini  bagaimanapun  tidak  akan  bisa 
menjamin  berlangsungnya,  misalnya,  inves- 
tasi yang  lebih  meningkat  di  wilayah  KTI. 
Kurang  memadainya  prasarana  pendukung 
seperti  jalan,  listrik,  telepon,  dan  tenaga  ker- 
ja,  sehingga  biaya  investasi  bisa  berlipat  gan- 
da,  mengakibatkan  rendahnya  minat  in- 
vestor menanamkan  modalnya  di  wilayah 
ini.  Karena  itu  tidak  heran  jika  yang  banyak 
bermunculan  di  Irian  Jaya  dan  Timor  Timur 
misalnya  adalah  "PT  Akan",  yakni  perusa- 
haan-perusahaan  yang  dijanjikan  akan  didi- 
rikan  di  daerah  itu,  namun  tidak  pernah 
benar-benar  terwujud  dalam  kenyataan.  Ar- 
tinya,  setiap  pengusaha  yang  berkunjung  ke 
Sana  berjanji  kepada  aparat  dan  masyarakat 
setempat  untuk  menanamkan  investasinya 
namun  tidak  pernah  kembali-kembali.  Ke- 

'"Lihat  mengenai  hal  ini  dalam  "Dili".  "Sorong". 
dan  "Jayapura".  dalam  Penelitian  Wawasan  Kebang- 
saan,  80-165. 


46 


ANALISIS  CSIS,  1994-1 


nyataan  seperti  ini  hampir  pasti  akan  dialami 
oleh  daerah-daerah  lain  di  KTI,  apabila  ti- 
dak  ada  dukungan  kebijakan  di  balik  obsesi 
besar  memacu  perkembangan  wilayah  KTI. 

Kesadaran  Politik  Masyarakat 

Di  luar  soal  rendahnya  kemauan  politik 
pemerintah  memacu  perkembangan  KTI, 
kendala  bagi  perubahan  tampaknya  juga 
berasal  dari  masyarakat  sendiri.  Secara 
umum  posisi  tawar-menawar  masyarakat 
relatif  lebih  rendah  dari  umumnya  daerah- 
daerah  lain  di  wilayah  KBI.  Dua  dari  sejum- 
lah  indikator  yang  bisa  dipakai  dalam  hu- 
bungan  ini  adalah,  pertama,  besarnya  du- 
kungan mereka  terhadap  kebijakan  politik 
pemerintah,  dan  kedua,  sekaligus  sebagai 
akibatnya,  relatif  lemahnya  kedudukan 
organisasi-organisasi  masyarakat,  termasuk 
partai  politik  nonpemerintah,  PPP  dan 
PDI.'^ 

Kecenderungan  yang  dikemukakan  itu 
paling  tidak  tercermin  dari  kenyataan  bahwa 
tak  satu  pun  daerah  pemilihan  di  wilayah 
KTI  dalam  dua  pemilu  terakhir  (1987  dan 
1992)  yang  bersifat  kompetitif,  dalam  arti 
ada  persaingan  ketiga  OPP:  Golkar,  PPP, 
dan  PDI.  Padahal  untuk  periode  yang  sama, 
di  wilayah  KBI  terdapat  empat  dan  lima 
daerah  pemilihan  yang  "cukup  kompetitif" 
serta  satu  dan  tiga  daerah  pemihhan  yang 
"sangat  kompetitif"  dalam  persaingan  ke- 
tiga OPP  dalam  dua  pemilu  yang  sama.^° 

'^Sekali  lagi  ini  adalah  dalam  konteks  perbandingan 
dengan  wilayah  KBI. 

^°Lihat  Riswandha  Imawan,  "Dinamika  Pemilih  da- 
lam Pemilu  1992",  makalah  Seminar  Membaca  Hasil 
Pemilihan  Umum  1992,  CSIS,  Jakarta,  9  Juli  1992,  21. 
Istilah-istilah  yang  digunakan  Riswandha,  adalah  "ti- 
dak kompetitif",  "kompetitif  sedang",  dan  "kompe- 
titif tinggi". 


Data  ini  bukan  hanya  menggambarkan 
dengan  jelas  betapa  lemahnya  kedudukan 
kedua  partai,  PPP  dan  PDI,  dalam  berha- 
dapan  dengan  Golkar.  Yang  lebih  penting 
dari  itu  barangkali  adalah  bahwa  data  terse- 
but  memperlihatkan  juga  betapa  rendahnya 
keinginan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk 
mengubah  serta  memperbaiki  kehidupan 
mereka  secara  politik.  Walaupun  demikian 
interpretasi  lain  bisa  juga  diberikan  terhadap 
data  yang  sama,  misalnya  saja,  untuk  meng- 
gambarkan begitu  kuatnya  mobilisasi  dila- 
kukan  terhadap  masyarakat  sipil,  sehingga 
hampir  tidak  ada  peluang  bagi  mereka  untuk 
menciptakan  alternatif-alternatif  selain  yang 
ditawarkan  birokrasi  pemerintah. 

Kedudukan  OPP  nonpemerintah  dalam. 
dua  pemilu  terakhir  bisa  dipakai  untuk  meli- 
hat  rendahnya  keinginan  masyarakat  untuk 
menciptakan  alternatif,  sekurang-kurangnya 
dalam  bentuk  pilihan  OPP  yang  berbeda 
(dengan  kecenderungan  umum)  dalam  pemi- 
lu. 

Seperti  dapat  dilihat  dalam  Tabel  3  di  atas, 
perolehan  suara  PPP  dan  PDI  pada  Pemilu 
1987  dan  1992  di  wilayah  KTI  rata-rata  di 
bawah  perolehan  suara  dua  partai  itu  secara 
nasional.  Pada  pemilu  1987  dan  1992  PPP 
secara  nasional  memperoleh  suara  rata-rata 
15,96%  dan  17%,  sedangkan  PDI  pada  pe- 
riode yang  sama  memperoleh  10,87%  dan 
14,89%.  Sementara  perolehan  suara  Golkar 
rata-rata  di  atas  perolehannya  secara  nasio- 
nal, yaitu  masing-masing  73,17%  (1987)  dan 
68,11%  (1992). 

Kemampuan  masyarakat  mengaktualisa- 
sikan  diri  secara  politik  bisa  pula  dilihat  dari 
intensitas  keterlibatan  mereka  dalam  lemba- 
ga-lembaga  perwakilan  selaku  perumus  kebi- 
jakan. Dalam  kaitan  ini  salah  satu  indikator 
yang  penting  adalah  sejauh  mana  akses  ma- 
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Tabel  3 


PEROLEHAN  SUARA  TIGA  OPP  DALAM  PEMILU  1987-1992  DI  KTI 

(dalam  %) 


PPP 


GOLKAR 


PDI 


ProDinsi 

1  no*? 

1992 

1987 

1992 

1987 

1992 

Sulawesi  Utara 

5,41 

4,48 

87,49 

88,23 

7,10 

7,29 

Sulawesi  Tengah 

11,95 

10,96 

83,12 

80,77 

4,93 

8,27 

Sulawesi  Tenggara 

1,99 

1,84 

97,15 

94,35 

0,86 

3,81 

Sulawesi  Selatan 

8,87 

7,71 

90,01 

89,77 

1,12 

2,52 

NTB 

11,88 

11,55 

82,56 

78,50 

5,56 

10,45 

NTT 

1,31 

1,84 

94,74 

91,21 

3,95 

6,95 

Timtim 

0,37 

1,43 

93,68 

82,86 

5,59 

15,95 

Maluku 

13,28 

16,02 

81,48 

73,86 

5,24 

10,12 

Irian  Jaya 

2,74 

2,39 

92,95 

86,61 

4,31 

10,46 

Rata-rata 

6,42 

6,47 

89,24 

85,10 

4,29 

8,42 

Sumber:  Diolah  dari  Riswandha  Imawan,  "Dinamika  Pemilih  dalam  Pemilu  1992",  makalah  Seminar  Membaca 
Hasil  Pemilihan  Umum  1992,  Jakarta,  CSIS,  9  Juli  1992,  17-19. 


syarakat  daerah  dalam  keanggotaan  lemba- 
ga  legislatif,  khususnya  di  DPR.  Dilihat  dari 
sudut  pandang  ini,  seperti  tercermin  dalam 
Tabel  3,  peluang  masyarakat  di  wilayah  KTI 
untuk  ambil  bagian  dalam  proses  perumusan 
kebijakan  di  DPR  tampaknya  masih  amat 
terbatas,  dan  bahkan  lebih  rendah  daripada 
tingkat  kesertaan  wakil-wakil  daerah  secara 
nasional. 

Tabel  4  di  atas  memperlihatkan  bahwa 
hanya  32,9%  "calon  jadi"^^  Pemilu  1992 


2 1 

"Calon  Jadi"  adalah  calon-calon  anggota  DPR 
yang  nomor  urutnya  diperkirakan  akan  memperoieh 
kursi  dalam  pemilu  yang  bersangkutan,  dengan  asumsi 
bahwa  peroiehan  kursi  OPP  di  masing-masing  daerah 
pemilihan  tidak  berubah,  atau  sama  dengan  hasil  pemi- 
lu lima  tahun  sebelumnya. 


yang  berasal  dari  wilayah  KTI  sendiri,  se- 
mentara  selebihnya,  67,1%  berdomisili  di 
Jakarta.  Ini  merupakan  "kemunduran"  dari 
tingkat  kesertaan  calon  anggota  DPR  asal 
daerah  KTI  dalam  Pemilu  1987  yang  masih 
sekitar  40,3%.  Dibandingkan  tingkat  keser- 
taan calon-calon  anggota  DPR  asal  daerah 
secara  nasional,  yang  mencapai  47,6% 
(1987)  dan  43,6%  (1992),  maka  akses  wakil- 
wakil  rakyat  asal  KTI  tampaknya  lebih  ren- 
dah. Angka-angka  ini  bagaimanapun  meng- 
gambarkan  "ketidakberdayaan"  masyara- 
kat wilayah  KTI  secara  politik,  sehingga  po- 
sisi  tawar-menawar  mereka  dalam  perumus- 
an kebijakan  pun  relatif  rendah  pula. 

Apa.yang  ingin  dikemukakan  dari  uraian 
pada  bagian  ini  adalah  bahwa  kendati  parti- 
sipasi  masyarakat  relatif  tinggi  dalam  poll- 
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tik,  khususnya  pemilu,  namun  hal  itu  be- 
lum  diikuti  oleh  penilaian  yang  kritis  terha- 
dap  sistem  yang  berlaku.  Hal  ini  tercermin 
terutama  dan  rendahnya  tingkat  kompetisi 
di  antara  ketiga  OPP,  sehingga  secara  riil 
tidak  berlangsung  kompetisi  politik  di  da- 
lamnya.  Kenyataan  ini  tentulah  merupakan 
gambaran  lain  dari  kuatnya  sentralisasi  kebi- 
jakan,  termasuk  kebijakan  pemenangan 
Golkar  dalam  pemilu  di  kawasan  ini. 

Tabel  4 


ASAL  DOMISILI  "CALON  JADI" 
PEMILU  1987  DAN  1992 
(dalam  %) 


Pemilu 

Asal  Calon 

Nasional* 

KTI 

1987 

Jakarta 

52,4 

59,7 

Daerah 

47,6 

40,3 

1992 

Jakarta 

56,4 

67,1 

Daerah 

43,6 

32,9 

*Kecuali  daerah  pemilihan  Jakarta  yang  semuanya  dari 
Jakarta. 


Sumber:  Diolah  dan  dihitung  dari  Daftar  Calon  Tetap 
Anggota  DPR  Pemilu  1987  yang  termuat  da- 
lam Berita  Negara  Republik  Indonesia,  no. 
23,  Maret  1987;  dan  Daftar  Calon  Sementara 
Anggota  DPR  Pemilu  1992  yang  dimuat 
Kompas.  21-28  Januari  1992. 

Namun  di  atas  segalanya,  data  yang  ter- 
cermin dalam  dua  tabel  terakhir  memperli- 
hatkan  relatif  rendahnya  tingkat  kesadaran 
masyarakat  untuk  menjadikan  diri  mereka 
sebagai  sumber  perubahan.  Padahal,  tanpa 
kesadaran  politik  yang  memadai  dari  masya- 


^^ingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  ter- 
akhir sekitar  97%,  sedikit  di  atas  tingkat  partisipasi  po- 
litik masyarakat  secara  nasional  yang  berkisar  pada 
95%. 


rakat  di  wilayah  KTI  sendiri,  sulit  bagi  ka- 
wasan ini  mengejar  ketertinggalannya  dari 
kawasan  Indonesia  di  sebelah  bar  at. 


Peluang  Bagi  Perubahan 

Melalui  uraian  di  atas  terlihat  bahwa 
kendala  yang  dihadapi  wilayah  KTI  dari  segi 
politik  bukan  hanya  belum  adanya  suatu  ke- 
bijakan otoritatif  yang  bersifat  mendukung 
upaya  memperbaiki  ketimpangan,  melain- 
kan  juga  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran 
masyarakat  untuk  memperbarui  kehidupan 
mereka.  Tanpa  kesadaran  politik  masyara- 
kat sendiri  akan  perlunya  perubahan  bagi 
mereka,  mungkin  sulit  untuk  daerah-daerah 
di  kawasan  ini  memperbaiki  tingkat  pertum- 
buhan  ekonominya.  Tetapi  mungkinkah  ke- 
sadaran muncul  dengan  sendirinya  di  dalam 
situasi  masyarakat  sudah  "terlanjur"  meng- 
anggap  bahwa  tidak  ada  sumber  perubahan 
lain  kecuah  pemerintah? 

Oleh  karena  itu,  dari  sudut  pemerintah 
barangkaU  sudah  waktunya,  kalau  bukan  se- 
makin  terlambat,  untuk  mengimplementasi- 
kan  cita-cita  dan  obsesi  memperbaiki  ketim- 
pangan KTI  dalam  bentuk  kebijakan  otori- 
tatif yang  bersifat  operasional.  Idealnya  ke- 
bijakan yang  diperlukan  itu  tentunya  adalah 
pada  tingkat  undang-undang,  yang  "me- 
maksa"  para  investor  menanamkan  modal- 
nya  di  wilayah  KTI  berdasarkan  persentase 
yang  dianggap  layak  oleh  pemerintah.  Atau 
dalam  bentuk  lain  pemerintah  barangkali 
bisa  menciptakan  semacam  inpres  baru,  se- 
perti  inpres  desa  miskin  atau  terkebelakang 
seperti  yang  kini  tengah  dirumuskan  oleh 
Bappenas. 

Tanpa  upaya  semacam  ini  mungkin  obse- 
si tersebut  lama-kelamaan  akan  berubah 


PEMBANGUNAN  KAWASAN  TIMUR  INDONESIA 


49 


menjadi  slogan,  yang  pada  hakikatnya  tidak 
menguntungkan  bagi  popularitas  dan  legiti- 
masi  yang  diperlukan  pemerintah  sendiri. 
Dari  segi  perkembangan  makro  ekonomi, 
perubahan  kebijakan  dalam  investasi  atau- 
pun  pemberian  proteksi  khusus  bagi  setiap 
investasi  di  KTI  memang  bisa  berdampak 
pada  merosotnya  tingkat  pertumbuhan.  Te- 
tapi  resiko  itu  tentunya  tidak  perlu  dihin- 
dari,  apabila  pemerintah  selaku  perencana 
sekaligus  pelaksana  pembangunan  sungguh- 
sungguh  memiliki  komitmen  untuk  memper- 
baiki  ketimpangan  wilayah  KTI. 

Dari  segi  pendekatan  kebijakan,  barang- 
kali  sudah  waktunya  kebijakan-kebijakan 
yang  cenderung  "seragam",  sektoral,  dan 
tersentralisasi  dipikirkan  kembali,  meng- 
ingat  perbedaan-perbedaan  geografis,  demo- 
grafis,  kebutuhan,  dan  sumber  daya  antar- 
wilayah  yang  cukup  tajam  dan  bervariasi. 
Selain  itu,  ketiga  pola  kebijakan  tersebut 
cenderung  "menutup  mata"  terhadap  mun- 
culnya  kesenjangan  atau  ketimpangan  pem- 
bangunan antara  daerah  yang  satu  dengan 


yang  iainnya,  sehingga  seakan-akan  tidak 
ada  keterkaitan  antara  kemajuan  daerah 
yang  satu  dan  keterbelakangan  daerah  yang 
Iainnya.  Ketimpangan  antara  wilayah  barat 
dan  timur  Indonesia  seperti  dilukiskan  sebe- 
lumnya,  sebenarnya  merupakan  by  product 
tiga  pola  kebijakan  yang  dikemukakan  itu. 
Karena  itu  obsesi  memacu  pertumbuhan  wi- 
layah KTI  dengan  mengabaikan  pemikiran 
alternatif  seperti  ini  barangkali  cenderung 
akan  sia-sia  belaka. 

Di  sisi  lain,  kebijakan  yang  bersifat 
mengikat  diperlukan  dalam  rangka  merang- 
sang  tumbuhnya  kesadaran  dan  kemampuan 
tawar-menawar  masyarakat,  sehingga  mere- 
ka  tidak  sekadar  menjadi  "obyek"  obsesi 
yang  tidak  jelas  dampak  maupun  hasilnya. 
Tanpa  kesungguhan  seperti  itu,  berbagai 
ajakan  membangun  KTI  baik  melalui 
GBHN,  pidato-pidato  pejabat  negara  ter- 
tinggi  sampai  terendah  maupun  melalui  ber- 
bagai seminar,  mungkin  akan  hilang  lenyap 
begitu  saja  tanpa  sedikit  pun  ada  manfaat- 
nya  bagi  masyarakat  di  kawasan  ini. 


Masalah  Monopoli 
di  Indonesia 

Sudarsono  Hardjosoekarto 


KALAU  membahas  masalah  mono- 
poli dan  sejawatnya  kartel  berdasar- 
kan  teori  ekonomi  neoklasik,  maka 
arah  pembahasan,  prediksi  implikasi  sosio 
ekonomik,  serta  implikasi  kebijakannya  su- 
dah  jelas  dapat  diduga  sebelumnya.  Teruta- 
ma  karena  berbagai  literatur  teori  ekonomi 
neoklasik  memberikan  eksplanasi  yang  pada 
dasarnya  seragam.  Kendatipun  teori  ekono- 
mi neoklasik  juga  sudah  memberikan  ke- 
mungkinan  jalan  keluar  untuk  mengatasi  sisi 
buruk  monopoli,  pertanyaannya  adalah 
mengapa  monopoli  dan  kartel  masih  saja 
menjadi  fenomena  yang  hidup  dan  aktual, 
bukan  saja  di  negara  yang  sistem  ekonomi 
pasarnya  belum  berjalan  relatif  "baik"  te- 
tapi  juga  di  negara-negara  yang  kini  menjadi 
"panutan"  sistem  ekonomi  pasar,  seperti  Je- 
pang. 

Tidak  sedikit  pengamat  yang  cenderung 
mengatakan  bahwa  UU  anti-monopoli  (hi 
dokusen  ho)  Jepang  sebagian  besar  di  anta- 
ranya  tinggal  menjadi  "pajangan"  dalam 
rak  buku.  Ini  terutama  didasarkan  oleh 
fakta  bahwa  kendati  ekonom,  pengambil  ke- 


bijakan  ekonomi  serta  pembuat  UU  (Diet) 
Jepang  sadar  akan  sisi-sisi  buruk  monopoli, 
kemudian  menangkalnya  dengan  UU  Anti- 
Monopoli,  tetapi  pada  saat  yang  sama  mere- 
ka  "mentolerir"  tumbuhnya  praktek  mono- 
poli. Bahkan  "ironisnya",  atau  justru  uri- 
tungnya,  secara  bersamaan  dengan  berlaku- 
nya  UU  Anti-Monopoli,  Jepang  juga  mem- 
berlakukan  UU  yang  pada  dasarnya  Anti 
UU  Anti-Monopoli.  Dalam  UU  Koperasi 
Pertanian  Jepang  (Nogyo  Kyodo  Kumiai 
Ho)  terdapat  pasal  tentang  ketidakberlaku- 
annya  pasal-pasal  dalam  UU  Anti-Monopoli 
dalam  bisnis-bisnis  komoditi  pertanian  yang 
dijalankan  oleh  jaringan  bisnis  Koperasi 
Pertanian  (Nokyo).  Bahkan  beberapa  tahun 
setelah  perang,  melalui  UU  tersendiri,  bisnis 
komoditi  beras  sepenuhnya  dilarang  dilaku- 
kan  oleh  selain  jaringan  Koperasi  Pertanian 
Jepang. 

Kendatipun  sulit  dikatakan  bahwa  sistem 
ekonomi  dan  demokrasi  ekonomi  Jepang 
menjadi  "luar  biasa"  seperti  sekarang  ini 
semata-mata  berkat  adanya  semangat  UU 
Anti-Monopoli  sekaligus  semangat  UU  Anti 
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UU  Anti-Monopoli  sebagaimana  diilustrasi- 
kan  di  atas,  tetapi  tidak  tertutup  adanya  pe- 
lajaran  menarik  atas  sumbangan  berbagai 
keadaan  paradoks  tersebut  dalam  memper- 
lancar  bekerjanya  mesin  ekonomi. 

Keadaan  seperti  ini  dapat  dikatakan  se- 
bagai  paradoks  terutama  bila  dilihat  dari 
kaca  mata  teori  ekonomi  neoklasik.  Sebalik- 
nya  dapat  juga  dikatakan  sebagai  sekadar 
"kegagalan"  atau  "keterbatasan"  ekonomi 
neoklasik  menjelaskan  fenomena  monopoli 
dalam  masyarakat.  Kegagalan  serupa  juga 
dihadapi  oleh  ekonomi  neoklasik  dalam 
menjelaskan  fenomena  insider  trading.  Ken- 
datipun  praktek  insider  trading  dikategori- 
kan  sebagai  wrongful,  unfair,  bahkan  im- 
moral, kenyataannya  masih  dipraktekkan 
juga  oleh  para  traders  sekalipun  di  negara- 
negara  yang  adidaya  dalam  mekanisme 
pasar  dan  demokrasi.  Perangkat  hukum 
Amerika  pun  seolah  tak  berdaya  mengha- 
dapi  praktek  insider  trading  tersebut.' 

Paradoks  ekonomi  neoklasik  dalam  men- 
jelaskan bisnis  komoditi  pertanian  Jepang 
masih  berlanjut  sampai  dasawarsa  1990-an, 
saat  mana  hampiij  sebagian  besar  bisnis  ko- 
moditi pertanian  dikuasai  (dimonopoli)  oleh 
jaringan  usaha  Koperasi  Pertanian  (Nokyo). 
Dalam  situasi  seperti  ini,  ekonomi  neoklasik 
mencari  jalan  keluar  dari  paradoks  melalui 
penjelasan  adanya  praktek  rent  seeking  yang 
dilakukan  oleh  petani  dengan  menggunakan 
kekuatan  organisasi  Nokyo  yang  sudah  me- 
lebar  di  bidang  politik  dengan  menggalang 
"kolusi"  dengan  para  politisi  terutama  di 
LDP  dan  politisi-politisi  dari  partai  lain 
yang  mendukung  kepentingan  petani  dan  bi- 


rokrat  terutama  di  Departemen  Pertanian, 
Perikanan  dan  Kehutanan  (Norinsuisan 
sho)} 

Pertanyaannya  adalah  apakah  ada  per- 
bedaan  antara  praktek  rent  seeking  yang  di- 
lakukan oleh  konglomerat  dengan  yang  dila- 
kukan oleh  petani?  Dari  kacamata  ekonomi 
neoklasik  tentu  tidak  ada  bedanya.  Tetapi 
dari  kacamata  ekonomi  politik,  kalau  tidak 
dibedakan,  tentu  menjadi  pertanyaan  besar. 

Pada  level  inilah  dapat  dibayangkan  ana- 
lisis  ekonomi  neoklasik  mengalami  "keman- 
degan".  Dikatakan  "mandeg",  oleh  karena 
bila  tetap  bersikukuh  dengan  argumen  efi- 
siensi,  anaUsis  ekonomi  neoklasik  tidak  akan 
mentolerir  adanya  distorsi  dalam  bentuk 
apapun  sekalipun  itu  untuk  kepentingan  ke- 
lompok  masyarakat  dalam  jumlah  banyak 
yang  mengelola  manajemen  usahanya  ber- 
skala  kecil-kecil  yaitu  petani. 

Di  antara  kemandegan  anahsis  itu  adalah 
tiadanya  perangkat  yang  jelas  dalam  mema- 
sukkan  unsur power  dalam  kerangka  analisis 
ekonomi  neoklasik.  Power  seringkali  diang- 
gap  given  dan  netral  di  dalam  analisis  ekono- 
mi neoklasik.  Lebih  repot  lagi  adalah  ada- 
nya anggapan  bahwa  power  telah  terdistri- 
busi  secara  merata  di  dalam  masyarakat, 
dan  tidak  pernah  bergerak  ke  arah  keadaan 
semakin  tidak  meratanya  distribusi power  di 
antara  kelompok-kelompok  masyarakat. 
Dengan  perlakuan  atas  power  seperti  ini, 
analisis  ekonomi  neoklasik  memang  dapat 
dengan  cemerlang  bertahan  pada  argumen- 
argumen  efisiensi,  termasuk  di  dalamnya  da- 
lam memandang  dan  mempertahankan  ar- 
gumen tentang  monopoli. 


'Franklin  H.  Easterbrook  (1985).  "Insider  Trading 
as  an  Agency  Problem"  in  Pratt  and  Zekahuser  (ed.), 
"Principals  and  Agents:  The  Structure  of  Business". 
Harvard  Business  School  Press. 


^Lihat  di  antaranya  Hara  (1987),  "Kindai  Nihon 
Nogyo  Hatten  to  Gendai  Ajia  Shokoku  e  no  Kanren- 
sai",  Ajia  Jinko  Kyokai. 
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Tetapi  kenyataan  sejarah,  terutama  di 
Asia  Timur,  menunjukkan  adanya  fenome- 
na  yang  seragam  yaitu  evolusi  dari  exploita- 
tive agricultural  policy  ke  arah  protective 
agricultural  policy.  Sulit  sekali  dibayangkan 
perubahan  semacam  ini  tanpa  diikuti  atau 
dibarengi  dengan  pergeseran  (terutama  me- 
nguatnya) power  di  tangan  petani  baik  seca- 
ra  individual  (stabilitas  farm  management) 
maupun  secara  berkelompok  dalam  bisnis 
maupun  collective  action  dalam  politik. 

Di  antara  manifestasi  menguatnya power 
petani  ini  adalah  dinamika  penetapan  harga- 
harga  komoditi  pertanian.  Argumen  efisiensi 
ekonomi  neoklasik  jelas  akan  memandang 
terbentuknya  harga  keseimbangan  (equi- 
librium price)  semata-mata  dari  pergerakan 
supply  and  demand  tanpa  adanya  campur 
tangan  power  sama  sekali.  Tetapi,  kenyata- 
an terdapat  harga  keseimbangan  yang  ter- 
jadi  dalam  kurun  waktu  yang  lama  yang 
tidak  semata-mata  karena  dinamika  supply 
and  demand,  lebih  banyak  justru  karena  ada- 
nya campur  tangan  power  di  dalamnya.  Ti- 
dak sedikit  yang  memandang  bahwa  terben- 
tuknya harga  beras  dan  berbagai  komoditi 
pertanian  yang  menguntungkan  petani  Je- 
pang  sebagian  besar  di  antaranya  karena 
power  petani  yang  semakin  besar.  Protective 
agricultural  policy  di  antaranya  terutama  ka- 
rena sistem  ekonomi  politik  (Jepang)  telah 
memungkinkan  adanya  diskusi  bebas  dan 
jujur,  arus  informasi  terbuka,  dan  tumbuh- 
nya  jalur-jalur  keputusan  yang  sedapat 
mungkin  mencerminkan  semua  kepentingan 
dan  pertimbangan.  Pada  tingkat  ini,  "harga 
keseimbangan  neoklasik"  seakan  kehilang- 
an  makna  sebagai  satu-satunya  nilai  sosial. 
Yang  penting  justru  siapa  yang  menentukan 
harga  dan  bagaimana  prosesnya?  Bila  harga 
telah  diterima  oleh  mayoritas  lewat  proses 
yang  demokratis,  ia  harus  diterima  sebagai 


pilihan  optimum  nilai  sosial,  yang  tidak 
semata-mata  bersifat  distortif. 

Paradoks  ekonomi  neoklasik  tidak  mus- 
tahil  juga  terjadi  untuk  kasus  Indonesia.  Di 
satu  segi,  argumen  tumbuhnya  monopoli 
yang  amat  subur  dan  ini  dipandang  meng- 
ganggu  upaya  perbaikan  efisiensi  (lihat  mi- 
salnya  Iwan  Jaya  Aziz,  23  Oktober  1993), 
tentu  ada  benarnya.  Hal  ini  mestinya  harus 
segera  dicarikan  upaya  pemecahannya;  mi- 
salnya  melalui  kajian  yang  serius  tentang  pe- 
rumusan  RUU  Anti-Monopoli  yang  diikuti 
perdebatan  terbuka  di  DPR  serta  implemen- 
lasinya  yang  konkret.  Studi  banding  atas 
berbagai  UU  Anti-Monopoli  negara  amatlah 
membanlu. 

Di  lain  segi,  bila  memang  sudah  tumbuh 
semangat  UU  Anti-Monopoli  tidak  berarti 
bahwa  semua  sektor  dan  semua  jenis  usaha 
akan  dikebiri  habis  oleh  UU  ini.  Haruslah 
diakui  bahwa  masih  terdapat  disparitas  dari 
struktur  kepemilikan  sumber  daya  politik 
(power)  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi 
struktur  kepemilikan  sumber  daya  ekonomi. 
Terutama  produsen-produsen  kecil  seperti 
petani  yang  umnmnydi powerless  tentu  harus 
mendapat  perhatian  khusus.  Maksudnya  su- 
paya  pertimbangan-pertimbangan  UU  Anti- 
Monopoli  tidak  semata-mata  didasarkan 
atas  terminologi  efisiensi  dalam  ekonomi 
neoklasik  saja. 


Resolusi  1966 

Gerakan  Koperasi  Indonesia  pernah  me- 
ngajukan  resolusi  yang  "monopolistis" 
pada  tahun  1966.^  Intinya:  Gerakan  Kope- 
rasi Indonesia  meminta  supaya  pemerintah 

^Lihat  Hasil-hasil  Musyawarah  Nasional  Gerakan 
Koperasi  Indonesia  I  di  Jakarta  (1966). 
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melarang  tengkulak-tengkulak  nort-koperasi 
beroperasi  di  wilayah  di  bawah  Daerah  Ting- 
kat  II.  Maksudnya  supaya  transaksi-tran- 
saksi  bisnis  di  wilayah  kecamatan  dan  pede- 
saan  menjadi  ladang  usahanya  koperasi  sa- 
ja. 

Apa  yang  terjadi  setelah  hampir  30  tahun 
berlalu?  Dapat  dikatakan  bahwa  tidak  satu 
pun  koperasi  saat  ini  yang  benar-benar 
mampu  mensubstitusi  kehadiran  tengkulak- 
tengkulak  di  desa.  Bahkan  justru  sebalik- 
nya,  tengkulak-tengkulak  tersebut  dapat  me- 
nguasai  sebagian  besar  transaksi  pedesaan 
termasuk  -  ironisnya  ~  komoditas  pertani- 
an. 

Trend  ini  berbeda  dengan  perkembangan 
ekonomi  di  Jepang.'^  Pertama,  sebagian  be- 
sar bisnis  k6moditas  pertanian  dikuasai  oleh 
petani  dan  organisasinya.  Kedua,  lembaga- 
lembaga  finansial  yang  dioperasikan  oleh  ja- 
ringan  koperasi  pertariian  dapat  berkem- 
bang  untuk  melayani  kebutuhan  kredit,  asu- 
ransi  dan  pensiun  keluarga-keluarga  petani. 
Ketiga,  komoditi-komoditi  non-pertanian 
selain  disediakan  oleh  jaringan  swasta  (teru- 
tama  daerah  sub-urban)  juga  di  supply  oleh 
jaringan  koperasi  konsumen  atau  koperasi 
usaha  kecil. 

Ketidakberhasilan  Resolusi  1966  untuk 
menjadi  kenyataan  haruslah  dievaluasi  dari 
berbagai  sudut  pandang.  Pertama,  mungkin 
saja  para  ekonom  dan  pengambil  kebijakan 
ekonomi,  secara  "ideologi",  tidak  berkenan 
bergeser  dari  argumen  efisiensi.  Bila  kemu- 
dian  dicatat  kurangnya  political  will  untuk 
mengimplementasikan  Resolusi  1966  di  an- 
taranya  dapat  diduga  karena  sikap  para  pe- 
rencana  tersebut.  Akibatnya  memang  reso- 


''Lihat  di  antaranya  Zenkoku  Kyodo  Shuppan 
(1990).  "Nokyo  no  Soshiki.  Jigyo  Keiei  no  Arikata". 


lusi  yang  "distortif"  tersebut  diabaikan  se- 
lama  jangka  waktu  puluhan  tahun  saat 
mana  kebijakan  ekonomi  di  bawah  kendali 
argumen  efisiensi. 

Kedua,  resolusi  tersebut  sebagai  produk 
kelembagaan  pada  level  kebijakan  (policy 
level)  tampaknya  juga  tidak  diikuti  dengan 
institutional  arrangements  yang  membawa- 
nya  pada  level  implementasi  (organisational 
level  atau  operational  level).  Sebagian  di  an- 
taranya adalah  karena  kurangnya  peranan 
DPR  dalam  merumuskan  institutional  ar- 
rangements yang  perlu.  Kekurangan  peran- 
an DPR  ini  dapat  dikarenakan  oleh  rendah- 
nya  kemampuan  anggota  untuk  merumus- 
kan secara  strategis  arrangements  yang  di- 
perlukan,  atau  dapat  juga  karena  tidak  ada- 
nya  mekanisme  untuk  mewasiti  (mengha- 
kimi)  anggota-anggota  DPR  yang  tidak 
mampu/tidak  mau  menyusun  institutional 
arrangements. 

Ketiga,  gagalnya  implementasi  Resolusi 
1966  mungkin  saja  disebabkan  oleh  kuatnya 
birokrasi  di  Indonesia  dikombinasi  dengan 
kuatnya  pemerintah  lokal  dibanding  dengan 
kekuatan  arus  bawah  (petani  desa  sampai 
anggota  DPRD).  Sepertinya  apapun  yang 
masuk  desa  dapat  dikatakan  sebagai  mani- 
festasi  dari  masuknya  kekuatan  atas  yang 
memang  sudah  lama  "diterima"  dan  "di- 
derita"  oleh  pedesaan  Indonesia. 

Keempat,  kegagalan  Resolusi  1966  dapat 
juga  disebabkan  oleh  "tidak  realistisnya"  isi 
resolusi  tersebut.  Bukan  saja  isi  (content)  re- 
solusi yang  memang  terlalu  ideal,  tetapi  teru- 
tama  adalah  apakah  organisasi  koperasi  sen- 

^Lihat  Boeke  (1927),  "Objective  and  Personal 
Elements  in  Colonial  Welfare  Policy  in  Wartheim  et.al 
(eds.)  1961.  "Indonesia  Economics:  The  Concepts  of 
Dualism  in  Theory  and  Policy.  The  Hogue:  W.  Van 
Hoeve  Publishers  Ltd. 
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diri  sudah  disiapkan  untuk  mampu  mengem- 
ban  tugas  resolusi?  Menilik  pada  konsep- 
konsep  koperasi  Indonesia  sampai  dengan 
tahun  resolusi  tersebut,  yang  kenyataannya 
"amburadul",  dapat  diduga  faktor  keie- 
mahan  institusional  ini  cukup  berperan. 

Kelima,  tidak  lengkap  bila  tidak  menyer- 
takan  akademisi  sebagai  bagian  dari  penye- 
bab  kegagalan  Resolusi  1966.  Kenyataannya 
memang  amat  sedikit  para  akademisi  yang 
mengkaji  detil-detil  organisasi  koperasi  se- 
bagai badan  usaha  yang  mumpuni  untuk 
melaksanakan  resolusi  tersebut.  Bukan  ha- 
nya  detil  organisasi  koperasi,  detil  bisnis  tiap 
sektor  dan  komoditas  pun  belum  banyak  di- 
kaji  secara  tuntas.  Dialog  dengan  seorang 
pimpinan  birokrasi  yang  mengetahui  tentang 
seluk  beluk  perdagangan  hasil-hasil  perikan- 
an  diperoleh  informasi  bahwa  peta  jalur  tata 
niaga  perikanan  dan  implikasinya  terhadap 
struktur  power  nelayan  pun  sama  sekali 
masih  peta-buta. 


Monopoli  1992 

Tanpa  perlu  mawas  diri  tentang  kele- 
mahan  internal  koperasi  dan  problem  kega- 
galan Resolusi  1966,  Gerakan  Koperasi  In- 
donesia menggelar  lagi  tuntutan  "radikal"- 


nya  melalui  UU  No.  25  tahun  1992  pasal  63. 
Dalam  rangka  pemberian  perlindungan 
kepada  koperasi,  pemerintah  dapat: 

2l.  menetapkan  bidang  kegiatan  ekonomi 
yang  hanya  boleh  diusahakan  oleh  kope- 
rasi; 

b.  menetapkan  bidang  kegiatan  ekonomi  di 
suatu  wilayah  yang  telah  berhasil  diusa- 
hakan oleh  koperasi  untuk  tidak  diusaha- 
kan oleh  badan  usaha  lainnya. 

Dapat  dibayangkan  bahwa  satu-persatu 
macam  bisnis  di  Indonesia  di  "kuasakan" 
kepada  koperasi.  Bila  saatnya  cita-cita  ini 
dapat  diwujudkan,  artinya  Pemerintah/ 
Pemda  telah  memutuskan  satu  sampai  se- 
mua  bisnis  dikuasakan  kepada  koperasi, 
maka  lenyaplah  sudah  eksistensi  usaha- 
usaha  non-koperasi.  Mungkinkah?  Dan 
bila?  Apakah  pasal  63  UU  No.  25  tahun 
1992  akan  bernasib  sama  dengan  Resolusi 
1966? 

Bukankah  kenyataannya  adalah  bahwa 
pelan  tapi  pasti,  usaha-usaha  non-koperasi 
tetap  merambah  desa  dan  bahkan  memper- 
jualbelikan  komoditas  pertanian.  Sementara 
komoditas  pertanian  terlepas  dari  genggam- 
an  petani  dan  organisasinya,  apalagi  komo- 
ditas-komoditas  non-pertanian  semakin 
jauh  digenggam  juga  oleh  bukan  petani  bah- 
kan juga  secara  monopoli. 


Masalah  Asimilasi  Keturunan  Cina: 
Sebuah  Gugatan  Sosio-Kultural 


Usman  Pelly 


Masaiah  Minoritas  Tionghoa  di  Asia 
Tenggara 


QRANG  Tionghoa  di  Asia  Tenggara 
.merupakan  kelompok  minoritas 
jyang  penting  dan  bergengsi  (Tan, 
1979:  vii).  Kedudukan  strategis  mereka  di 
tengah  masyarakat  tersebut  adalah  karena 
posisi  mereka  yang  sangat  sentral  di  bidang 
industri  dan  perdagangan.  Kedudukan  ini  te- 
lah  mereka  raih  sejak  migrasi  mereka  ke 
negara-negara  Asia  pada  penghujung  abad 
ke-15.  Sejak  kurun  itu  telah  terjadi  kesinam- 
bungan  dominasi  di  bidang  okupasi  ini,  de- 
ngan  pengembangan  jaringan  komunikasi 
dagang  di  dalam  dan  luar  negara  di  mana 
mereka  bermukim.  Jaringan  komunikasi  da- 
gang  ini  diperkuat  dengan  pelibatan  sistem 
kekerabatan  (kinship)  yang  memungkirikan 
transfer  kecakapan  dan  rahasia  dagang  da- 
pat  dimonopoli  secara  turun-temurun. 

Dari  sudut  pandang  ini  orang  cenderung 
menganggap  bahwa  orang  Tionghoa  peran- 
tauan  tidak  melakukan  dan  atau  telah  meng- 


hindari  proses  asimilasi  dengan  penduduk 
negeri  setempat.  Kenyataan  di  Asia  Tengga- 
ra bahwa  orang  Tionghoa  perantauan  mem- 
punyai  kecenderungan  untuk  hidup  dalam 
komunitas  yang  segregatif  (menyendiri  dan 
terpisah)  dalam  area  atau  pemukiman  (set- 
tlement) yang  tersendiri,  telah  turut  mem- 
perkuat  dugaan  ini  (Mallory,  1956). 

Berbagai  penelitian  mengungkapkan 
bahwa  pemukiman-pemukiman  eksklusif 
dari  kelompok-kelompok  etnis  di  kota-kota 
berfungsi  sebagai  "kepompong"  (kapsul- 
kapsul)  yang  dimanfaatkan  oleh  mereka  se- 
bagai benteng  etnis.  Orang  Tionghoa  yang 
keluar  dari  pemukiman  Cina  (Chinese 
Quarter)  tersebut  dianggap  sebagai  pembe- 
lotan  dari  jaringan  sosial  mereka.  Dengan 
demikian,  suasana  etnis  dan  ras  (ethnic  race- 
spaces)  di  perkampungan  etnis  tersebut  me- 
nguatkan  kecenderungan  segregasi  (pemisah 
diri)  dari  kelompok  lain  (Pelly,  1983). 

Dalam  suasana  segregasi  pemukiman  di 
atas,  dapat  dimaklumi  betapa  sukarnya 
menjahn  komunikasi  dan  interaksi  sosial  de- 
ngan kelompok-kelompok  etnis  lainnya  di 
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perkotaan.  Malah,  pola  pemukiman  segre- 
gatif  itu  pula  menimbulkan  kesulitan  dan 
hambatan  psikologis  bagi  kelompok  Tiong- 
hoa  untuk  mendekati  salah  satu  kelompok 
etnis  masyarakat  urban  lainnya  guna  dijadi- 
kan  panutan  (patron)  dalam  proses  akultu- 
rasi.  Kota  Medan  yang  berpenduduk  hampir 
2  (dua)  juta  orang  (tahun  1993)  adalah  me- 
narik  untuk  dijadikan  kasus  studi.  Seperti 
terlihat  dalam  Tabel  1 ,  kota  ini  tidak  memi- 
liki  kelompok  budaya  dominan  (dominant 
culture),  sungguhpun  kelompok  etnis  ketu- 
runan  Jawa  merupakan  kelompok  etnis  yang 
terbesar  (29,41%).  Tetapi,  karena  posisi  so- 
sialnya  yang  rendah  (sebagian  besar  bekas 
buruh  perkebunan),  maka  peranannya  tidak 
seperti  orang  Sunda  di  Bandung  atau  orang 
Jawa  di  Surabaya  yang  mampu  menjadikan 
diri  mereka  sebagai  pusat  akulturasi  kelom- 
pok etnis  pendatang.  Begitu  juga  sekolah 
dan  pusat-pusat  rekreasi  kelompok  Tiong- 
hoa  ini  lebih  banyak  didirikan  di  tengah  per- 
kampungan  Tionghoa  (Pelly,  1986).  Dalam 
posisi  terkucil  seperti  ini  kelompok  Tiong- 
hoa di  kota-kota  memang  sangat  empuk  un- 
tuk dijadikan  sasaran  segala  ketidakpuasan 
dan  frustrasi  sosial.  Secara  struktural  di 
kota-kota  Malaysia  pemukiman  Cina  me- 
nunjukkan  ciri-ciri  yang  tidak  jauh  berbeda 
dengan  di  kota-kota  Sumatera  Bagian  Uta- 
ra.  Gejala  "segregatif"  dapat  dilihat  umpa- 
manya  di  kota  Kuala  Lumpur  yang  terkon- 
sentrasi  ke  dalam  kawasan-kawasan  pemu- 
kiman elit  dengan  suasana  komersial  yang 
pekat  dan  tingkat  homogenitas  yang  tinggi. 

Gerakan  "Anti  Cina"  di  Indonesia 
umumnya  dan  Sumatera  Bagian  Utara  khu- 
susnya  serta  di  Malaysia,  banyak  didorong 
oleh  kecemburuan  sosial,  terutama  dalam 
kehidupan  ekonomi.  Gerakan  ini  mencapai 
titik  kulminasinya  di  Indonesia  pada  saat- 
saat  penumpasan  G30S/PKI  (tahun  1966) 


dan  di  Malaysia  ketika  orang-or^g  Tiong- 
hoa merayakan  kemenangan  partai  mereka 
di  Kuala  Lumpur  tahun  1969.  Peristiwa- 
peristiwa  ini  selalu  menyulut  kerusuhan-ke- 
rusuhan  sosial  yang  sangat  emosional.  Ba- 
nyak pedagang  Tionghoa  di  perkotaan  men- 
jadi  sasaran  kemarahan  dan  frustrasi  massa 
rakyat. 

Akan  tetapi  setiap  peluang  bisnis  yang 
ada  dan  terbuka,  terutama  yang  diprakarsai 
oleh  pemerintah  baik  di  Indonesia  maupun 
di  Malaysia,  ternyata  tidak  dapat  dimanfaat- 
kan  oleh  orang-orang  Indonesia  atau  Malay- 
sia asli  untuk  take  off  dalam  dunia  perda- 
gangan  (Mahathir  1982;  Ali  1985;  Alatas 
1988).  Sebab  itu  pertanyaan  pokok  dalam 
makalah  ini  ialah  "Apakah  monopoli  perda- 
gangan  memang  merupakan  satu-satunya 
variabel  yang  memisahkan  orang  keturunan 
Tionghoa  dengan  orang  Melayu?" 


Tabel  1 

KOMPbSISI  ETNIS  KOTA  MEDAN 


Tahun  1930  Tahun  1981 


(%) 

1.  Jawa 

24,90 

24,91 

2.  Batak  Toba 

1,07 

14,11 

3.  Cina 

35,63 

12,84 

4.  Mandailing/Sipirok/ 

Angkola 

6,43 

11,91 

5.  Minangkabau 

7,30 

10,93 

6.  Melayu 

7,06 

8,57 

7.  Karo 

0,19 

3,99 

8.  Aceh 

2,19 

9.  Sunda 

1,58 

1,90 

10.  Simalungun 

0,67 

11.  Dairi 

2,34 

0,24 

12.  Nias 

0,18 

13.  Dan  Lain-Iain 

14,28 

3,04 

Sumber:    Pelly  (1983:  103). 
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Beberapa  penelitian  di  negara-negara 
Asia  lainnya,  seperti  Muangthai  dan  Fili- 
pina,  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor 
monopoli  ekonomi  tidak  merupakan  faktor 
satu-satunya  yang  dominan,  atau  sebagai 
satu-satunya  faktor  yang  menghalangi  pro- 
ses integrasi  orang-orang  keturunan  Tiong- 
hoa  dengan  penduduk  asli.  Ada  faktor  atau 
variabel  sosiologis  Iain  mungkin  yang  lebih 
menentukan. 

Dalam  hubungan  ini  hasil  penelitian 
Skinner  (tahun  1960)  mengenai  adaptasi 
Tionghoa  perantauan  di  Thailand  dan  di 
Jawa  tahun  1915,  dan  1956  kiranya  dapat 
memperjelas  masalah  ini.  Skinner  tidak  ha- 
nya  memberikan  illustrasi  yang  menarik  me- 
ngenai proses  asimilasi  orang  Tionghoa  ter- 
sebut,  tetapi  juga  dapat  memberikan  bahan 
perbandingan  yang  lebih  bermakna  dalam 
pengkajian  asimilasi  orang  Tionghoa  peran- 
tauan di  Asia  Tenggara. 

Dalam  masyarakat  Thai,  lapangan  per- 
dagangan  hampir  tidak  mendapat  •  tempat 
dalam  budaya  masyarakat  mereka.  Sung- 
guhpun  kewajiban  "kerja  paksa"  (labour- 
covee)  di  Muangthai  telah  ditiadakan  sejak 
permulaan  abad  20,  dan  kebebasan  untuk 
berusaha  telah  diberikan  kepada  rakyat 
Thai,  tetapi  minat  ke  lapangan  dagang  ter- 
nyata  sangat  kecil,  terutama  di  kalangan 
laki-laki  (Pelly,  1985).  Faktor  agama  f'TTzere- 
vada  Buddha)  juga  tidak  membantu  orang 
Thai  untuk  memberikan  motivasi  yang  kuat 
untuk  terjun  ke  bidang  bisnis  ini,  malah  se- 
baliknya  menurut  beberapa  pengamat  (Myr- 
dall,  1954)  agama  Buddha  dapat  dilihat  se- 
bagai faktor  penghalang.  Sebab,  terjunnya 
orang  Thai  ke  bidang  dagang  dapat  diang- 
gap  menghalangi  pelaksanaan  proses  kehi- 
dupan  agamis  yang  telah  ditentukan  (menu- 
rut  tradisi  Therevada  sekali  untuk  seumur 
hidup  seorang  lelaki  harus  menjadi  monk/ 


pendeta).  Maka  laki-laki  Thai  menjauhi  bi- 
dang pekerjaan  dagang,  dan  okupasi  ini  le- 
bih banyak  digumuli  oleh  wanita  Thai. 

Sejak  abad  ke-15  orang  Tionghoa  telah 
berimigrasi  ke  Thailand.  Generasi  kedua 
dari  Tionghoa  perantau  ini  telah  melakukan 
asimilasi  ke  dalam  masyarakat  Thai,  meneri- 
ma  adat-istiadat  (custom)  dan  sistem  nilai 
budaya  Thai.  Mereka  telah  meninggalkan 
identitasnya  sebagai  orang  Tionghoa.  Ting- 
kat  asimilasi  orang  Tionghoa  seperti  ini  di- 
dapati  juga  di  daerah  lain,  seperti  Birma 
(Myanmar)  (Nash,  1973)  dan  negara-negara 
Indocina  (Vietnam,  Laos  dan  Kamboja). 

Skinner  telah  memperlihatkan  perbedaan 
variabel  antropologis  yang  dianggap  mem- 
berikan kesempatan  berasimilasi  yang  ber- 
beda  bagi  Tionghoa  perantauan  di  Thailand 
dan  Indonesia  (Jawa).  Perbedaan  varian 
yang  dapat  dijajarkan  diliput  berdasarkan 
situasi  abad  ke-18  dan  19. 


1 .  Adanya  ethnic  confi- 
dence kepercayaan  di- 
ri  yang  kuat  sebagai 
bangsa  yang  merdeka 
dan  berdaulat 

2.  Memiliki  struktur  et- 
nis  yang  terbuka 

3.  Kelompok  elit  terdiri 
dari  orang  Thai  asli 

4.  Agama  Thai  (There- 
vada Buddha)  memi- 
liki banyak  persama- 
an  dengan  Mahayana 
Buddha/Confucianis- 
me 

5.  Bahasa  Thai  memiliki 
persamaan  (dalam 
struktur  kosa  kata) 
dengan  bahasa  Tiong- 
hoa 


1 .  Adanya  perasaan  in- 
ferrior  terhadap  eth- 
nic group  sendiri  ka- 
rena  penjajahan  Be- 
landa 

2.  Struktur  etnis  yang 
rigid  dan  tertutup 

3.  Kelompok  elit  terdiri 
dari  orang  Belanda 
dan  Timur  Asing 

4.  Agama  Islam  yang 
dominan,  sangat  ber- 
beda  dengan  Buddha/ 
Confucianisme 


5.  Bahasa  Indonesia, 
Melayu,  Jawa,  jauh 
berbeda  dengan  baha- 
sa Tionghoa 
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Faktor  pertama  dari  variabel  antropolo- 
gis  di  atas  ternyata  sangat  menentukan 
orientasi  budaya  orang  Tionghoa  di  Thai- 
land. Kultur  yang  superior  di  Thailand  ada- 
lah  budaya  Thailand  sendiri,  sedang  di  Indo- 
nesia adalah  budaya  Barat  sebagai  budaya 
kaum  elit  yang  berkuasa.  Sebab  itu,  pusat 
akulturasi  orang  Tionghoa  di  Thailand  ada- 
lah kaum  elit  yang  berkebangsaan  Thai  sen- 
diri, sedangkan  di  Jawa  pada  waktu  kolonial 
itu  adalah  orang  Belanda.  Dalam  proses 
akulturasi  maka  pendatang  (migrants)  selalu 
berorientasi  pada  budaya  yang  dominan  (do- 
minant culture)  (Brunner,  1978;  Pelly, 
1982). 

Sesudah  kemerdekaan,  orang  Indonesia 
telaih  menjadi  tuan  rumah  di  negerinya  sen- 
diri dan  keadaan  ini  telah  membawa  peru- 
bahan  orientasi  dalam  proses  asimilasi  di  ka- 
langan  orang  Tionghoa  perantau.  Tionghoa 
peranakan  di  Jawa  setelah  kemerdekaan 
tahun  1950  mulai  berorientasi  ke  kelompok 
Jawa  (priyayi),  terutama  tampak  dalam  pe- 
makaian  nama,  bahasa,  dan  sikap  dalam 
pergaulan.  Sebaliknya,  orang  Thai  tidak 
memperoleh  kesukaran  dalam  usaha  mendo- 
rong  orang  Cina  perantau  agar  orientasi 
pada  budaya  Thai  sendiri.  Tambahan  pula, 
secara  struktural  orang  Thai  sangat  terbuka 
dan  mudah  menerima  orang  asing  untuk 
menjadi  orang  Thai. 

"Anyone  who  used  a  Thai  name,  spoke  the  langu- 
ages and  behave  as  Thai  was  accepted  as  Thai,  re- 
gardless of  ancestry"  (Skinner,  1960:  89). 

Semua  orang  asing  yang  lahir  di  Thai- 
land memiliki  kebebasan  untuk  memperoleh 
kewarganegaraan  Thai  atau  tetap  sebagai 
orang  asing.  Tetapi  bagi  orang  Jawa  dan  se- 
bagian  besar  kelompok  etnis  di  Indonesia, 
orang  asing  yang  sudah  tinggal  dan  bermu- 
kim  bergenerasi,  tetap  dianggap  orang  asing. 


Kecuali  umpamanya  di  kalangan  masyara- 
kat  Melayu,  apabila  mereka  masuk  agama 
Islam  dan  berbaur  dalam  kehidupan  sehari- 
hari.  Anak-anak  mereka  yang  lahir  dari  per- 
kawinan  campuran  atau  bukan,  sangat  mu- 
dah diterima  sebagai  orang  Melayu. 


Pola  Asimilasi  Perantau  Tionghoa 

Faktor  agama  dan  adat  (budaya)  dalam 
proses  asimilasi  ahtara  pribumi  dan  non- 
pribumi  memegang  peranan  yang  sangat 
penting.  Ternyata  di  Thailand  proses  asimi- 
lasi orang  Tionghoa  dengan  menggunakan 
kedua  mekanisme  ini  telah  menunjukkan 
hasil  yang  menarik,  karena  justru  antara- 
orang  Tionghoa  dan  Thai  terdapat  kesama- 
an-kesamaan  traits  (unsur)  agama  dan  adat. 
Dalam  masyarakat  Melayu  terutama  di  Su- 
matera  dan  Malaysia,  faktor  agama  dan 
adat  tidak  hanya  merupakan  penghalang 
proses  asimilasi  tersebut  tetapi  juga  secara 
tidak  langsung  telah  dijadikan  "garis  pemi- 
sah"  (border  line)  antara  Melayu  dan  Cina. 
Seperti  diutarakan  oleh  Tugby: 

"The  Melayu  did  not  see  themselves  as  a  non- 
Chinese.  They  had  the  more  parochial  view  of  the 
Chinese  as  non-Muslims."  (1986:  132). 

Di  samping  itu,  bangsa  Melayu  menurut  Na- 
gata  (1987:  105)  cenderung  untuk  mengu- 
kuhkan  keberadaan  adat  guna  membedakan 
mereka  sendiri  dengan  orang  Tionghoa. 

Berdasarkan  kenyataan  di  atas  dan  pe- 
ngalaman  Muangthai,  proses  asimilasi 
Tionghoa  peranakan  di  Indonesia  dan  di 
Malaysia  mungkin  memerlukan  waktu  satu 
atau  dua  generasi  lagi.  Proses  asimilasi  ini 
dapat  dipercepat,  apabila  kepincangan 
struktur  ekonomi  masyarakat  pribumi  dan 
non-pribumi   akibat    kebijakan  kolonial 
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dapat  diperbaiki,  dan  pendekatan  kultural 
terhadap  masyarakat  Tionghoa  perantauan 
dapat  dikembangkan.  Di  samping  itu,  usaha 
membatasi  pendatang  (migrants)  Cina  baru 
ke  Indonesia  dan  ke  Malaysia  dapat  dilaku- 
kan  secara  bijaksana.  Sebab  perantau  baru 
ini  akan  merangsang  perasaan  superioritas 
atau  ethno-chauvinistic  dan  dapat  pula 
memberikan  refreshing  (penyegaran,  kemba- 
li)  loyalitas  primordial  orang-orang  Tiong- 
hoa peranakan  kepada  tanah  leluhur  mere- 
ka,  atau  setidaknya  dapat  menimbulkan 
"loyalitas  ganda"  orang-orang  Tionghoa 
peranakan  yang  telah  dan  sedang  berasimi- 
iasi  dengan  penduduk  pribumi, 

Kekhawatiran  di  atas  diperkuat  oleh  ke- 
nyataan  sejarah  di  Muangthai  pada  permu- 
laan  abad  ke-20.  Perantau  Tionghoa  gelom- 
bang  kedua  yang  kembali  membanjiri 
Muangthai  menolak  untuk  melakukan  asi- 
milasi  ke  dalam  masyarakat  Thai,  seperti 
yang  dilakukan  oleh  pendahulu-pendahulu 
mereka.  Pendatang  baru  ini  menelusuri 
kembali  hubungan  ke-Tionghoaan  mereka 
dengan  orang-orang  Tionghoa-Thai  dan 
memperbarui  loyalitas  kepada  leluhur  mere- 
ka. Sebagai  akibatnya,  tidak  sedikit  orang 
Tionghoa-Thai  yang  telah  menduduki  posisi 
penting  di  bidang  dagang  dan  pemerintahan 
Thailand  "terpaksa"  melindungi  pendatang 
Cina  baru  ini  dan  memberikan  fasilitas  nega- 
ra  untuk  memajukan  usaha  dagang  mereka 
di  Muangthai.  Hubungan  mesra  Tionghoa- 
Thai  dengan  Tionghoa  murni  ini  dianggap 
oleh  orang  Thai  asli  sebagai  tindakan  peng- 
khianatan  dan  sikap  a-nasionalis  yang  meru- 
gikan  negara.  Orang-orang  Tionghoa-Thai 
ini  kemudian  mulai  dicurigai  dan  dituduh  se- 
bagai orang  Thai  yang  "bermuka  dua".  Se- 
bab itu,  pada  masa  Thailand  menghadapi 
resesi  ekonomi  tahun  1930-an  perasaan  na- 
sionalisme  sempit  dari  orang  Thai  asli  ini 


menjadi  ekstrem.  Orang  Tionghoa-Thai  dan 
seluruh  orang  asing  dijadikan  "kambing  hi- 
tam"  kehancuran  ekonomi  Thailand  dan 
menjadi  sasaran  kemarahan  massa  rakyat 
Thai  sendiri.  Pola  asimilasi  orang  Tionghoa 
di  Thailand  dapat  digambarkan  pada  Sket  1 
berikut  ini. 

Dalam'  kasus  Jawa  seperti  terlihat  pada 
Sket  2  berikut  ini,  orang  Belanda  dan  Ero- 
pa  pada  masa  kolonial  telah  menjadi  pusat 
orientasi  akulturasi  orang  Jawa  dan  Tiong- 
hoa. Tetapi  masing-masing  mereka  tetap  de- 
ngan identitas  sendiri.  Struktur  ini  menga- 
lami  perubahan  sesudah  kemerdekaan. 
Orang  Jawa  (ningrat)  merupakan  pusat  akul- 
turasi orang-orang  keturunan  Tionghoa,  wa- 
laupun  orang  Jawa  dan  keturunan  Tionghoa 
tersebut  masing-masing  tetap  mempertahan- 
kan  identitas  diri.  Dalam  hal  ini  orang 
Tionghoa  yang  memiliki  hubungan  darah 
(perkawinan  campuran)  dengan  orang  Jawa 
baru  dianggap  orang  Jawa, 

Berbeda  dengan  kasus  Muangthai  dan 
Jawa  adalah  kasus  orang  Melayu  Sumatera 
Timur  (lihat  Sket  3)  yang  memberikan  keje- 
lasan  sebagai  berikut: 

1.  Pada  masa  kolonial  (sebelum  perang)  di 
bawah  wibawa  kesultanan  Melayu,  para 
pendatang  ke  tanah  Deli  (kecuali  buruh 
perkebunan)  didorong  untuk  mengasimi- 
lasikan  diri  dengan  budaya  Melayu  (ma- 
suk  Islam,  berbahasa  Melayu,  memakai 
adat  resam  Melayu,  tinggal  di  kawasan 
budaya  Melayu,  dan  mengaku  orang  Me- 
layu), Proses  Melayunisasi  ini  telah  mem- 
perkuat  komunitas  Melayu  atas  dasar  ke- 
samaan  unsur  budaya  dan  agama,  walau- 
pun  tidak  didasarkan  pada  hubungan  da- 
rah. 

2,  Orang  Tionghoa  tetap  terpisah  dan  ter- 
sendiri,  Banyak  faktor  yang  menyebab- 


Sket  1 


KASUS  ASIMILASI  THAILAND 


Tionghoa 


ABAD 


15-19 


20-21 


THAI 


THAI 


Tionghoa 
Murnia 


Tionghoa  Murni 


Tionghoa- Thai/ 
Peranakan 


Sket  2 


KASUS  ASIMILASI  DI  JAWA 


Zaman 


Kolo- 
nial 


Kemer- 
dekaan 


Etnis-Etnis 
lain 
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kannya.  Di  samping  karena  kedudukan 
mereka  yang  dikukuhkan  oleh  pemerin- 
tah  kolonial  sebagai  pemegang  monopoli 
perdagangan  kelas  menengah,  juga  kare- 
na faktor  budaya  dan  agama  tetap  men- 
jadi  pemisah  di  antara  mereka.  Keeng- 
ganan  mereka  untuk  berasimilasi  tidak 
hanya  akibat  perbedaan  agama  dan  bu- 
daya tetapi  juga  sebagai  akibat  meman- 
dang  rendah  terhadap  orang  dan  budaya 
Melayu  sebagai  orang  yang  terjajah,  se- 
baliknya  memandang  tinggi  terhadap  bu- 
daya Belanda/Eropa  pada  waktu  itu\ 
3.  Setelah  kemerdekaan  tidak  hanya  orang 
keturunan  Tionghoa  tetap  memisahkan 
diri  dengan  kesatuan  orang  Melayu,  te- 
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tapi  juga  kelompok-kelompok  etnis  lain- 
nya  mulai  keluar  dari  kelompok  Melayu, 
seperti  Karo,  Simalungun,  Batak,  Man- 
dailing  dan  Sipirok.  Mereka  kembali  me- 
nelusuri  garis  etnis  mereka  masing-ma- 
sing  ke  pegunungan.  Sebagian  besar  ge- 
nerasi  muda  mereka  pun  kembali  mema- 
kai  marga  Batak  yang  telah  ditinggalkan 
orang  tua  mereka  pada  masa  kolonial  Be- 
landa. 

Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa  situasi 
hubungan  antaretnis  di  kalangan  bangsa  In- 
donesia sesudah  kemerdekaan  (tahun  1950) 
di  Sumatera  Utara  yang  semula  telah  terkait 
dengan  proses  "Melayunisasi"  dewasa  ini 
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kembali  terburai  (a  way  from  melting  pot). 
Hal  ini  banyak  disebabkan  oleh  perubahan 
kedudukan  politis  orang  Melayu  di  Suma- 
tera  Utara  setelah  kemerdekaan.  Sebaliknya 
di  Malaysia  kedudukan  politis  orang  Melayu 
sesudah  kemerdekaan  bertambah  kuat  dan 
kukuh,  dan  karena  itu  akan  mampu  menjadi 
pusat  akulturasi  kehidupan  masyarakat  ma- 
jemuk  di  kawasan  itu. 

Kesimpulan 

1.  Gugatan  terhadap  kelompok  WNI  ketu- 
runan  Tionghoa  adalah  gugatan  terhadap 
ketidakadilan  politik  budaya  kolonial, 
yang  telah  melahirkan  kepincangan  struk- 
tur  dunia  perdagangan  di  kalangan  p^n- 
duduk  asli  dan  bukan  asli  untuk  kepen- 
tingan  politik  penjajahan  mereka.  Ke- 
lompok keturunan  Tionghoa  telah  ditem- 
patkan  dan  dikukuhkan  dalam  posisi 
yang  beruntung  sebagai  kelompok  peda- 
gang  menengah,  sedang  kelompok  Belan- 
da  dan  Eropa  sebagai  pedagang  kelas 
tinggi.  Kelompok  penduduk  asli  (Melayu) 
dipaksa  puas  sebagai  pedagang  kelas  ba- 
wah.  Sangat  disayangkan  apabila  kepin- 
cangan struktur  tersebut  terus  berlanjut 
tanpa  ada  usaha  yang  mendasar  untuk 
memperbaikinya.  Perbaikan  struktur  ter- 
sebut memerlukan  pengkajian  yang  men- 
dalam  dan  kemauan  politik  dari  semua 
pihak,  dalam  hal  ini  termasuk  masyara- 
kat, kelompok  WNI  keturunan  Tiong- 
hoa, dan  pemerintah  setempat. 

2.  Dewasa  ini  kepincangan  struktural  terse- 
but telah  berlanjut  dan  berkembang  tidak 


hanya  sebagai  isu  politik,  tetapi  juga  di- 
anggap  sebagai  faktor  penghalang  dalam 
proses  asimilasi  warganegara  keturunan 
Tionghoa  di  Indonesia  dan  Malaysia. 

3.  Dalam  berbagai  kasus  studi  yang  kom- 
prehensif  seperti  di  Muangthai,  Malaysia 
dan  Indonesia,  ternyata  faktor  monopoli 
perdagangan   bukanlah  satu-satunya 
penghalang  proses  asimilasi  warganegara 
keturunan  Tionghoa  dengan  penduduk 
pribumi  dewasa  ini.  Faktor  budaya  seper- 
ti struktur  etnis  yang  terbuka  atau  ter- 
tutup,  adanya  keinginan  untuk  menerima 
atau  tidak  menerima  orang  asing  ke  da- 
lam kelompok  etnis  sendiri  merupakan 
faktor  yang  menentukan  cepat  atau  1am- 
batnya  proses  asimilasi.  Hal  ini  berlaku 
juga  terhadap  penerimaan  keturunan 
Tionghoa  ke  dalam  kelompok-kelompok 
etnis  asli  Indonesia  atau  Malaysia.  Dalam 
kasus  kajian  Tionghoa-Thai  tampak  je- 
las,  bahwa  orang  Tionghoa  di  sana  dapat 
segera  menjadi  orang  Thai  yaitu  melalui 
proses  asimilasi  budaya,  dan  tidak  perlu 
melalui  proses  perkawinan  (blood  and  af- 
final ties)  seperti  di  masyarakat  Jawa  dan 
beberapa  kelompok  etnis  Indonesia  yang 
struktur  etnisnya  tertutup.  Dengan  demi- 
kian,  pertanyaan  mengapa  orang  Tiong- 
hoa di  Muangthai  dapat  segera  menjadi 
orang  Thai  sedang  di  Indonesia  dan  Ma- 
laysia tetap  orang  Tionghoa,  salah  satu 
jawabannya  ialah  karena  struktur  etnis 
Thai  lebih  terbuka  daripada  struktur  et- 
nis orang-orang  Indonesia  dan  Malaysia. 
Keterbukaan  ini  sangat  terkait  dengan 
faktor  agama,  budaya,  dan  sejarah  ke- 
bersamaan  di  masa  lalu. 
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Kasus  Kawin  Campur 
Pribumi  dan  Non-Pribumi  Cina 

Penerapan  Teori  Reduksi  Ketidakpastian 

dan  Interaksi  Awal 

Muhammad  Budyatna 


Pendahuluan 


PROSES  reduksi  ketidakpastian  me- 
mainkan  peranan  yang  utama  dalam 
teori-teori  pengembangan  atau  pe- 
ningkatan  hu^bungan  (Malcolm  R.  Parks  & 
Mara  B.  Adelman,  1983).  Di  antara  teori- 
teori  tersebut  tampaknya  yang  paling  me- 
nonjol  dan  dikenal  luas  adalah  teori  dari 
Charles  R.  Berger  mengenai  teori  reduksi  ke- 
tidakpastian yang  judul  aslinya  ialah  Uncer- 
tainty Reduction  Theory  (Berger  &  Cala- 
brese,  1975;  Berger,  1979,  1986,  1987).  Ber- 
ger mengemukakan  bahwa  hubungan-hu- 
bungan  yang  bersifat  antarpribadi  dapat  ber- 
kembang  bilamana  di  antara  partisipan 
mampu  mengurangi  ketidakpastian  terha- 
dap  satu  sama  lain  yaitu  yang  menyangkut 
informasi  mengenai  diri  masing-masing.  In- 
formasi  tersebut  meliputi  data  pribadi,  pe- 
kerjaan,  kultur,  pandangan  hidup,  keyakin- 
an,  haluan  politik  dan  sebagainya.  Teori  re- 
duksi ketidakpastian  pada  mulanya  dicetus- 
kan  dan  dikembangkan  untuk  menjelaskan 
mengenai  interaksi-interaksi  awal  antara  dua 


individu  yang  baru  saling  mengenai  di  Ame- . 
rika  Serikat.  Penelitian-penelitian  yang  dila- 
kukan  selama  tahun  1980-an  (Gudykunst  & 
Nishida,  1984)  telah  menemukan  bahwa 
teori  tersebut  dapat  diperluas  untuk  jalinan- 
jalinan  hubungan  awal  (initial  encounters)  di 
antara  individu  yang  berbeda  latar  belakang 
kulturnya,  misalnya  antara  orang  Amerika 
dan  orang  Korea,  orang  Jepang  dan  orang 
Amerika,  dan  sebagainya.  Penelitian-peneli- 
tian selanjutnya  telah  menunjukkan  bahwa 
teori  tersebut  dapat  pula  diterapkan  untuk 
mengembangkan  hubungan-hubungan  an- 
tarindividu  seperti  perkenalan,  persahabat- 
an,  dan  hubungan  yang  lebih  intim  sifatnya 
seperti  antara  dua  kekasih,  dan  sebagainya 
(Parks  &  Adelman,  1983;  Gudykunst,  Yang 
&  Nishida,  1985). 

Masalah  yang  Diteiiti 

a.  Selama  tahap  interaksi  awal  suatu  hu- 
bungan apakah  yang  menjadi  pemikiran 
individu  yang  terlibat  dalam  interaksi  un- 
tuk menentukan  apakah  hubungan  terse- 
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but  akan  meningkat  ke  tahap  yang  lebih 
akrab; 

b.  Apakah  individu-individu  yang  terlibat 
interaksi  akan  selalu  berhasil  dalam  ber- 
komunikasi  dengan  orang  yang  baru  di- 
kenal  pada  interaksi  awal; 

c.  Faktor-faktor  kondisional  yang  bagai- 
mana  (demografik,  sistem  sosiokultural 
dan  sistem  individual)  yang  mungkin  dili- 
batkan  dalam  proses  persepsi  mereka  ter- 
hadap  reduksi  ketidakpastian. 

Metodologi 

Penelitian  ini  memilih  lokasi  di  DKI  Ja- 
karta dan  sekitarnya  atau  lebih  dikenal  de- 
ngan singkatan  JABOTABEK.  Pertimbang- 
annya  iaiah pertama  bahwa  DKI  Jakarta  me- 
rupakan  pusat  dari  segala  kegiatan  di  mana 
berkumpul  manusia  dari  berbagai  lapisan  so- 
sial  dan  tingkatan  pendidikan  serta  suku 
bangsa  termasuk  non-pribumi  Cinanya.  Ke- 
dua,  penduduk  kota-kota  di  sekitar  Jakarta 
sebagian  besar  mempunyai  kegiatan  atau  pe- 
kerjaan  di  DKI  Jakarta.  Mereka  tadinya 
adalah  penduduk  di  Jakarta  juga  tetapi  de- 
ngan adanya  kebijakan  pemerintah  membu- 
ka  daerah  pemukiman  baru  di  wilayah-wila- 
yah  berbatasan  dengan  DKI  Jakarta  seperti 
Bogor,  Tangerang  dan  Bekasi  menjadikan 
mereka  bukan  penduduk  Jakarta  lagi,  Na- 
mun  demikian  kegiatan  mereka  tetap  di  Ja- 
karta. Ibukota  Jakarta  yang  merupakan  se- 
macam  cawan  peleburan  dari  berbagai  etnis 
lebih  mudah  penulis  mendapatkan  informan 
untuk  tujuan  penelitian  ini. 

Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari 
pasangan  suami-istri  yang  masing-masing 
memiliki  latar  belakang  kultur  yang  berbe- 
da.  Jadi  apabila  suaminya  adalah  pribumi 
maka  istrinya  adalah  non-pribumi  Cina  dan 


begitu  pula  sebaliknya.  Informan  dibatasi 
pada  mereka  yang  berpendidikan  sarjana 
atau  sarjana  muda  dari  golongan  sosial  eko- 
nomi  menengah.  Pemilihan  informan  meng- 
gunakan  sistem  bola  salju  yaitu  perolehan 
informasi  berikutnya  melalui  jasa  informan 
yang  telah  diwawancarai  sebelumnya.  Syarat 
lainnya  buat  informan  ialah  lama  perkawin- 
an  pasangan  suami-istri  kawin  campur  ialah 
antara  nol  dan  10  tahun.  Hal  ini  konsisten 
dengan  perilaku  pencarian  informasi  mulai 
dari  interaksi  awal  sampai  kepada  hubungan 
yang  telah  terbina  secara  akrab.  Subjek  pe- 
nelitian ini  terdiri  dari  9  pasangan  kawin 
campur.  Nama-nama  individu  dalam  kasus 
penelitian  ini  bukan  nama  sebenarnya. 


Analisis  Data  Lapangan 

Ketidakpastian  dapat  memainkan  pe- 
ranan  yang  sangat  penting  dalam  banyak  bi- 
dang  kehidupan  sosial  (Berger,  1987).  Bah- 
kan  Galbraith  (1977)  berpendapat  bahwa 
kita  ini  hidup  di  abad  ketidakpastian  atau 
age  of  uncertainty  tidak  seperti  abad-abad 
sebelumnya.  Kehidupan  politik  dan  ekono- 
mi  di  masa  lalu  menurutnya  lebih  mudah  di- 
prediksikan  dibandingkan  sekarang.  Menu- 
rut  Galbraith  lebih  lanjut  bahwa  Pemerintah 
Amerika  Serikat  menghabiskan  uang  dalam 
jumlah  besar  setiap  tahun  dalam  bentuk 
bantuan  luar  negeri  hanya  sekedar  untuk 
mengetahui  tindakan-tindakan  apa  yang 
akan  dilakukan  di  masa  mendatang  baik 
oleh  kawan  maupun  lawan. 

Para  ahU  ekonomi,  politik,  sosiologi  dan 
psikologi  telah  mengakui  pentingnya  keti- . 
dakpastian  dalam  kehidupan  manusia.  Na- 
mun  demikian  para  peneliti  komunikasi 
pada  umumnya  dan  komunikasi  antarpriba- 
di  khususnya  baru  sekarang  ini.  mulai  me- 
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ngakui  pentingnya  mengenai  ketidakpastian 
(uncertainty)  dalam  komunikasi  insani  (Ber- 
ger,  1987). 

Para  peneliti  komunikasi  terdahulu  se- 
perti  Berlo  (1960)  pernah  membahas  teori 
matematik  mengenai  informasi  dari  Shan- 
non dan  Weaver  (1949)  berkenaan  dengan 
ketidakpastian  dalam  sistem  komunikasi. 
Tetapi  pembahasan  tersebut  sedikit  sekali 
mendorong  terjadinya  pembentukan  teori 
atau  penelitian  empiris  yang  diarahkan  un- 
tuk  menyelidiki  peranan  yang  dimainkan 
oleh  ketidakpastian  dalam  komunikasi  in- 
sani. Beberapa  ahli  psikologi  (Heider,  1958; 
Kelly,  1955;  Thibaut  &  Kelley,  1959)  mem- 
bahas mengenai  peranan  yang  dimainkan 
oleh  ketidakpastian  dalam  hubungan  antar- 
pribadi,  tetapi  pembahasan  tersebut  mem- 
punyai  dampak  yang  kecil  terhadap  minat 
para  peneliti  komunikasi  di  dalam  studi  me- 
ngenai proses-proses  antarpribadi.  Dampak 
dari  analisis  mengenai  hubungan  antarpriba- 
di yang  dilakukan  oleh  Thibaut  dan  Kelley 
ialah  penjelasan  mengenai  peranan  yang  di- 
mainkan oleh  pertukaran  berkaitan  dengan 
biaya  dan  imbalan  dalam  pengembangan  hu- 
bungan (Roloff,  1981).  Pembahasan  mereka 
mengenai  ketidakpastian  benar-benar  di- 
abaikan  oleh  para  peneliti  komunikasi. 

Keadaan  tersebut  di  atas  berubah  pada 
tahun  1975  ketika  Berger  dan  Calabrese 
(1975)  menampilkan  suatu  teori  aksiomatik 
yang  dirancang  untuk  menerangkan  menge- 
nai fenomena  komunikasi  tertentu  yang  da- 
pat  diamati  selama  interaksi  awal.  Sejumlah 
peristiwa  yang  muncul  pada  pertemuan-per- 
temuan  awal  semacam  itu  dapat  dijelaskan 
.  berkenaan  dengan  ketidakpastian  dan  re- 
duksi  ketidakpastian.  Meskipun  teori  terse- 
but pada  mulanya  dikembangkan  untuk  me- 
nerangkan atau  menjelaskan  suatu  interaksi 
awal,  tetapi  belakangan  diperluas  untuk 


menjelaskan  aspek-aspek  dari  suatu  hubung- 
an romantik  yang  terbentuk  (Parks  &  Adel- 
man,  1983)  dan  jalinan  hubungan  yang  ber- 
sifat  antarbudaya  (Gudykunst,  Yang  &  Nis- 
hida,  1985). 

Menurut  Berger  bahwa  hubungan-hu- 
bungan  yang  bersifat  antarpribadi  dapat  ber- 
kembang  bilamana  di  antara  partisipan 
mampu  mengurangi  ketidakpastian  terha- 
dap satu  sama  lain  yaitu  yang  menyangkut 
informasi  mengenai  diri  masing-masing.  In- 
formasi tersebut  meliputi  data  pribadi,  pe- 
kerjaan,  kultur,  pandangan  hidup,  keyakin- 
an,  haluan  politik  dan  sebagainya.  Persya- 
ratan  tersebut  berlaku  bagi  interaksi  awal 
antara  individu  yang  sama  maupun  yang 
berbeda  latar  belakang  kulturnya,  bahkan 
pada  hubungan-hubungan  di  mana  telah  ter- 
jadi  eskalasi. 

Dalam  konteks  penelitian  yang  terdiri 
dari  sembilan  kasus  pasangan  suami-istri 
yang  diperkirakan  memiliki  latar  belakang 
kultur  yang  berbeda  yaitu  antara  pribumi 
dan  nonpribumi  Cina  lebih  banyak  mengacu 
kepada  teori  reduksi  yang  diperluas.  Misal- 
nya  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Parks 
dan  Adelman  (1983)  bahwa  teori  tersebut 
dapat  diterapkan  bagi  keseluruhan  hubung- 
an jalan  kehidupan  manusia  atau  life  cycle. 
Sedangkan  teori  reduksi  ketidakpastian  yang 
dikembangkan  oleh  Gudykunst  (1983)  dan 
Gudykunst  &  Nishida  (1984)  mengenai  jalin- 
an hubungan  antarindividu  yang  berbeda  la- 
tar belakang  budayanya  yaitu  antara  low 
dan  high-context  culture.  Suatu  studi  inter- 
aksi awal  antara  orang  Amerika  dan  Jepang 
atau  antara  orang  Amerika  dan  Korea. 

Hall  (1976)  membedakan  kebudayaan 
atas  dasar  komunikasi  yang  peranannya  me- 
nonjol  di  dalam  kebudayaan.  Menurutnya 
vane  dinamakan  high-context  communica- 
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tion  merupakan  sesuatu  di  mana  kebanyak- 
an  informasi  berada  dalam  konteks  fisik 
atau  menyatu  ke  dalam  diri  manusia  dan  se- 
dikit  sekali  dalam  bentuknya  yang  tertulis, 
eksplisit,  dan  disampaikan  sebagai  bagian 
dari  suatu  pesan.  Sebaliknya  low-context 
communication  merupakan  sesuatu  di  mana 
massa  informasi  terdapat  dalam  bentuk 
kode  secara  eksplisit.  Menurutnya  tidak  ada 
kultur  yang  terletak  dalam  rangkaian  kesa- 
tuan  low-high-context  yang  ekstrem.  Misal- 
nya  kultur  bangsa  Amerika  Serikat  yang 
low-context  berada  sedikit  di  atas  kultur 
bangsa  Jerman,  Swiss,  dan  Skandinavia.  Ke- 
banyakan  kultur  bangsa  Asia  seperti  Jepang, 
Cina,  Korea  secara  kontras  jatuh  pada  ujung 
rangkaian  kesatuan  (continuum)  high-con- 
text. 

Menurut  Hall  tingkat  konteks  kultur 
mempengaruhi  pula  aspek-aspek  lainnya 
dari  komunikasi.  Kultur  high-context  mem- 
buat  perbedaan  yang  lebih  besar  antara 
orang  luar  dan  orang  dalam  dibandingkan 
dengan  kultur  low-context.  Mereka  yang  di- 
besarkan  di  dalam  sistem  high-context  me- 
nuntut  lebih  banyak  dari  orang  lain  diban- 
dingkan pada  sistem  low-context.  Jadi  apa- 
bila  seseorang  berbicara  mengenai  sesuatu 
yang  ada  dibenaknya  maka  ia  yang  berasal 
dari  kultur  high-context  mengharapkan  mi- 
tra  bicaranya  mengetahui  apa  yang  menjadi 
ganjalan  pada  dirinya  hingga  ia  tidak  perlu 
menjelaskan.  Akibatnya  dalam  berbicara  ia 
akan  berputar-putar  di  sekitar  permasalahan 
inti  tanpa  langsung  menyentuhnya.  Maka 
tugas  mitra  bicaranya  yang  harus  mampu 
menangkap  inti  pembicaraannya. 

Kembali  kepada  masalah  kasus  peneliti- 
an  yang  terdiri  dari  pasangan  suami-istri 
yang  berbeda  latar  belakang  budaya  antara 
pribumi  dan  non-pribumi  Cina.  Sebetulnya 
dari  segi  variabilitas  kultural  baik  pribumi 


maupun  non-pribumi  Cina  yang  menurut 
pembagian  yang  dibuat  oleh  Hall  termasuk 
kultur  yang  high-context  dengan  ciri-ciri 
yang  disebutkan.  Di  antara  golongan-go- 
longan  masyarakat  dengan  sistem  high- 
context  terdapat  perbedaan  yang  tidak  prin- 
sipil  tetapi  bersifat  gradual.  Jadi  sama  hal- 
nya  dengan  perbedaan  yang  terdapat  di  an- 
tara golongan-golongan  masyarakat  dengan 
sistem  low-context.  Budaya  Asia  pada 
umumnya  menganut  high-context  communi- 
cation demikian  pula  pada  masyarakat  pri- 
bumi dan  masyarakat  non-pribumi  Cina.  Se- 
hingga  interaksi  awal  yang  terjadi  antara  pri- 
bumi dan  non-pribumi  Cina  tidak  menga- 
lami  hambatan  yang  berarti  dibandingkan 
antara  orang  Amerika  dan  Korea  yang  me- 
miliki  sistem  budaya  yang  kontras, 

Kecuali  itu  pemilihan  sampel  suami-istri 
dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  status 
sosial  ekonomi  yang  sama  ditambah  pula 
adanya  persamaan  bahasa  yang  digunakan 
baik  bahasa  Indonesia  maupun  Daerah  men- 
jadikan  interaksi  awal  berlangsung  tanpa 
hambatan  yang  berarti.  Perlu  pula  diingat 
bahwa  sampel  pasangan  suami-istri  yang  ter- 
diri dari  pribumi  dan  non-pribumi  Cina  yang 
lahir  dan  besar  di  Indonesia.  Kecuali  itu 
non-pribumi  Cinanya  selain  mendapatkan 
pendidikan  di  Indonesia  mereka  juga  tidak 
asing  dengan  sub-kultur  setempat  dan  warga 
negara  Indonesia.  Seperti  apa  yang  dikata- 
kan  oleh  salah  seorang  informan  wanita 
non-pribumi  Cina  bahwa  sulit  rasanya  untuk 
bersuamikan  seorang  pria  pribumi  kalau  be- 
lum  pernah  bergaul  dengan  pribumi  sebe- 
lumnya. 

Jadi  berdasarkan  teori  Hall  mengenai 
budaya  high  dan  low-context  maka  antara 
kultur  yang  dianut  pribumi  dan  oleh  non- 
pribumi  Cina  tidaklah  memiliki  perbedaan 
yang  prinsipil  hanya  bersifat  gradual.  Hal  ini 
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disebabkan  sama-sama  berasal  dari  budaya 
high-context.  Interaksi  awal  antara  kedua 
partisipan  tidak  mengalami  hambatan  yang 
berarti  bahkan  dalam  kasus  penelitian  ini 
tidak  ada  hambatan  sama  sekali.  Hal  ini  di- 
sebabkan oleh: 

a.  Mereka  yaitu  non-pribumi  Cina  selain  ti- 
dak memiliki  budaya  kontras  dengan  pri- 
bumi,  mereka  juga  lahir  dan  besar  dalam 
lingkungan  kultur  pribumi.  Sehingga 
mereka  tidaklah  asing  terhadap  lingkung- 
annya.  Bahkan  yang  bertempat  tinggal  di 
lingkungan  pecinan  pun  generasi  muda- 
nya  tidak  merasa  asing  dengan  kultur  pri- 
bumi setempat.  Hal  ini  disebabkan  oleh 
pergaulan  mereka  sehari-hari  di  masyara- 
kat  dengan  orang-orang  pribumi  seperti 
di  sekolah,  gereja  dan  di  tempat  umum 
lainnya. 

b .  Pasangan  suami-istri  yang  terdiri  dari  pri- 
bumi dan  non-pribumi  Cina  dalam  kasus 
penelitian  ini  pada  mula  kenalnya  ada 
yang  karena  tern  an  sekantor,  teman  se- 
permainan,  teman  di  sekolah,  kampus, 
dan  sebagainya.  Mereka  tidak  merasa 
asing  terhadap  satu  sama  lain. 

Interaksi  awal  antara  pribumi  dan  non- 
pribumi  Cina  dalam  kasus  penelitian  ini  ti- 
daklah berawal  dari  tidak  saling  mengenal 
sebelumnya,  seperti  teori  reduksi  ketidak- 
pastian  yang  dikembangkan  oleh  Berger  dan 
Calabrese  (1975).  Interaksi  awal  yang  mere- 
ka lakukan  bisa  mengacu  kepada  perluasan 
teori  tersebut  berdasarkan  hasil  studi  dari 
Parks  dan  Adelman  (1983)  mengenai  hu- 
bungan  romantis  dari  dua  insan  berlainan 
jenis.  Berger  dan  Calabrese  (1975)  menge- 
mukakan  proposisi  bahwa  bertambahnya 
ketidakpastian  menyebabkan  berkurang 
atau  menurunnya  daya  tarik,  prilaku  non- 
verbal yang  afiliatif  dan  keintiman  yang  ber- 
sifat  verbal.  Maka  dengan  menurunnya  hal- 


hal  tersebut  menyebabkan  hubungan  men- 
jadi  terhenti  (Burgess  &  Wallin,  1953;  Hill, 
Rubin  &  Peplau,  1976).  Bertambahnya  keti- 
dakpastian berarti  pula  makin  banyak  waktu 
dan  tenaga  yang  dibutuhkan  untuk  memper- 
oleh  pengertian.  Berger  dan  Roloff  (1982) 
berpendapat  bahwa  hubungan  semacam  itu 
cenderung  putus  dalam  kondisi  yang  demi- 
kian  karena  para  partisipan  menjadi  letih  de- 
ngan meningkatnya  tuntutan  akan  waktu 
dan  enersi.  Itulah  sebabnya  setiap  faktor 
yang  mempengaruhi  ketidakpastian  sudah 
pasti  akan  mempengaruhi  keseluruhan  sta- 
bilitas  hubungan.  Teori  reduksi  ketidakpas- 
tian dalam  bentuknya  yang  paling  umum 
mengemukakan  bahwa  suatu  hubungan 
akan  berkembang  apabila  para  partisipan 
satu  sama  lain  mampu  mengurangi  ketidak- 
pastian dan  akan  terjadi  disintegrasi  apabila 
terjadi  sebaliknya.  Menurut  Berger  usaha 
mengurangi  ketidakpastian  menyangkut  in- 
formasi  mengenai  diri  masing-masing  parti- 
sipan. Informasi  tersebut  meliputi  data  pri- 
badi,  pekerjaan,  kultur,  keyakinan,  haluan 
politik  dan  sebagainya. 

Pada  kasus  penelitian  mengenai  pasang- 
an suami-istri,  interaksi  awal  dalam  kaitan- 
nya  dengan  hubungan  romantis  dapat  ber- 
jalan  lancar  karena  masing-masing  pihak 
memiliki  kesamaan  informasi  yang  menjadi 
modal  utama  untuk  terjadinya  eskalasi  lebih 
lanjut.  Dengan  perkataan  lain  dalam  inter- 
aksi awal  tidak  ada  usaha  mereduksi  keti- 
dakpastian karena  segala  sesuatunya  berja- 
lan  lancar.  Hal  ini  disebabkan  mereka  me- 
miliki latar  belakang  profesi,  pendidikan, 
bahasa,  dan  status  sosial  ekonomi  yang  rela- 
tif  sama.  Hambatan  dan  usaha  mereduksi 
ketidakpastian  tersebut  baru  terjadi  pada 
saat  terjadi  eskalasi  hubungan  pada  tingkat 
yang  lebih  akrab. 

Hambatan  atau  rintangan  itu  terjadi 
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pada  saat  isalah  satu  atau  kedua  partisipan 
yang  berinteraksi  berhadapan  dengan  orang 
tua  mitra  komunikasinya.  Dalam  hal  ini  in- 
dividu  berinteraksi  dengan  kelompok,  dan 
pada  saat  kelompok  yang  berbicara  timbul 
prasangka  dalam  bentuk  stereotip  mengenai 
kelompok  lain.  Hambatan  tersebut  bukan 
hanya  datang  dari  jaringan  sosial  salah  satu 
partisipan  seperti  orang  tua  dan  keluarga 
dekat.  Lingkungan  tampaknya  tidak  terlalu 
bersahabat  seperti  tetangga  dan  sahabat  se- 
perti yang  terjadi  pada  kasus  Ny.  Etty  dan 
Ny.  Yani  dan  begitu  pula  Ny.  Wati.  Kasus 
Ny.  Etty  walaupun  orang  tuanya  tidak  me- 
nentang  ia  bersuamikan  seorang  non-pribu- 
mi  Cina  tetapi  para  tetangga  melihat  sebagai 
suatu  yang  aneh  dan  janggal  seorang  wanita 
pribumi  mau  pacaran  dengan  pria  non-pri- 
bumi  Cina.  Begitu  pula  halnya  dengan  kasus 
Ny.  Wati  walaupun  orang  tuanya  tidak  ber- 
keberatan  tetapi  kawan-kawannya  mengang- 
gap  hal  yang  aneh  ia  mau  pacaran  dengan 
non-pribumi  Cina.  Sehingga  dalam  setiap 
pertemuan  dengan  teman-temannya  yang 
pribumi  kata-kata  yang  bersifat  mengejek 
selalu  keluar. 

Lain  lagi  dengan  kasus  Ny.  Yani  seorang 
wanita  non-pribumi  Cina  selain  ia  ditentang 
oleh  pihak  orang  tuanya,  lingkungannya 
juga  ternyata  tidak  bersahabat  seperti  para 
sahabatnya  yang  wanita  pribumi.  Bahkan 
sampai  saat  ini  ketika  ia  sudah  7  tahun 
berumah  tangga  salah  satu  tetangganya  se- 
lalu berdoa  supaya  ia  kembali  ke  agama 
Katoliknya.  Tetangganya  yang  non-pribumi 
Cina  tidak  senang  Ny.  Yani  berpindah  aga- 
ma dari  Katolik  ke  Islam  apalagi  bersuami- 
kan seorang  pribumi  Islam  sebagaimana  di- 
tuturkan  oleh  Ny.  Yani. 

Walaupun  pasangan  tersebut  di  atas  sela- 
ma  masa  perkenalan  mendapat  tentangan 
keras  dari  pihak  orang  tua  dan  lingkungan- 


nya sebagaimana  dialami  oleh  pasangan 
lainnya  dalam  kasus  penelitian  ini,  namun 
tidak  menjadikan  mereka  surut  niatnya  un- 
tuk  membentuk  rumah  tangga.  Ternyata  ke- 
hidupan  rumah  tangga  mereka  setelah  bebe- 
rapa  tahun  berkeluarga  relatif  harmonis  wa- 
laupun pada  awal  perkenalan  mereka  men- 
dapat tentangan  dari  orang  tua  dan  ling- 
kungannya. Hanya  dua  dari  sembilan  pa- 
sangan suami-istri  agak  goncang  kehidupan 
rumah  tangga  mereka  dan  itupun  disebab- 
kan  oleh  campur  tangan  ibu  pihak  suami 
yang  berlebihan. 

Boleh  dikatakan  dari  ke-9  pasang  suami- 
istri  tersebut  pada  awal  perkenalannya  men- 
dapat tentangan  dari  orang  tua  masing- 
masing  walaupun  caranya  berbeda-beda. 
Ada  yang  secara  terang-terangan  menentang 
hubungan  anaknya  bahkan  menimbulkan 
kesan  keras  sekali.  Memang  ada  pula  yang 
menentang  tetapi  dengan  cara  yang  sangat 
halus  seperti  dalam  bentuk  sindiran,  nasihat 
serta  memberi  contoh  mengenai  kasus  orang 
lain  yang  tidak  bahagia  akibat  kawin  cam- 
pur. Namun  demikian  baik  secara  keras  dan 
terang-terangan  maupun  secara  halus  para 
orang  tua  menentang  hubungan  anak-anak 
mereka  tetapi  mereka  tidak  berdaya  untuk 
mencegahnya.  Jadi  dukungan  atau  tanpa  du- 
kungan  orang  tua  mereka  tetap  membentuk 
rumah  tangga  dari  dua  insan  yang  berlainan 
budaya  dan  asal  keturunannya. 

Apa  yang  diuraikan  di  atas  berbeda  de- 
ngan beberapa  studi  yang  pernah  dilakukan 
sebelumnya  yang  dikaitkan  dengan  dukung- 
an orang  tua  dan  peningkatan  hubungan  ser- 
ta stabilitas  pihak-pihak  yang  berinteraksi. 
Menurut  Burr  (1973)  berdasarkan  studi  yang 
pernah  dilakukannya  bahwa  pasangan 
suami-istri  akan  mengalami  kecocokan 
dalam  perkawinan  bilamana  mereka  menda- 
patkan  dukungan  orang  tua.  Begitu  pula 
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studi  yang  dilakukan  oleh  Krain  (1977) 
bahwa  dukungan  dari  orang  tua  dan  teman- 
teman  secara  positif  dikaitkan  dengan  kema- 
juan  yang  dialami  dalam  masa  pacaran  oleh 
pasangan  yang  bersangkutan.  Demikian 
pula  beberapa  studi  lainnya  bahwa  dukung- 
an dari  pihak  lain  termasuk  orang  tua  secara 
positif  dihubungkan  kepada  keterlibatan  ro- 
mantis  dan  secara  negatif  dihubungkan  ke- 
pada putusnya  hubungan  pada  masa  perke- 
nalan  atau  pacaran  dari  pasangan  yang  ber- 
sangkutan (Lewis,  1973;  Parks,  Stan  &  Eg- 
ger,  1983). 

Dukungan  dari  orang  tua  menjadikan 
pasangan  mempunyai  persepsi  bahwa  pilih- 
an  mereka  terhadap  teman  hidupnya  tidak- 
lah  salah  dan  oleh  karena  itu  menjadikan 
mereka  tidak  ragu-ragu  terhadap  satu  sama 
lain.  Sebaliknya  ketidaksetujuan  atau  tanpa 
dukungan  orang  tua  menyebabkan  terjadi- 
nya  konflik  bathin  atau  menimbulkan  gon- 
cangan  perasaan  di  amara  pasangan  tersebut 
dan  hal  yang  sama  dialami  pula  oleh  orang 
tua  mereka  atau  sahabat  karib  mereka  yang 
tidak  mendukungnya.  Hal  tersebut  di  atas 
antara  lain  dikemukakan  oleh  Davis  (1970), 
Newcomb  (1961)  dan  dartwright  &  Harary 
(1956).  Menurut  mereka  pasangan  tersebut 
menjadi  ragu-ragu  atau  mempunyai  perasa- 
an tidak  pasti  apabila  terjadi  konflik  sema- 
cam  itu  dan  akan  terjadi  sebaliknya  apabila 
mendapat  dukungan.  Jadi  dukungan  dari 
keluarga  dan  teman  dekat  akan  tercipta  ke- 
seimbangan  yang  tercermin  pada  terjadinya 
reduksi  ketidakpastian. 

Ternyata  penelitian  yang  pernah  dilaku- 
kan oleh  mereka  tersebut  di  atas  pada  kenya- 
taannya  berbeda  dengan  penelitian  yang  pe- 
nulis  lakukan.  Pasangan  kawin  campur  de- 
ngan sampel  pribumi  dan  non-pribumi  Cina 
jelas  mendapat  tentangan  dari  orang  tua 
baik  secara  halus  maupun  secara  terang- 


terangan.  Kecuali  itu  tetangga  atau  kawan 
dekat  ada  kalanya  tidak  mentolerir  bentuk 
perkawinan  tersebut  walaupun  mereka  tidak 
banyak  bisa  berbuat  menghadapi  hal  terse- 
but. Paling  banter  hanya  terlihat  dari  sikap 
mereka  yang  dinyatakan  baik  secara  verbal 
maupun  secara  non-verbal. 

Pasangan  kawin  campur  yang  diambil  se- 
bagai  sampel  dalam  penelitian  ini  tampak- 
nya  tidak  membutuhkan  dukungan  atau 
tidak  terlalu  bergantung  kepada  dukungan 
orang  tua  dan  pihak-pihak  di  sekelilingnya. 
Sengaja  sampel  yang  dipilih  dalam  kasus  pe- 
nelitian ini  ialah  pasangan  suami-istri  yang 
sebelum  menikah  baik  yang  laki-laki  mau- 
pun perempuan  mempunyai  pekerjaan  de- 
ngan penghasilan  yang  cukup.  Kecuali  itu 
mereka  memiliki  latar  belakang  pendidikan 
sarjana  atau  sarjana  muda.  Secara  ekonomis 
mereka  tidak  tergantung  kepada  kebaikan 
hati  orang  tua.  Jadi  walaupun  ditentang 
orang  tua  tetapi  orang  tua  tidak  kuasa  meng- 
halang-halangi  niat  anaknya  untuk  melang- 
sungkan  pernikahan  dengan  pilihannya. 

Di  masyarakat  Barat  tampaknya  dukung- 
an orang  tua  juga  penting  terutama  yang  se-' 
cara  ekonomis  masih  bergantung  kepada 
orang  tua.  Ketergantungan  kepada  orang 
tua  bukan  hanya  menyangkut  masalah  nor- 
ma, tradisi  atau  keyakinan.  Perlu  diingat 
bahwa  studi  yang  dilakukan  di  Barat  teruta- 
ma oleh  para  sarjana  yang  disebutkan  di  atas 
merupakan  studi  kuantitatif  berlokasi  di 
kampus.  Seperti  halnya  studi  yang  dilaku- 
kan oleh  Parks  dan  Adelman  (1983)  me- 
ngambil  lokasi  di  kampus  dengan  subjek 
penelitian  para  mahasiswa  undergraduate 
dengan  rata-rata  umur  19  tahun.  Dengan 
rata-rata  umur  yang  demikian  sudah  jelas 
ketergantungan  seorang  anak  secara  ekono- 
mis kepada  orang  tua  masih  besar  sekali. 

Hipotesa  yang  dibuat  oleh  Parks  dan 
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Adelman  (1983)  berdasarkan  penemuan 
para  peneliti  sebelumnya  seperti  Newcomb 
(1961),  Burr  (1973),  Krain  (1977)  dan  seba- 
gainya  ternyata  didukung  oleh  hasil  penemu- 
an mereka.  Salah  satu  hipotesa  tersebut  ber- 
bunyi:  "  Jumlah  dukungan  yang  diterima  da- 
ri  jaringan  sosial  pasangan  memiliki  kaitan 
yang  negatif  kepada  ketidakpastian  dan  ber- 
kaitan  secara  positif  dengan  stabilitas  hu- 
bungan".  Jaringan  sosial  di  sini  dimaksud- 
kan  orang  tua  dari  kedua  belah  pihak  dan 
para  sahabat. 

Dari  9  pasangan  suami-istri  yang  men- 
jadi  subjek  dalam  penelitian  ini  tidak  satu 
pun  dari  pasangan  tersebut  merupakan 
orang  yang  pertama  dikenal  dari  suatu  in- 
teraksi  awal  kemudian  meningkat  ke  jenjang 
yang  lebih  akrab  sebagai  suami-istri.  Keba- 
nyakan  di  antara  pasangan  tersebut  merupa- 
kan perkenalan  mereka  yang  kesekian  kali. 
Bahkan  menurut  pengakuan  salah  seprang 
informan  seperti  Ny.  Mona  yang  bersuami- 
kan  Andi  bahwa  suaminya  yang  ini  merupa- 
kan hasil  perkenalan  yang  ke  sekian  puluh 
kali.  Aneh  kedengarannya  memang  tetapi 
kenyataannya  adalah  demikian.  Seperti  hal- 
nya  Ny.  Lisa  yang  suaminya  dosen  IPB  me- 
rupakan pria  ketiga  yang  pernah  dikenalnya 
yang  kemudian  berlanjut  menjadi  suaminya. 
Lain  lagi  dengan  Ny.  Ani  yang  bersuamikan 
seorang  duda  pada  waktu  masih  berkenalan 
dengan  pria  yang  sekarang  menjadi  suami- 
nya, ia  sebetulnya  sedang  pacaran  dengan 
laki-laki  lain. 

Begitu  pula  informan  pria  bahwa  yang 
sekarang  menjadi  istri  mereka  bukanlah  ha- 
sil perkenalan  yang  pertama.  Seperti  halnya 
informan  Andi  yang  istrinya  bernama  Ny. 
Mona  pada  saat  berkenalan  sebetulnya  se- 
dang pacaran  dengan  bawahannya  di  kan- 
tor.  Begitu  pula  suami  Ny.  Yenni  yang  ber- 
nama Tono  perkenalannya  dengan  Ny.  Yen- 


ni bukanlah  yang  pertama  dan  menurut  pe- 
ngakuannya  adalah  yang  ketiga.  Namun  de- 
mikian dari  9  informan  pria  delapan  menga- 
ku  merupakan  perkawinan  yang  pertama  de- 
ngan yang  sekarang  menjadi  istri  mereka. 
Sedangkan  yang  wanita  merupakan  perka- 
winan yang  pertama  dengan  pria  yang  seka- 
rang menjadi  suami  mereka.  Di  antara  infor- 
man pria  dan  wanita  baik  yang  pribumi 
maupun  non-pribumi  Cina  sebelum  dengan 
suami  atau  istri  yang  sekarang  pernah  pula 
berkenalan  atau  pacaran  dengan  pria  atau 
wanita  yang  berbeda  latar  belakang  kultur- 
nya.  Informan  yang  pribumi  pernah  pacaran 
dengan  non-pribumi  Cina  begitu  pula  infor- 
man non-pribumi  Cina  pernah  berpacaran 
dengan  pribumi  walaupun  tidak  sampai  ke 
jenjang  perkawinan.  Alasan  yang  dikemuka- 
kan  tentang  kegagalan  tersebut  bersifat 
klasik  dan  klise  yaitu  karena  tidak  ada  keco- 
cokan  terhadap  satu  sama  lain.  Tetapi  tidak 
satupun  di  antara  informan  pria  maupun 
wanita  alasan  putusnya  hubungan  mereka 
karena  pihak  orang  tua  menentang  atau  ke- 
beratan.  Hal  ini  terbukti  walaupun  perka- 
winan mereka  ditentang  oleh  orang  tua  baik 
oleh  salah  satu  pihak  maupun  kedua  belah 
pihak  mereka  tetap  jalan  terus. 

Jadi  putusnya  hubungan  mereka  dengan 
teman  kencan  sebelumnya  tidak  ada  tekanan 
dari  luar  seperti  orang  tua  tetapi  karena  per- 
soalan  mereka  pribadi  berdua.  Kalau  menu- 
rut teori  Altman  dan  Taylor  mengenai  pene- 
trasi  sosial  (1973)  bahwa  suatu  hubungan 
akan  mengalami  kemajuan  atau  kemundur- 
an  atau  pasang  surutnya  suatu  hubungan 
bergantung  secara  relatif  perbandingan 
(ratio)  antara  imbalan  dan  biaya  (rewards 
and  costs).  Mengenai  imbalan  dan  biaya  bu- 
kan  hanya  pada  interaksi  yang  sedang  ber- 
langsung  yang  masuk  dalam  kalkulasi.  Se- 
tiap  orang  katanya  memiliki  semacam  reke- 
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ning  bank  mengenai  imbalan  dan  biaya  dari 
interaksi  sebelumnya  dan  ia  juga  memperki- 
rakan  imbalan  yang  akan  diterima  dan  biaya 
yang  akan  dikeluarkan  di  masa  mendatang. 
Apabila  imbalan  yang  diperoleh  melebihi 
biaya  yang  dikeluarkan  maka  hubungan  ter- 
sebut  akan  tumbuh  dan  berkembang.  Seba- 
liknya  apabila  biaya  melampaui  imbalan 
yang  diperoleh  maka  tekanan-tekanan  ke 
arah  pemutusan  hubungan  menjadi  bertam- 
bah. 

Dengan  mengacu  kepada  teori  Altman 
dan  Taylor  para  partisipan  yang  terlibat  da- 
lam  suatu  interaksi  merasa  tidak  seimbang 
antara  imbalan  yang  diperoleh  dan  biaya 
yang  dikeluarkan.  Dengan  perkataan  lain 
biaya  yang  dikeluarkan  terlalu  besar  diban- 
dingkan  dengan  imbalan  yang  diperoleh. 
Kalau  menurut  istilah  Duck  (1973)  terdapat- 
nya  Cognitive  Dissimilarity  yang  mengarah 
kepada  kesulitan  untuk  tercapainya  saling 
pengertian  serta  terlalu  banyaknya  enersi 
yang  dikeluarkan  untuk  tercapainya  saUng 
pengertian.  Dapat  diharapkan  kalau  hal  itu 
terjadi  berulang  kali  menjadikan  mereka 
yang  terlibat  dalam  hubungan  tersebut  letih 
dan  menghentikan  hubungan  tersebut.  De- 
ngan perkataan  lain  makin  banyak  waktu 
dan  tenaga  yang  harus  dikeluarkan  untuk 
tercapainya  saling  pengertian  makin  bertam- 
bah  ketidakpastian  tersebut. 


Kesimpulan 

1,  Dalam  konteks  kasus  pasangan  kawin 
campur  antara  pribumi  dan  non-pribumi 
Cina  lebih  banyak  mengacu  kepada  teori 
reduksi  ketidakpastian  yang  telah  dikem- 
bangkan  oleh  Parks  dan  Adelman  (1983) 
yang  menjelaskan  aspek-aspek  hubungan 
romantik  yang  terbentuk.  Interaksi  awal 


di  antara  anggota  pasangan  tersebut  yang 
mengacu  kepada  teori  Berger  dan  Cala- 
brese  (1975)  telah  terjadi  jauh  sebelum- 
nya sebelum  tahap  hubungan  yang  ro- 
mantis.  Mereka  tadinya  adalah  teman  se- 
kantor,  sekuliah,  sekampus,  sepermainan 
dan  kesemuanya  itu  pada  awalnya  terjadi 
tanpa  mereka  sadari  bahwa  hubungan 
tersebut  akan  berlanjut  ke  tingkat  yang 
lebih  akrab. 

2.  Dari  9  pasangan  suami-istri  yang  menjadi 
subjek  dalam  penelitian  ini  tidak  satupun 
dari  pasangan  tersebut  merupakan  orang 
yang  pertama  dikenal  dari  suatu  interaksi 
awal  kemudian  meningkat  ke  jenjang 
yang  lebih  akrab  sebagai  suami-istri.  Ke- 
banyakan  di  antara  pasangan  tersebut 
merupakan  perkenalan  mereka  yang  ke- 
sekian  kali. 

3.  Teori  reduksi  ketidakpastian  yang  dikem- 
bangkan  oleh  Gudykunst  dan  kawan- 
kawan  juga  kurang  tepat  untuk  diterap- 
kan  baik  pada  interaksi  awal  maupun 
pada  interaksi  berlanjut  pada  pasangan 
suami-istri  kawin  campur  ini.  Hal  ini  di- 
sebabkan  teori  tersebut  merupakan  hasil 
studi  dari  jalinan  hubungan  antara  dua 
individu  dari  dua  budaya  yang  kontras 
yaitu  antara  budaya  high  dan  low  con- 
text. Sedangkan  pada  kasus  penelitian 
kawin  campur  antara  pribumi  dan  non- 
pribumi  Cina  kedua  golongan  tersebut 
berasal  dari  budaya  high-context.  Jadi 
kalau  terdapat  perbedaan  sifatnya  adalah 
gradual  bukan  prinsipil  dan  meminjam 
kata-kata  Berlo  (1975):  "...  the  dif- 
ferences have  been  those  of  degree  rather 
than  of  kind...".  Istilah  "pribumi"  dan 
"non-pribumi"  yang  selama  ini  diguna- 
kan  lebih  berbau  politis  daripada  kultu- 
ral. 

4.  Budaya  Asia  umumnya  menganut  high- 
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context  communication  demikian  pula 
pada  masyarakat  pribumi  dan  non-pribu- 
mi  Cina.  Sehingga  interaksi  awal  yang 
terjadi  antara  pribumi  dan  non-pribumi 
Cina  maupun  pada  interaksi  lebih  lanjut 
pada  tingkat  yang  lebih  akrab  tidak  me- 
ngalami  hambatan  yang  berarti.  Berbeda 
sekali  dengan  interaksi  yang  terjadi  teru- 
tama  pada  interaksi  awal  antara  orang 
Amerika  dan  orang  Korea  atau  Jepang 
yang  memiliki  sistem  budaya  yang  kon- 
tras  sebagaimana  studi  yang  dilakukan 
oleh  Gudykunst  dan  kawan-kawan.  Ke- 
cuali  itu  pemilihan  sampel  pasangan 
suami-istri  memiliki  latar  belakang  pe'n- 
didikan  dan  status  sosial  ekonomi  yang 
relatif  sama.  Tambahan  pula  bahasa  se- 
hari-hari  mereka  adalah  bahasa  Indone- 


sia atau  bahasa  daerah, 

5.  Usaha  mereduksi  ketidakpastian  menjadi 
terhambat  pada  saat  terjadi  eskalasi  hu- 
bungan  pada  tingkat  yang  lebih  akrab. 
Hambatan  atau  rintangan  terjadi  pada 
saat  salah  satu  atau  kedua  partisipan 
yang  berinteraksi  berhadapan  dengan 
orang  tua  mitra  komunikasinya.  Dalam 
hal  ini  individu  berinteraksi  dengan  ke- 
lompok  dan  pada  saat  kelompok  berbi- 
cara  timbul  persepsi  dalam  bentuk  stereo- 
tip  mengenai  kelompok  lain.  Hambatan 
bukan  hanya  datang  dari  jaringan  sosial 
salah  satu  partisipan  seperti  orang  tua 
dan  keluarga  dekat.  Lingkungan  juga 
tampaknya  tidak  terlalu  bersahabat  se- 
perti tetangga,  sahabat,  dan  kenalan. 
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Timbangan  Buku 


Pemerataan  dalam  Pembangunan 
dan  Kemajuan  Bangsa 


Pemerataan  dan  Pembangunan  Ekonomi: 
Teoridan  Kebijaksanaan  oleh  Prof.  Dr.  Nu- 
rimansjah  Hasibuan.  Palembang:  Universi- 
tas  Sriwijaya,  1993,  xviii  +  243  hal. 


SEPERTI  tidak  dapat  dipercaya,  bah- 
wa  pada  tahun  1964  pemerintah  Ame- 
rika  Serikat  menyatakan  perang  terha- 
dap  kemiskinan  yang  diderita  sekitar  18% 
rakyatnya.  Di  pihak  lain,  beberapa  tahun  se- 
belumnya,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa 
(PBB)  telah  menganjurkan  kepada  negara- 
negara  terbelakang  sasaran-sasaran  pertum- 
buhan  ekonomi  yang  harus  dicapai  selama 
dekade  pertama  Pembangunan  Dunia.  Sete- 
lah  sasaran  pertumbuhan  itu  tercapai,  ke- 
nyataan  baru  yang  sebelumnya  jauh  dari 
perkiraan,  muncullah  tragedi  yakni  tingkat 
kesenjangan  pembagian  pendapatan  dunia 
sangat  pincang.  Penduduk  negara-negara 
maju  yang  hanya  34%  mendapat  bagian 
88%  dari  seluruh  produk  bruto  dunia.  Se- 
dangkan  12%  dari  produk  bruto  tersebut  di- 
hasilkan  oleh  sebagian  besar  penduduk  du- 


nia yang  bermukim  di  negara-negara  sedang 
berkembang. 

Anggapan  bahwa  pembangunan  ekono- 
mi berorientasikan  pertumbuhan  akan  seca- 
ra  otomatis  meningkatkan  taraf  hidup  yang 
bersifat  material  memang  tidak  salah,  tetapi 
untuk  saat  ini  belum  memadai.  Berbagai 
pandangan  dan  gagasan  untuk  menyusun 
strategi  pembangunan  dunia  pada  dekade 
berikutnya,  melahirkan  resep  pertumbuhan 
ekonomi  dan  distribusi  atau  distribusi  de- 
ngan  pertumbuhan  yang  serempak.  Gagasan 
ini  pada  awalnya  dan  bahkan  sampai  dewasa 
ini,  menimbulkan  perdebatan.  Diskusi-dis- 
kusi  tidak  hanya  menyangkut  sejumlah  per- 
bedaan  mendasar  berupa  kerangka  yang  me- 
landasinya,  namun  tidak  jarang  pula  diskusi 
itu  lebih  memperhatikan  aspek-aspek  filsa- 
fat  dan  bahkan  ideologinya. 

Melalui  kehadiran  buku  yang  terdiri  atas 
11  bab  ini,  Prof.  Dr.  Nurimansjah  Hasibuan 
(guru  besar  ekonomi  pada  Universitas  Sri- 
wijaya yang  memperoleh  gelar  doktornya  di 
Universitas  Gadjah  Mada)  mengajak  kita 
untuk  menelusuri  sejarah,  kenyataan,  dan 
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sejumlah  harapan  yang  dapat  diimplementa- 
sikan  ke  dalam  kebijaksanaan  dan  strategi 
pembangunan  menyangkut  aspek  pemerata- 
an,  mengingat  berbagai  hubungan  variabel 
yang  menyertainya  kadang-kadang  agak  ber- 
beda  dengan  yang  ditemukan  di  negara-ne- 
gara  maju.  Lahirnya  hipotesis  Kuznets  pada 
tahun  1955  misalnya,  masih  merupakan  spe- 
kulasi  karena  data  rangkaian  waktu  yang 
masih  belum  tersedia  untuk  kasus  negara- 
negara  berkembang,  sementara  perkem- 
bangan  hubungan  antara  tingkat  kepincang- 
an  dengan  tingkat  pertumbuhan  di  Amerika 
Serikat  dalam  periode  1913-1919,  1919-1928, 
1929-1933,  dan  1939-1948  menunjukkan 
adanya  korelasi  negatif,  yang  berarti  dapat 
diinterpretasikan  sebagai  menurunnya  ke- 
senjangan.  Lydall  juga  menemukan  hubung- 
an yang  sama  untuk  kasus  di  Inggris  pada 
kurun  waktu  1938-1948  dan  1948-1957. 

Deviasi  Kebijaksanaan 

Suatu  kebijaksanaan  pembangunan  ba- 
gaimanapun  baiknya,  toh  ujian  terakhir  ter- 
letak  pada  sejauh  mana  kebijaksanaan  itu 
dapat  mempengaruhi  perilaku  berbagai  fak- 
tor  untuk  mencapai  tujuan.  Tujuan  pemba- 
ngunan Indonesia  jangka  panjang  adalah 
membangun  manusia  seutuhnya.  Dengan  de- 
mikian,  pengembangan  dan  pembinaan  kua- 
litas  manusia  sewajarnya  mendapat  priori- 
tas,  sehingga  tidak  hanya  mampu  menerima 
teknologi,  tetapi  menciptakan  teknologi.  Ti- 
dak hanya  mencari  kerja,  tetapi  justru  mem- 
buka  lapangan  kerja  untuk  lingkungannya. 
Selama  proses  ini  berlangsung,  monopoli 
yang  dilakukan  sekelompok  orang  maupun 
beberapa  daerah,  sebaiknya  diakhiri,  dan 
akhirnya  disebarkan  ke  daerah-daerah  teru- 
tama  yang  masih  terbelakang.  Celakanya, 
pengalaman  menunjukkan  bahwa  ada  ke- 


cenderungan  konsentrasi  modal  fisik  dan 
modal  manusia  terjadi  di  kota-kota  besar, 
sehingga  tidak  memudahkan  distribusi  pe- 
ngambilan  keputusan  ke  arah  distribusi.  In- 
sentif  ekonomi  (dan  mungkin  juga  sosial)  le- 
bih  besar  mengarah  ke  wilayah  metropoli- 
tan, tetapi  dalam  jangka  panjang  integritas 
nasional  terganggu  (hal.  99). 

Yang  jelas,  proyeksi  di  sektor  modern  se- 
perti  industri  substitusi  yang  kurang  atau  ti- 
dak berkait  dengan  sumber  alam  dan  sumber 
daya  manusia,  dan  industri  berjangka  pen- 
dek  di  dalam  negeri,  akan  menimbulkan  ke- 
rapuhan  struktur  ekonomi  di  masa  menda- 
tang.  Proteksi  terhadap  industri  secara  ber- 
lebihan  pasti  menimbulkan  harga  modal  fi- 
sik relatif  murah,  sementara  sempitnya  la- 
pangan kerja  secara  tidak  langsung  telah  me- 
nyingkirkan  tenaga  manusia.  Daya  saing  de- 
ngan barang-barang  luar  negeri  melemah, 
sehingga  konsumen  dalam  negeri  terpaksa 
membeli  barang  dengan  harga  relatif  mahal. 
Sebab,  industri  tersebut  telah  mendapat  sub- 
sidi  dan  proteksi  terlalu  lama  dan  motivasi 
untuk  berproduksi  sebanyak-banyaknya  de- 
ngan harga  yang  semurah-murahnya  meru- 
pakan angan-angan.  Keadaan  akan  merisau- 
kan,  jika  industri  semacam  ini  diberi  lagi  izin 
perluasan.  Justru  sewajarnya  dari  aspek  pe- 
merataan  kesempatan  berusaha  dan  kesem- 
patan  kerja,  izin  ini  diberikan  kepada  pihak 
lain.  Merisaukan  sebagai  akibat  konsentrasi 
industri  semacam  ini  akan  meningkat,  se- 
hingga ada  kemungkinan  dapat  merintangi 
penyebaran  teknologi  dan  ketrampilan. 

Demikian  juga  halnya  dengan  subsidi 
dan  proteksi  yang  diberikan  kepada  kelom- 
pok  lemah  atau  gurem.  Secara  resmi  subsidi 
dan  proteksi  terlihat  efektif,  namun  sesung- 
guhnya  tidak.  Misalnya  saja  subsidi  berba- 
gai input  kepada  petani,  kemungkinan  ma- 
lah  jatuh  ke  kelompok  menengah,  seperti 
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petani  besar  dan  pedagang.  Juga  aspek 
harga  hasil  pertanian  (padi)  ditentukan  seca- 
ra  tegar,  sedangkan  harga  komoditi  industri 
kurang  dikendalikan.  Konsekuensinya,  ke- 
naikan  harga  bahan  pangan  yang  seharusnya 
dinikmati  petani,  tetapi  pada  kenyataannya 
mungkin  dinikmati  kelompok  lain. 

Nurimansjah  Hasibuan  mencatat,  kebijak- 
sanaan  mungkin  sudah  tepat,  tetapi  dalam 
operasionalnya  terjadi  deviasi  atau  mungkin 
operasionalnya  kurang  tepat  karena  kebi- 
jaksanaannya  kurang  mengena.  Atau  ada 
hal-hal  yang  lebih  prinsipial,  bahwa  semua 
sudah  cocok,  kecuali  kualitas  sebagian  ter- 
besar  manusianya.  Walaupun  demikian,  ada 
3  corak  kebijaksanaan:  (1)  kebijaksanaan  lu- 
nak,  yang  memerlukan  waktu  lama  untuk 
melihat  apakah  kebijaksanaan  itu  efektif 
atau  tidak;  (2)  kebijaksanaan  relatif  keras, 
seperti  pembagian  harga  produktif,  land  re- 
form, dan  pembekuan  kenaikan  upah/gaji 
kelompok  atas  pekerja,  nasionalisasi  usaha 
dan  milik  swasta  yang  cenderung  ke  arah 
monopoli;  dan  (3)  kebijaksanaan  keras  wa- 
laupun mungkin  membuka  peluang  tergang- 
gunya  trilogi  pembangunan. 

Dengan  kebijaksanaan  lunak  misalnya, 
kesabaran  yang  lebih  lama  diharapkan  dari 
kelorppok  bawah.  Dengan  demikian,  kelom- 
pok yang  40%  terbawah  tersebut  belum  di- 
harapkan untuk  membina  dan  mengembang- 
kan  kualitas  diri  dan  keturunannya  secara 
mandiri,  lantaran  dari  waktu  ke  waktu  ke- 
majuan  sektor  modern  yang  telah  lebih  da- 
hulu  berlangsung,  harus  dilombakan  dengan 
sektor  tradisional  yang  sarat  muatan.  De- 
ngan kecepatan  yang  sama,  sektor  kedua 
masih  tetap  tertinggal.  Tekan  gas,  tetapi 
jangan  banting  setir.  Konsekuensinya,  alo- 
kasi  bahan  bakar  harus  berubah.  Kalau  ke- 
bijaksanaan ke  arah  itu  bersifat  kompromi, 
jelas  bukan  yang  lunak,  bukan  yang  keras. 


Boleh  lunak-lunak  keras  atau  keras- keras  lu-. 
nak  dalam  keseimbangan  dinamis  yang  har- 
monis. 


Orientasi  Kelompok  Sasaran 

Masalah  pertama  yang  akan  muncul  da- 
lam penentuan  sasaran  program  orientasi  ke- 
lompok yang  berkaitan  dengan  kebutuhan 
dasar  manusia  (basic-needs)  adalah  penentu- 
an strategi  yang  sesuai  dengan  kondisi  ob- 
jektif  yang  sedang  dihadapi,  faktor-faktor 
pembatas  dalam  jangka  pendek  maupun 
jangka  panjang.  Setiap  pemilihan  ataupun 
keputusan  yang  diambil  akan  mengakibat- 
kan  risiko-risiko  tertentu,  baik  yang  terlihat, 
yang  dapat  diperkirakan,  ataupun  yang 
tidak  mungkin  dapat  dikendalikan.  Suatu 
strategi  yang  baik,  belum  tentu  dapat  dipa- 
kai  karena  tidak  hanya  sekedar  peralatan 
teknis  ekonomis,  tetapi  juga  variabel-varia- 
bel  sosial  budaya  kadangkala  lebih  menentu- 
kan. 

Beberapa  strategi  yang  sering  diperdebat- 
kan  itu  antara  lain  adalah:  (1)  prioritas  ter- 
tinggi  diberikan  kepada  kebutuhan  khusus 
penduduk  paling  miskin.  Dalam  strategi  ini 
tujuan  utama  bukan  meningkatkan  produk- 
tivitas,  tetapi  bagaimana  mengatasi  kemis- 
kinan,  terutama  dengan  membuka  kesem- 
patan  kerja  bagi  mereka,  memberantas  pe- 
nyakit,  menu  yang  memenuhi  persyaratan 
minimum  sambil  meningkatkan  kecerdasan 
mereka;  (2)  peningkatan  produktivitas  dan 
pendapatan  uang,  tetapi  jangan  sampai  pe- 
ningkatan yang  terakhir  tersebut  menjadi 
netral.  Kalau  ini  yang  terjadi,  berarti  lari  di 
tempat.  Untuk  itu,  dibutuhkan  pula  peru- 
bahan  struktur  dalam  konsumsi,  pertum- 
buhan  yang  lebih  merata,  sehingga  kepin- 
cangan  tidak  semakin  memburuk;  dan  (3) 
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bahwa  strategi  kebutuhan  pokok  bukan  ha- 
nya  diarahkan  pada  pencapaian  kebutuhan 
material,  tetapi  juga  kesempatan  kerja  yang 
cocok  dengan  keahliannya,  kemerdekaan 
politik,  demokrasi,  identitas  kebudayaan, 
keyakinan,  dan  lain  sebagainya.  Jadi,  sambil 
memenuhi  kebutuhan  material  itu  juga  dido- 
rong  kebutuhan  spiritual,  yang  meliputi  spi- 
rit, motivasi,  perluasan  cakrawala  hidup,  pe- 
nampungan  aspirasi,  solidaritas,  dan  rasa 
kebangsaan/persatuan  yang  utuh. 

Dari  beberapa  tekanan  strategi  di  atas, 
sudah  jelas  terlihat  bahwa  apa  yang  dimak- 
sud  dengan  strategi  kebutuhan  dasar  itu  di- 
namis,  yang  akan  berubah  sesuai  dengan  ta- 
hapan-tahapan  pembangunan  bangsa.  Wa- 
laupun  demikian,  beberapa  contoh  tentang 
penentuan  strategi  ini  tentu  tidaklah  berdiri 
sendiri,  melainkan  dapat  terjadi  kombinasi 
dari  beberapa  strategi.  Kombinasi  mana 
yang  lebih  cocok  akan  ditentukan  dengan 
melihat  keadaan  kelompok-kelompok  ma- 
syarakat  yang  baik  secara  ekonomis,  geogra- 
fis,  agama,  suku  dan  Iain-lain,  sebab  jika 
hanya  kelompok  miskin  tentulah  pengertian- 
nya  akan  relatif. 

Disadari  pula  bahwa  strategi  campuran 
ini  mungkin  akan  memperlambat  tercapai- 


nya  sasaran,  yang  karena  keputusan-kepu- 
tusan  politis  dapat  dipengaruhi  oleh  kelom- 
pok yang  kemampuan  ekonominya  tinggi 
ataupun  kelompok  menengah,  atau  oleh  ga- 
bungan  tekanan  kedua  kelompok  tersebut, 
sehingga  mau  tidak  mau,  suka  atau  tidak, 
pembangunan  berorientasi  pemenuhan  ke- 
butuhan pokok/dasar  kelompok  yang  paling 
miskin  berpotensi  terlengahkan. 

Walaupun  sebagian  data  dan  tulisan 
pada  buku  ini  banyak  yang  sudah  usang 
(karena  dikumpulkan  dari  tulisan  yang  per- 
nah  dipublikasikan  pada  masa  15  tahun 
lalu),  namun  karena  masalah-masalah  pem- 
bangunan ekonomi,  kesenjangan,  pemerata- 
an,  dan  keadilan  sosial  merupakan  masalah 
klasik  yang  bersifat  universal  dan  abadi  da- 
lam  sejarah  pembangunem  dan  kemajuan 
bangsa-bangsa  yang  memodernisasikan  diri- 
nya  melalui  proses  sosial  berlabel  pemba- 
ngunan, relevansi  tulisan-tulisan  terasa  pas. 
Bahkan  di  sana-sini  terdapat  penegasan 
kembali  perlunya  memberikan  akses  kepada 
kelompok  miskin.  Inilah  satu  esensi  yang 
mendapat  prioritas  ketika  bangsa  Indonesia 
memasuki  PJPT  II. 
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